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Kata Pengantar

Buku yang kini ada di tangan pembaca merupakan ha-
sil dari rangkaian kajian yang telah berjalan cukup lama.
Naskah awal buku ini ditulis sekitar 1976 ketika penulis
sedang mengikuti Sekolah Komando (SESKO) ABRI Bagi-
an Laut ITl. Dalam bentuk Taskap, naskah tersebut berjudul
“Masalah Cina dalam Ketahanan Nasional Indonesia.”
Penulis memang sengaja memilih kajian Cina sebagai tu-
gas akhir Pengalaman penulis sendiri selama bertugas di
Daerah Angkatan Laut 2 Kepulauan Riau banyak mem-
beri inspirasi. Penulis menemukan bahwa seakan-akan
keturunan Cina di Indonesia merupakan komunitas out-
siders, outlaw dan lawless. Keadaan ini telah berlangsung
lama dan memiliki akar historis yang sangat panjang mu-
lai sejak sebelum kedatangan bangsa Barat di Nusantara.

Hal lain yang juga mendorong penulis mengkaji masalah
ini adalah kenyataan tentang program pembangunan yang
saat itu sedang giat dilaksanakan. Di satu sisi pemerintah
Orde Baru berusaha mengatasi persoalan mendasar yang
dialami rakyat melalui peningkatan kehidupan ekonomi;
namun di sisi lain, disparitas pendapatan antara pri-non-
pri sangat mencolok. Penulis sampai pada kesimpulan, jika
persoalan ini tidak segera diatasi, maka masalah Ketahan-
an Nasional Indonesia akan terganggu.

Seperti halnya perbincangan lain yang menyangkut
stiku, ras, agama dan golongan, masalah Cina —khusus-



nya saat itu— tergolong sangat sensitif untuk dibicarakan
di depan umum. Oleh karenanya, naskah Taskap yang te-
lah disusun tidak dipublikasikan. Penulis hanya bisa mem-
berikan informasi dan melakukan diskusi dengan kelom-
pok yang lingkupnya terbatas. Namun demikian, sepan-
jang periode sesudahnya, penulis berkesempatan untuk
bertukar informasi melalui kegiatan-kegiatan yang ber-
langsung secara periodik. Misalnya, sudah lama penulis
dipercaya untuk memberikan ceramah tentang masalah
Cina dalam Kursus Ketahanan Nasional maupun Lemba-
ga Pertahanan Nasional (Lemhannas).

Melalui diskusi-diskusi tersebut penulis mendapat ke-
san kuat bahwa sudah saatnya masalah Cina dibicarakan
secara terbuka. Seiring dengan kemajuan informasi dan
pendidikan, masyarakat tidak lagi mudah untuk meneri-
ma atau menolak informasi. Mereka semakin terbiasa un-
tuk membandingkan dan menyeleksi informasi yang dida-
pat. Sementara pada saat yang sama, persoalan Cina sendiri
juga membutuhkan suatu pemecahan yang bersifat terbu-
ka, jujur dan adil. Harus diakui bahwa Orde Baru sedikit
banyak telah berhasil membuka eksklusivitas kultural ko-
munitas keturunan Cina; tetapi juga harus diakui bahwa
jarak ekonomi dan politik pri-nonpri masih tetap terasa
hingga kini.

Atas dasar pertimbangan ini, penulis berusaha mengem-
bangkan naskah Taskap untuk dipublikasikan dalam ben-
tuk buku. Masukan-masukan yang penulis peroleh dari
berbagai kesempatan diskusi cukup membantu memper-
luas cakupan pembahasan. Selain itu, penulis juga banyak
memperoleh manfaat dari kegiatan-kegiatan tersebut,
khususnya dalam pengumpulan data-data baru. QOleh
karenanya, penulis merasa bersyukur bahwa di sela-sela
kesibukan tugas sebagai Menteri Agama buku ini dapat
terbit.

Tentu saja, dalam bahasa kedokteran, buku ini tidak
dimaksudkan sebagai “obat” atau “resep” untuk menyem-



buhkan “penyakit” yang menyerang hubungan pri-non-
pri. Buku ini lebih dimaksudkan sebagai urun-rembug se-
orang warga negara Indonesia terhadap keberlangsungan
proses pembangunan kehidupan bangsa. Harapan utama
dari penerbitan buku ini adalah terbukanya ruang diskusi
dan tukar-pandangan bagi semua pihak dalam menyele-
saikan persoalan pri-nonpri. Oleh karenanya, penulis mera-
sa senang jika pembaca dapat mengambil manfaat dari isi
buku ini. Sebaliknya, penulis juga akan berterimakasih jika
ada di antara pembaca yang ingin menyampaikan masuk-
an lain dan kritik.

Jakarta, 8 Oktober 1997

Dr. H. Tarmizi Taher
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BABI

Masyarakat Cina, Ketahanan
Nasional dan Integrasi Bangsa:
Sebuah Pengantar Masalah

¢ee* There may be times when it is wisest o let sleeping dogs lie, lest one arouse
passionate arguments, or animosities that might otherwise remain
dormant; but to treat problems of this kind as if they were best ignored is a
very dubious strategy in the long run, for they are not likely to disappear
unless deliberate efforts are made to resolve them and all friends of
Indonesia and of the Cverseas Chinese must hope they will be resolved.

JA.C. Mackie

Kajian ini sama sekali tidak berpretensi untuk menyele-
saikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan komuni-
tas Cina perantauan atau warga keturunan Cina di Indone-
sia. Hal ini, terutama, dalam hubungannya dengan masalah
pembauran di satu pihak, dan posisi mereka dalam konteks
integrasi serta ketahanan nasional di pihak lain. Selain jalin-
an persoalannya rumit, dimensi yang terkait di dalamnya
sangat beragam. Masalahnya sendiri telah muncul jauh
sebelum bangsa Indonesia merdeka, dan terus bergulir hing-
ga sekarang. Rentang waktu yang panjang telah membuat
persoalan-persoalan yang bersifat historis, kultural, politis dan
ekonomis menjadi tumpang tindih. Karenanya, tidak ada satu
dimensi pun yang benar-benar dapat dipilah atau dipisah-
kan dari yang lain. Misalnya, adanya perasaan tertentu atau
ketidaksenangan sebagian kalangan pribumi terhadap war-
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ga keturunan Cina bukan semata-mata muncul karena per-
soalan-persoalan yang bersifat ekonomis. Akan tetapi, ada-
nya rasa curiga dan terbentangnya jarak sosial antara pri-
nonpri yang cukup lebar dapat pula diakibatkan oleh ber-
kembangnya persepsi tentang perbedaan identitas atau juga
karena posisi politik.

Disadari atau tidak, posisi warga keturunan Cina dalam
konteks kehidupan berbangsa dan bernegara masih me-
nyimpan sejumlah persoalan. Di sana-sini masih sering ter-
lontar rasa ketidaksukaan yang diarahkan kepada warga
keturunan —meskipun tidak dalam jumlah yang bersifat
menyeluruh (in toto). Demikian pula halnya dengan predikat-
predikat pejoratif yang menandai adanya karakter dan si-
fat anggota komunitas keturunan ini. Tidak jarang mereka
dipandang sebagai homo economicus yang tidak peduli ter-
hadap lingkungan di mana mereka berada. Karenanya,
loyalitas dan rasa kebangsaan mereka terhadap negara
masih sering digunjingkan. Walau kebanyakan tidak lagi
memiliki hubungan langsung dengan negeri leluhur (Cina
daratan), mereka masih sering dianggap sebagai “orang
asing” dan bukan bagian integral dari masyarakat Indone-
sia. Kesamaan tempat lahir, praktik budaya, bahasa, atau sta-
tus kependudukan belum mampu menghapus kesan bahwa
mereka adalah komunitas pendatang, Berbeda halnya dengan
—misalnya— komunitas Arab. Meskipun sama-sama meru-
pakan warga keturunan asing, mereka relatif lebih dapat di-
terima sebagai bagian dari bangsa Indonesia, paling tidak,
jika diletakkan dalam konteks integrasi atau pembauran poli-
tik dan sosial-budaya.

Pandangan seperti ini, atau situasi yang sangat sensitif
dan tidak sehat itu, sama sekali tidak menguntungkan. Hal
ini berlaku bagi warga keturunan maupun masyarakat Indo-
nesia yang lain. Dalam situasi-situasi tertentu, perbedaan yang
dimiliki oleh dua komunitas tersebut terasa lebih tajam, dan
sering dijadikan alasan untuk mengembangkan rasa ke-
curigaan dan tuduhan. Ketika masyarakat pribumi tidak puas
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terhadap situasi yang ada, komunitas keturunan dapat de-
ngan mudah menjadi sasaran kecurigaan dan sebagainya. Se-
baliknya, tuntutan keadilan ekonomi yang datang dari rakyat
kecil sering ditanggapi secara dingin oleh sebagian warga
keturunan yang dari segi materi memang sangat berlim-
pah.

Sudah barang tentu, tidak semua kecurigaan-kecurigaan
itu dapat dipertanggungjawabkan. Cukup banyak warga
keturunan yang miskin atau tidak seberuntung kolega-kole-
ganya yang lain, khususnya jika dilihat dari sudut ekonomi
maupun dalam konteks status sosial-politik yang lebih luas.
Sama seperti komunitas miskin lain, mereka hidup susah
dengan profesi dan keahlian yang kurang begitu menjanji-
kan. Di antara mereka ada yang berprofesi sebagai petani,
buruh kasar, nelayan maupun pedagang kaki lima. Sebalik-
nya, tidak sedikit pribumi yang kaya, menjadi profesional,
atau bahkan yang tidak peduli dengan nilai-nilai keadilan
serta rasa kebangsaan. Patut disayangkan, kenyataan yang
lebih empirik ini tetap belum mampu mencairkan persoalan
warga keturunan vis-4-vis pribumi. Ganjalan serta jarak so-
sial tetap saja mengemuka; bahkan ungkapan ketidaksera-
sian tersebut sering muncul dalam bentuk konflik fisik atau
kekerasan massa. Oleh karena itu, baik pribumi maupun
warga keturunan perlu menyimak kembali posisi masing-
masing. Mereka perlu saling belajar dan memahami kelemah-
an serta kelebihan yang dimiliki. Lebih dari itu, dibutuhkan
sebuah intervensi yang tegas dari negara untuk memperlan-
car proses tersebut.

Bagaimanapun, sudah saatnya bagi bangsa Indonesia
untuk menyelesaikan persoalan pri-non pri ini secara lebih
bermakna, transparan, dan tuntas. Perjalanan setengah abad
dari bangsa sebenarnya merupakan modal yang cukup un-
tuk menciptakan struktur sosial-budaya, ekonomi maupun
politik yang dapat meningkatkan rasa kebersamaan nasional.
Program pembangunan yang telah berjalan lebih dari 25 tahun
juga telah menciptakan situasi yang kondusif bagi peman-
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tapan rasa kebangsaan. Jika tidak ada upaya serius dari se-
mua pihak yang terlibat, masalah yang seringkali terpendam
ini akan dapat merusak kondisi kesatuan dan persatuan yang
telah dibangun dengan susah payah sejak awal kemerdekaan.
Dalam perspektif demikian, hal ini berarti bahwa persoal-
an pri-nonpri tidak lagi sekedar masalah ekonomi. Lebih dari
itu, hal tersebut telah menjadi salah satu agenda penting dari
pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk
itu, evaluasi terhadap masalah tersebut hendaknya merujuk
kembali pada hakekat serta prinsip-prinsip pembangunan.

Hakekat Pembangunan

Tujuan Pembangunan Nasional adalah untuk mewujud-
kan masyarakat adil dan makmur, meteriil-spirituil, yang
merata berdasarkan Pancasila dalam wadah kesatuan Repub-
lik Indonesia yang merdeka dan berdaulat.!

Pencapaiannya harus dilandaskan pada Wawasan Nu-
santara yang mempunyai makna bahwa seluruh wilayah
tanah air merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial-
budaya, ketahanan dan keamanan.? Kesatuan bidang-bidang
ini tidak dapat dipisahkan satu dari yang lain. Semuanya
saling berkait dan membentuk suatu rangkaian yang akhir-
nya berwujud pada kesadaran dalam berbangsa.

Keragaman bangsa Indonesia bukanlah alasan untuk
memisah-misahkan bidang kehidupan masyarakat. Justru,
dalam konteks Indonesia, bahkan mungkin juga negara
manapun, kemajemukan itu merupakan modal, kekuatan dan
dasar pijak bagi keinginan untuk tetap bersatu dan mewu-
judkan kebersamaan. Kesatuan politik mengandaikan bah-
wa Republik Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah

1. Lihat, Tap-Tap MFR 1993, P4, UUD 45 (]akarta Bina Mulia, tt.), Bab 0
Pembangunan Nasional, halaman 17.

2. Tap-Tap MPR 1993, P4, ULID 45, halaman 20-21,
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yang utuh, meskipun terdiri dari masyarakat yang beragam.
Dalam kehidupan bersama sebagai bangsa maupun dalam
pergaulan internasional, rakyat Indonesia adalah satu. Hak
dan kewajiban mereka di depan hukum adalah sama, dan
tidak satu pun anggota masyarakat yang berhak mendapat-
kan pengecualian.

Fenomena kemajemukan sosial dan budaya juga bukan
ungkapan untuk meniadakan kebersatuan. Sejarah telah ba-
nyak mengajarkan bahwa kesamaan nasib serta cita-cita telah
mengubah kemajemukan menjadi kekuatan menuju keber-
samaan. Kenyataan ini sama sekali tidak berarti bahwa ke-
majemukan tersebut harus ditanggalkan dan diganti dengan
keseragaman. Bagaimanapun, kemajemukan adalah
kekayaan, potensi, dan keunikan yang harus tetap dipeliha-
ra, dipertahankan dan dikembangkan. Masalahnya lebih ter-
letak pada cara mengatur keragaman tersebut agar tetap ber-
wujud sebagai kekayaan. Oleh karenanya kebutuhan akan
bingkai kesatuan menjadi sesuatu yang niscaya. Dalam hal
ini, Pancasila telah memerankan fungsinya secara efektif dan
teruji.

Sama seperti keberadaan negara Indonesia, kondisi ke-
satuan dan persatuan bukanlah sesuatu yang given —yang ter-
ciptakan dengan sendirinya. Sebaliknya, ia muncul dari kesa-
daran dan usaha yang disengaja dari seluruh bangsa melalui
perjuangan panjang. Oleh karenanya dibutuhkan suatu kon-
disi yang dapat mendorong terwujudnya kesatuan. Di an-
taranya adalah suasana politik, sosial dan budaya yang dapat
memberi peluang sama bagi masyarakat untuk merasakan
bahwa mereka adalah bagian yang tidak terpisahkan dari
sesama warga. Negara harus mampu menjamin hak warga
untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik, sosial maupun
budaya. Negara juga harus mampu menyediakan aturan yang
adil bagi masyarakat tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa tidak
hanya pembangunan politik dan budaya yang membutuhkan
persatuan. Pada waktu yang sama, implementasi persatuan
juga memerlukan prasyarat politik maupun budaya.
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Sebagai bagian dari Wawasan Nusantara, sektor ekonomi
merupakan satuan yang membutuhkan aspek-aspek lain.
Kesatuan ekonomi tidak mungkin terwujud tanpa kesatuan
politik, budaya maupun ketahanan nasional. Sebaliknya, se-
mua bidang kesatuan juga tidak mungkin tercapai tanpa
dukungan ekonomi. Semuanya terkait, dan atas dasar pemi-
kiran tersebut, penegakan dan pengisian Wawasan Nusan-
tara merupakan perjuangan tanpa ujung dan berlanjut dalam
suatu strategi pembangunan nasional. Ia merupakan imple-
mentasi cita-cita bangsa yang berjuang untuk mencapai ke-
hidupan yang lebih baik di masa mendatang.

Dapat dikatakan bahwa kondisi stabilitas ekonomi, poli-
tik dan keamanan bangsa Indonesia sebelum masa Orde Baru
masih rentan. Sebagai bangsa yang baru lahir, Indonesia be-
lum memiliki format kehidupan yang jelas; hampir semua-
nya masih bersifat eksperimental. Fenomena ini tampak, mi-
salnya, dalam bidang politik maupun ekonomi. Sejak kemer-
dekaan hingga munculnya pemerintah Orde Baru beberapa
model negara dan sistem pemerintahan pernah diterapkan.
Di antaranya adalah Negara Kesatuan, Negara Serikat, Pe-
merintahan Parlementer dan Presidentil. Kecenderungan
yang sama juga terjadi dalam bidang ekonomi, di mana bang-
sa Indonesia pernah menerapkan sistem kapitalis, sosialis
maupun koperasi. Meskipun, dalam hal ini, kesemuanya itu
berjalan secara tidak tegas.

Fenomena ini tampak sebagai sesuatu yang sulit dielak-
kan. Saat itu bangsa Indonesia belum memiliki pengalaman
yang cukup untuk membangun dan menjalankan kehidupan
sosial-politik berdasarkan model negara-bangsa. Sebab, kon-
sep negara-bangsa sendiri baru merebak di kalangan masya-

3. Sistem politik yang diterapkan pada 1950-1957, misalnya, disebut oleh M. C.
Ricklefs sebagai eksperimen demokrasi (democratic experiment ). LihatA History
of Modern Indonesia (London: The Macmillan Press Ltd., 1981) halaman 225.
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rakat Asia pada awal abad kedua puluh. Sebelumnya kon-
sep tersebut baru dikenal secara terbatas oleh masyarakat
Eropa Barat dan Amerika Utara. Pengalaman politik yang le-
bih banyak diketahui masyarakat Indonesia adalah politik
kolonialisme dan, bagi beberapa kalangan, pemerintahan
yang bertumpu pada sistem kerajaan. Sementara itu, sebagi-
an besar dari mereka yang kemudian menempati posisi pen-
ting dalam pemerintahan, tidak memiliki pengalaman banyak
sebagai elite politik nasional.

Ketika bangsa Indonesia memasuki gerbang kemer-
dekaan, segalanya tidak lagi dimulai dari awal. Dengan kata
lain, mereka sama sekali tidak berada dalam situasi vakum,
melainkan telah mewarisi situasi sosial yang telah tercipta
sebelumnya. Polarisasi antara pribumi dan warga asing —khu-
susnya keturunan Cina—, misalnya, telah tercipta ratusan
tahun sebelumnya. Perbedaan orientasi ideologis, agama,
politis, sosial dan budaya juga telah terbentuk jauh sebe-
lum masyarakat Indonesia memproklamasikan diri sebagai
sebuah bangsa. Akibatnya, seiain disebabkan oleh keku-
rangan pengalaman, bangsa Indonesia menghadapi ber-
bagai kesulitan dalam menyatukan visi serta mencari kerang-
ka berfikir yang mampu mengatasi perbedaan-perbedaan ter-
sebut.

Kendatipun demikian, dalam situasi yang serba sulit itu,
bangsa Indonesia ternyata mampu mengatasi beberapa agen-
da kebangsaan yang paling mendasar. Setelah melalui liku-
liku panjang serta perdebatan sengit, mereka sepakat untuk
bersama-sama berada dalam satu negara dan identitas bang-
sa. Mereka berhasil merumuskan Pancasila dan UUD 1945
yang dipandang dapat menjadi acuan kehidupan bersama.
Sayangnya, semangat dan ketulusan tersebut tidak serta-
merta menjamin kelancaran proses implementasi cita-cita
kemerdekaan.

Sistem kehidupan politik yang kemudian muncul, misal-
nya, belum sanggup mengakomodasikan keinginan-keingin-
an dan tuntutan-tuntutan berbagai kelompok dan golongan.
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Setiap golongan menawarkan konsep ideal dan berusaha
memenuhi kepentingannya masing-masing. Akibatnya, si-
tuasi sosial-politik di masa Orde Lama lebih banyak diwar-
nai oleh proses negosiasi, tawar-menawatr, friksi dan konflik
antarberbagai kelompok. Ada kalanya perbedaan tersebut
dapat diatasi dengan baik sebagaimana yang tercermin dalam
perumusan ideologi dan landasan negara, tetapi tak jarang
perbedaan itu berkembang menjadi konflik yang kemudian
menyebabkan munculnya friksi dan perpecahan. Kecen-
derungan terakhir memuncak ketika Partai Komunis Indo-
nesia (PKI) melancarkan kudeta-gagal pada 1965 yang sekali-
gus mengakhiri periode pemerintahan Orde Lama.

Ketika kekuatan Orde Baru tampil di panggung kepe-
mimpinan nasional, situasi politik bangsa Indonesia teran-
cam ambruk. Konflik ideologis dan politik sudah demikian
akut, sehingga kecurigaan antargolongan tidak lagi menjadi
peristiwa aneh. Gambaran tersebut dapat dilihat jelas dalam
peristiwa G 30 5/PKI, di mana banyak jiwa menjadi korban
dari ambisi dan kecurigaan yang melanda sebagian rakyat
Indonesia. Sebagian mati karena terlibat dalam konflik, teta-
pi—sebagaimana yang terbukti di kemudian hari— sebagian
lagi adalah korban dari alasan yang kurang jelas.

Dalam hal ini jelas, pihak yang paling banyak menderita
dari situasi yang serba gamang itu adalah rakyat biasa. Mere-
ka tidak dapat ikut berpartisipasi dalam proses negosiasi yang
melibatkan enerji dan kemampuan yang demikian besar. Akan
tetapi mereka segera dapat merasakan kerugian yang ditim-
bulkan oleh berbagai konflik di tingkat atas. Kebangkrutan
ekonomi, misalnya, yang timbul akibat berlanjutnya gontok-
gontokan politik (political bickering) sebagian elite nasional ke-

4. Lihat, Rex Mortimer, “The Place of Communism” dalam Studies in Indonesian
History (Carlton: Pitman Publishing Pty Ltd., 1976) halaman 180-201.
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tika itu, lebih banyak diderita oleh rakyat biasa daripada
mereka yang duduk di posisi tinggi. Sebagaimana yang ter-
tuang dalam Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura), situasi ekonomi
saat itu benar-benar telah membuat rakyat hidup dalam ke-
sulitan besar. Harga pangan membubung tinggi dan inflasi
mencapai 650 %.° Banyak komoditi pangan yang tidak terse-
dia di pasar, karena pembangunan ekonomi macet dan boikot
beberapa negara yang biasanya memasok kebutuhan pangan
bangsa Indonesia.

Jika pangan, yang merupakan kebutuhan paling dasar,
mengalami kekurangan, maka dapat dipastikan kebutuhan
lain seperti sandang, papan, pendidikan dan kesehatan juga
mengalami kelangkaan. Sebagai contoh, pada 1969 —masa di
mana pemerintah Orde Baru mulai membangun— hanya terse-
dia 63.000 Sekolah Dasar, 5.600 Sekolah Menengah Pertama
dan 2.100 Sekolah Menengah Atas. Pada tahun yang sama
hanya terdapat 1.058 Puskesmas, 7.590 Puskesmas Pemban-
tu, dan belum ada Puskesmas Keliling.” Jumlah tersebut harus
melayani jumlah menduduk Indonesia yang saat itu menca-
pai kurang lebih 100 juta jiwa. Dengan pendapatan per kapita
sebesar Rp 20.000 per tahun, sebagian besar bangsa Indone-
sia saat itu praktis dapat dikatakan hidup di bawah garis
kemiskinan.

Melihat persoalan yang begitu kompleks, tidak berlebih-
an jika keberhasilan yang dicapai oleh pemerintah Orde Baru
merupakan prestasi tersendiri, yang begitu mencolok dalam
perjalanan sejarah Indonesia moderen. Mereka telah mem-

5. Data statistik mengenai hasil pembangunan diambil dari Biro Pusat Statistik
(BPS}. Lihat, Orde Baru Dalam Angka (Jakarta: Sekretariat Jenderal Dewan
Pimpinan Pusat Golongan Karya, 1992) halaman 12.

6. Orde Baru Dalam Angka, halaman 144-145.
7. Orde Baru Dalam Angka, halaman 154
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buktikan diri sebagai elit politik yang mampu keluar dari
kemelut dan menciptakan berbagai perbaikan. Di antara
prestasi yang perlu dicatat adalah kemampuannya dalam
menciptakan stabilitas politik, keamanan, ekonomi serta
menyediakan sarana pendidikan dan kesehatan. Bidang-
bidang ini telah mengalami perubahan secara signifikan
yang tidak pernah tercatat dalam sejarah Indonesia sebe-
lumnya. Lebih dari itu, pemerintah Orde Baru telah me-
ngantarkan bangsa Indonesia memasuki era teknologi dan
mentransformasikan bangsa —sampai tingkat-tingkat ter-
tentu— dari masyarakat agraris menuju masyarakat indus-
tri.

Dalam rangka membenahi kehidupan politik, pemerin-
tah Orde Baru, antara lain, merumuskan kebijakan untuk
menyederhanakan jumlah partai politik serta mengajak
masyarakat untuk berorientasi pada pembangunan nyata.
Langkah ini didasarkan pada asumsi bahwa jumlah partai
yang begitu banyak di zaman Orde Lama serta kegiatan par-
tai sampai ke tingkat paling bawah (desa), telah memaksa
rakyat untuk mengarahkan sebagian besar perhatian dan
enersi mereka pada kehidupan “politik praktis.” Padahal,
sebagai masyarakat yang baru bangkit dari situasi terja-
jah, kebutuhan dasar mereka harus terpenuhi terlebih dulu.
Oleh karenanya, pemerintah Orde Baru melakukan restruk-
turisasi politik tertentu, mengajak partai-partai politik yang
ada untuk bergabung (fusi) dalam wadah yang lebih se-
derhana. Dalam hal ini, Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) muncul sebagai tempat bagi partai-partai Islam (e.g.
Parmusi, NU, Perti, dan PSH) untuk bergabung. Sementara
itu, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) merupakan amalgam
dari PNI, partai Katolik dan Kristen, Organisasi sosial politik
lainnya, yang secara resmi diakui pemerintah adalah Golong-
an Karya {Golkar). Pemerintah Orde Baru juga membuat ke-
bijakan bahwa partai politik hanya boleh mendirikan ca-
bang sampai Daerah Tingkat II dan Kotamadya. Kebijakan
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ini dikenal sebagai konsep massa mengambang (floating
mass).

Kebijakan ini cukup strategis, dalam konteks menstrans-
formasikan kehidupan politik yang dulu terasa sangat hingar
bingar. Dengan itu, konflik sosial, dan sampai batas-batas ter-
tentu politik-ideologis, yang dipicu oleh kepentingan afiliasi
polittk menjadi berkurang. Antara lain karena strategi kebijak-
an seperti ini, stabilitas politik dapat dibangun. Stabilitas terse-
but semakin diperkokoh dengan adanya kebijakan tentang
perlunya semua organisasi politik dan —kemudian— sosial-
kemasyarakatan untuk menerima Pancasila sebagai satu-sa-
tunya asas.

Langkah-langkah ini telah mengurangi adanya konflik-
konflik politik. Demikian pula, hal itu telah menghilangkan
perbedaan-perbedaan ideologis dalam konteks pengalaman
lama. Dengan itu, pemerintahan Orde Baru mampu mengen-
dalikan situasi politik dan sekaligus keamanan. Selama pe-
merintahan Orde Baru berkuasa jarang sekali terdengar isu
regionalisme atau pemberontakan daerah yang di zaman
Orde Lama cukup keras gaungnya.

Keberhasilan di bidang politik dan keamanan tersebut
tidak mungkin bertahan lama jika pemerintah Orde Baru tidak
membangun bidang-bidang lain yang mempunyai kaitan
langsung dengan upaya untuk menciptakan stabilitas. Oleh
karenanya sejak awal pemerintah Orde Baru telah men-
canangkan program pembangunan yang bertujuan untuk
memperbaiki kehidupan rakyat. Jika kebijakan politik Iuar
negeri pemerintah Orde Lama sering dipandang agresif, maka
pemerintah Orde Baru lebih menerapkan kebijakan yang ber-
sifat pragmatis. Mereka membangun kembali hubungan di-
plomatik dan keanggotaan Indonesia di Persatuan Bangsa-

8 Lihat, R. William Liddle, Pemilu-Pemilu Orde Baru (Jakarta: LP3ES, 1994)
halaman 3940,
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Bangsa (PPB) yang sempat terputus pada zaman Orde Lama.
Pemerintah Orde Baru juga tidak ragu-ragu untuk masuk
menjadi anggota lembaga keuangan internasional seperti In-
ternational Monetery Fund (IMF), World Bank (WB) atau
Asian Development Bank (ADB). Langkah-langkah ini telah
ikut mengakhiri boikot ekonomi beberapa negara maju ter-
hadap Indonesia serta melancarkan arus masuk bantuan luar
negeri serta investasi asing ke negeri ini. Langkah tersebut
terus berlanjut dan ternyata mampu memicu pertumbuhan
ekonomi yang cukup tinggi. Rata-rata pertumbuhan ekonomi
sejak 1969 tercatat sebesar 6,8 %, melebihi target yang di-
canangkan setiap Pelita sebesar 5 %.°

Hasil pembangunan ekonomi telah meningkatkan penda-
patan per kapita rakyat Indonesia dari Rp 20.000 menjadi Rp
1.038.000 pada 1991. Itu berarti kenaikan 51 kali lipat.'® Pada
kurun waktu yang sama inflasi turun menjadi 9,5% dari 650%
pada 1966. Hal ini sejalan dengan laju pertumbuhan Produk
Domestik Bruto dari Rp. 27 trilyun pada 1969 menjadi Rp 226,5
trilyun pada 1991. Maka, meskipun jumlah penduduk me-
ningkat, jumlah rakyat miskin terus berkurang. Dalam hal
ini, jika pada 1976 jumlah penduduk miskin adalah 54,2 juta,
maka pada 1990 angka tersebut turun menjadi 27,2 juta jiwa.
Sementara itu, penerimaan dan pengeluaran pemerintah juga
terus bertambah. Pelita I mencatat penerimaan sebesar Rp.
3.283,2 milyar. Selama empat tahun Pelita V angka tersebut
naik menjadi Rp. 195.722,6 milyar. Sedangkan pengeluaran
pembangunan selama Pelita I tercatat sebesar Rp. 1.278 mil-
yar. Angka itu naik menjadi Rp. 77.969 milyar selama empat
tahun Pelita V.

Kenaikan dalam sektor ekonomi memberi imbas yang
besar pada peningkatan sektor lain seperti pendidikan dan

9. Orde Baru Dalam Angka, halaman 7.
10. Lihat indikator ekonomi dalamOrde Baru Dalam Angka, halaman 22-37.
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kesehatan.” Jumlah Sekolah dasar naik lebih dua kali lipat
dalam kurun waktu 1969-1991. Jumlah Sekolah Menengah
Pertama naik hampir empat kali lipat dalam kurun yang sama.
Sedangkan jumlah Sekolah Menengah Atas naik 5,5 kali li-
pat. Jumlah lembaga Pendidikan Tinggi naik 3,5 kali lipat.
Sementara itu, kelompok usia sekolah laki-laki yang masuk
SD, SMP dan SMA selama kurun waktu 1971-1990 masing-
masing naik dari 61,7 % menjadi 91,4%; 49,4 % menjadi 66,8
%; dan 27,9 % menjadi 44,5 %.

Pelayanan kesehatan juga berkembang dengan baik, di
mana dalam kurun waktu 1969-1991 jumlah Puskesmas naik
dari 1.058 menjadi 6.103; Puskesmas Pembantu naik dari 7.590
menjadi 16.340; dan Puskesmas Keliling dari tidak ada men-
jadi4.254. Pos Pelayanan Terpadu yang mulai dibangun pada
1986 telah bertambah menjadi 267.994 pada 1991. Sementara
jumlah dokter naik dari 5.000 pada 1968 menjadi 26.798 pada
1991. Dalam kurun waktu yang sama tenaga perawat juga
naik dari 7.630 menjadi 99.778. Jika pada 1972 jumlah apotek
di Indonesia adalah 1.105, maka pada 1991 jumlah tersebut
naik menjadi 3.118. Sedangkan jumlah industri farmasi naik
dari 144 menjadi 257 dalam kurun waktu yang sama.

Angka-angka tersebut dapat dijadikan ilustrasi bahwa
pemerintah Orde Baru telah menghasilkan sesuatu yang sa-
ngat berharga. Perlu pula dicatat bahwa kecenderungan
kenaikan yang tertuang dalam angka di atas tidak hanya ber-
laku pada sektor moneter, pendidikan dan kesehatan. Bidang-
bidang lain, seperti pertanian, industri, pertambangan, pari-
wisata, tenaga kerja, fasilitas agama, perumahan dan pene-
rangan juga mencatat kenaikan yang cukup besar. Maka
dibandingkan negara-negara Dunia Ketiga lainnya, Indone-
sia termasuk salah satu negara yang mencatat prestasi tinggi.

11. Untuk indikator pendidikan dan kesehatan, lihat Orde Baru Dalam Angka,
halaman 144-160.
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Dibandingkan dengan pertumbuhan yang dicapai Taiwan,
Korea Selatan atau Singapura, Indonesia masih terbilang
rendah. Namun jika dibandingkan dengan negara-negara
Asia Selatan, Tengah maupun Amerika Latin dan sebagian
besar negara-negara Afrika, pertumbuhan Indonesia terbi-
lang tinggi.

Sejak awal telah disadari bahwa program pembangunan
bukanlah persoalan mudah dan sederhana. Sama seperti ke-
tika memasuki kemerdekaan, pada saat program pemba-
ngunan dicanangkan, pemerintah Orde Baru juga mewarisi
masalah-masalah lama. Pada saat yang sama, pemerintah
Orde Baru juga menghadapi persoalan-persoalan baru. Tan-
tangan yang muncul semakin berat manakala sejak awal di-
pahami bahwa pembangunan hendaknya mencakup seluruh
aspek kehidupan masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah
persoalan-persoalan politik, ekonomi, sosial-budaya, perta-
hanan-keamanan dan sebagainya.

Sebagaimana yang termaktub dalam Strategi Pemba-
ngunan Nasional, hakekat sasaran program pembangunan
nasional adalah untuk membangun manusia Indonesia seu-
tuhnya. Artinya, proses pembangunan tidak boleh terfokus
semata-mata pada perbaikan sektor-sektor tertentu dan meng-
abaikan aspek kehidupan yang lain. Oleh karena itu, program
pembangunan hendaknya berjalan pada proses keseimbang-
an yang mencakup (1) keseimbangan pembangunan materiil
dan spirituil; (2) keseimbangan pembangunan antar-kelom-
pok masyarakat; dan (3) keseimbangan pembangunan antar-
daerah.”?

Hilangnya salah satu keseimbangan di atas akan
menyebabkan ketimpangan di segala sektor. Jika pemba-
ngunan hanya memfokuskan pada peningkatan bidang ma-

12 Untuk keterangan lengkap mengenai Prinsip dan Asas Pembangunan
Nasional, lihat, Tap-Tap MPR 1993, halaman 17-18.
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teriil, misalnya, keseimbangan antarkelompok akan tergang-
gu. Rakyat tidak akan memiliki pegangan ideologi serta nilai-
nilai kebersamaan yang dapat menjaga keseimbangan antar-
kelompok maupun antardaerah. Begitu pula, jika pemba-
ngunan tidak memperhatikan keseimbangan antarkelompok,
maka peningkatan kehidupan materiil dan spirituil juga akan
terganggu. Akibat lebih lanjut adalah munculnya ketidakadil-
an yang dirasakan oleh sebagian kelompok masyarakat In-
donesia, baik dalam bidang politik maupun ekonomi.
Masalah keseimbangan, yang pada akhirnya akan ber-
muara pada keadilan, tampak menjadi agenda persoalan bagi
setiap negara. Meskipun pemerintah Orde Baru telah berha-
sil melakukan koreksi atas kegagalan yang pernah dilaku-
kan oleh pemerintah Orde Lama, masalah keadilan tetap saja
masih mengemuka. Pada zaman pemerintahan Orde Lama
persoalan ketidakadilan ini banyak dimunculkan melalui sim-
bol-simbol yang berkaitan erat dengan semangat revolusi
kemerdekaan. Misalnya, persoalan ketidakadilan ekonomi
ketika itu diangkat dengan menggunakan simbol “anti-im-
perialisme,” “anti-kolonialisme” atau “anti-Barat.” Kelihatan
bahwa warna politis kehidupan masyarakat pada waktu itu
sangatlah kuat. Sesuai dengan semangat dan agenda zaman-
nya, jargon-jargon politik menjadi wahana yang efektif untuk
mengungkapkan berbagai bentuk persoalan ketidakadilan.
Pada masa Orde Baru, jargon-jargon seperti itu relatif tidak
begitu bergaung. Simbolisme seperti itu cenderung melemah
atau mulai kehilangan daya tarik. Sebagai gantinya, ungkap-
an ketidakadilan muncul dalam bentuk yang lebih nyata dan
langsung bersentuhan dengan kebutuhan sehari-hari. Di an-
tara yang paling sering terdengar adalah jargon tentang “pe-
merataan,” “kemitraan,” “adanya jurang antara kelompok
kaya dan miskin,” “yang kaya makin kaya, yang miskin
makin miskin,” dan sebagainya. Dalam konteks internasio-
nal, juga muncul kecenderungan yang kurang lebih seban-
ding atau sama. Hal ini ditandai antara lain oleh berkembang-
nya istilah “Dunia Pertama vis-2-vis Dunia Ketiga,” “negara-
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negara Utara dan Selatan,” “negaraberkembang versus nega-
ra maju,” “kelompok negara G-7,” dan sebagainya.

Mempertimbangkan itu semua, secara sederhana dapat
disimpulkan bahwa persoalan utama yang dihadapi
masyarakat dewasa ini adalah masalah keadilan ekonomi.
Oleh karenanya, simbol kebebasan yang dulu pernah populer
—liberte, egalite, fraternite— tampak harus diterjemahkan ul-
ang dengan memasukkan dimensi ekonomi sebagai salah satu
unsur utamanya.

Pada masa perjuangan, proklamasi kemerdekaan meru-
pakan modal utama untuk mewujudkan cita-cita hidup se-
buah bangsa. Tanpa kemerdekaan suatu bangsa tidak mung-
kin dapat memperjuangkan apa yang mereka inginkan. Oleh
karenanya tidak berlebihan jika dikatakan bahwa proklama-
si kemerdekaan itu berfungsi sebagai modal utama suatu
bangsa, khususnya mereka yang terjajah. Akan tetapi, jika
diletakkan dalam konteks persoalan dewasa ini, proklamasi
kemerdekaan semata tidaklah cukup untuk dijadikan sebagai
modal utama. Melengkapi proklamasi kemerdekaan, yang
sangat dibutuhkan masyarakat adalah modal dalam penger-
tian tersedianya sumber daya manusia yang berkualitas dan
adanya dana yang dapat digunakan untuk membangun. Saat
ini negara dan bangsa mana pun di dunia saling berebut
mencari modal ekonomi; masing-masing berusaha menawar-
kan sejumlah insentif dan keleluasaan kepada kelompok-ke-
lompok yang dipandang memiliki modal. Sesuai dengan
strategi pemerintah Orde Baru, Indonesia tampak menjadi
salah satu negara yang berhasil mendatangkan modal terse-
but. Tercatat, misalnya, penerimaan bantuan luar negeri In-
donesia secara absolut naik dari Rp. 708,6 milyar pada Pelita
I menjadi Rp. 39.343,2 milyar dalam Pelita V.

Sekalipun demikian, Indonesia tetap belum dapat me-
lepaskan diri dari persoalan-persoalan global di atas. Bagaima-
napun, efektivitas pembangunan nasional hendaknya mam-
pu menjamin tercapainya pemerataan hasil pembangunan.
Dengan demikian, “kue pembangunan” secara relatif dapat
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dinikmati seluas-luasnya oleh keluarga bangsa Indonesia.
Hendaknya dihindari munculnya kelompok masyarakat yang
hanya dapat melihat bahwa program pembangunan nasio-
nal telah menghasilkan sesuatu, tetapi mereka tidak ikut me-
nikmatinya. Tentu hal ini bukan berarti bahwa hasil pemba-
ngunan yang selama ini telah diperoleh harus dibagi rata di
antara anggota masyarakat. Yang perlu digarisbawahi adalah
bahwa hasil pembangunan itu sedapat mungkin menyentuh
kebutuhan rakyat banyak. Pembangunan sama sekali tidak
ditujukan bagi segelintir orang atau kelompok, yang pada
akhirnya hanya akan melahirkan kesenjangan dan kerawan-
an sosial-ekonomi. Karenanya, pelaksanaan pembangunan
nasional hendaknya tetap berlandaskan pada asas yang te-
lah dirumuskan bersama. Termasuk di dalamnya adalah asas
manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, demokrasi, adil
dan merata, serta perikehidupan dalam keseimbangan.

Kelima asas tersebut mengandaikan bahwa segala usaha
dan kegiatan pembangunan harus dimanfaatkan sebesar-be-
sarnya bagi kemanusiaan, kesejahteraan rakyat dan
perkembangan pribadi warga. Hal itu harus dicapai oleh
bangsa Indonesia melalui usaha bersama dan cara-cara keke-
luargaan. Segala bentuk keputusan harus pula mengacu pada
asas Demokrasi Pancasila yang lebih mengutamakan
musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Hasil yang diper-
oleh bersama, baik yang materiil maupun spirituil, harus da-
pat dinikmati secara merata oleh segenap warga sesuai de-
ngan dharma bhakti masing-masing. Lebih dari itu, hasil dan
mekanisme pembagiannya hendaknya mampu menjamin
keseimbangan hidup bangsa, baik yang berupa kepentingan
materiil-spirituil, jiwa-raga, individu-masyarakat maupun
nasional-internasional.

Warga Keturunan dan Ketahanan Nasional

Sulit untuk dipungkiri bahwa pembangunan yang di-
jalankan selama ini telah berhasil meningkatkan produktivi-
tas nasional. Angka-angka di atas merupakan bukti yang tidak
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dapat dibantah bahwa agenda pembangunan nasional telah
membawa manfaat bagi kehidupan bangsa. Persoalannya
adalah sejauhmana capaian-capaian tersebut telah memenuhi
asas dan tujuan yang telah digariskan bersama.

Sementara itu, perlu untuk dicatat bahwa pembangunan
nasional tidak semata-mata dimaksudkan untuk mengejar
pertumbuhan ekonomi. Bersamaan dengan itu, pemba-
ngunan nasional juga mengemban misi-misi lain yang di-
amanatkan dalam perumusan awalnya —khususnya seba-
gaimana dijabarkan dalam wawasan nusantara, prinsip-prin-
sip pembangunan serta asas pembangunan. Jika nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya berhasil direalisasikan, maka
apa yang disebut sebagai bangunan Ketahanan Nasional
bangsa Indonesia akan semakin kokoh. Sebaliknya, mudah
dimengerti, bangunan Ketahanan Nasional itu akan rapuh
jika ternyata proses pembangunan tidak dapat mewujudkan
nilai-nilai yang telah digariskan dalam konstruk —antara lain—
wawasan nusantara.

Menarik untuk diungkapkan bahwa Ketahanan Nasional
adalah kondisi dinamik bangsa yang berisi keuletan, kemam-
puan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi
segala ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan, yang
langsung maupun tidak Jangsung membahayakan integritas
dan kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam menca-
pai tujuan nasional.

Dalam pengertian seperti itu, tersimpul jawaban atas
keberhasilan bangsa dalam mengatasi berbagai persoalan —
baik yang datang dari dalam maupun dari luar, sejak perju-
angan kemerdekaan sampai masa pembangunan. Bersamaan
dengan itu, tersimpul pula pengertian bahwa kondisi Keta-
hanan Nasional selalu mengalami gradasi naik dan turun.
Kenyataan ini sesuai dengan kadar kemampuan bangsa
dalam menghadapi gangguan serta keberhasilan mereka
dalam mewujudkan cita-cita nasional.

Ketahanan Nasional merupakan patokan yang dapat
mengukur tingkat keberhasilan bangsa dalam mewujudkan
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keinginan bersama. Pada saat yang sama ia menjadi prasya-
rat penting bagi pencapaian keinginan tersebut. Oleh karena-
nya, sehubungan dengan masalah warga keturunan, Keta-
hanan Nasional dapat dipakai untuk mengukur derajat per-
soalan, dan sekaligus sebagai bahan masukan bagi upaya-
upaya pemecahan masalah tersebut. Untuk itu, pertanyaan-
pertanyaan yang relevan diajukan mencakup (1) bagaimana
kondisi Ketahanan Nasional warga keturunan dalam bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial-budaya dan Hankam? (2)
apakah mereka telah berada dalam kerangka yang sama de-
ngan kelompok masyarakat Indonesia yang lain? (3) adakah
perubahan-perubahan tertentu yang telah dialami komuni-
tas keturunan sejak merdeka hingga kini? Demikian seterus-
nya.

Secara umum ideologi merupakan sebuah pandangan
atau sistem nilai yang menyeluruh dan mendalam dan ber-
fungsi sebagai prinsip yang mengatur (guiding principles) ke-
hidupan bersama, berbangsa dan bernegara. Ideologi dimili-
ki oleh suatu bangsa dan memberikan arah tentang moral
yang baik dan benar serta menjadi pedoman bagi kehidupan
bersama.’ Realisasi nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah
ideologi muncul dalam bentuk tingkah iaku, proses mental
dan tata cara berpikir pengikutnya. Di antara kekuatan-
kekuatan yang mempengaruhi ideologi adalah tradisi,
lingkungan, pengalaman masa lalu, dan sistem kepercayaan.

Bagi masyarakat Cina sumber nilai yang paling pokok
adalah ajaran Konfusianisme, Taoisme dan Budhisme. Keti-
ganya memberikan fondasi yang kokoh bagi pembentukan
perilaku kehidupan sehari-hari. Namun dalam kasus Cina
perantauan sumber-sumber nilai tersebut mengalami perge-
seran sejalan dengan persentuhan mereka dengan sistem nilai

13. Lihat, Alfian, “Ideologi, Idealisme dan Integrasi Nasional,” Prisma V (8: Agustus
1976}, halaman 14.
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yang lain. Banyak kalangan keturunan yang telah terserap
ke dalam budaya lokal; tidak sedikit pula mereka yang men-
jadi penganut Kristen, Islam atau menjadi sekuler. Satu-satu-
nya sumber nilai yang masih mengikat hubungan internal
mereka adalah tradisi; itu pun memiliki tingkat penetrasi yang
beragam. Kasus Cina totok menunjukkan bahwa pengaruh
tradisi Cina masih sangat kental. Sedangkan komunitas Cina
keturunan menunjukkan bahwa mereka tidak lagi memiliki
keterkaitan yang kuat —walaupun bukan berarti tidak ada
sama sekali— dengan negeri leluhur.™

Masalah ideologis memang merupakan salah satu per-
soalan penting warga keturunan. Sejak masa perjuangan hing-
ga zaman pembangunan, mereka sering dipersepsi sebagai
kurang menghayati ideologi nasional —Pancasila. Ketika rasa
kebangsaan mulai tumbuh di kalangan masyarakat Indone-
sia, komunitas Cina lebih banyak mengembangkan rasa ke-
bangsaan sendiri. Mereka terkesan lebih loyal kepada negeri
leluhur daripada Indonesia yang jelas-jelas menjadi tempat
hidup mereka. Ketika Indonesia merdeka, kecenderungan
tersebut tetap berlangsung; bahkan sebagai komunitas, war-
ga keturunan lebih memihak Belanda dan kurang bersimpati
terhadap perjuangan rakyat.’®

Loyalitas terhadap negeri leluhur mulai surut ketika
kekuatan di Cina daratan terbelah ke dalam dua kutub ideolo-
gi: nasionalis dan komunis. Di satu sisi warga keturunan eng-
gan menerima komunisme, karena jelas-jelas tidak sesuai
dengan pola hidup mereka di Indonesia. Di sisi lain mereka

14. Orientasi nilai-budaya komunitas Cina yang mengacu pada ajaran Konfusius
masih bertahan hingga zaman modern. Lihat, Clyde B. Sargent, “The Chinese
Mind: A Probing and Exploration,” Nawal War College Review (January, 1972),
halaman 43-44.

15. Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia” dalam
The Chinese in Indonesia: Five Essays (ed.)].A.C. Mackie (Hongkong, Singapore,
Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976} halaman 32-33.
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juga tidak dapat menolong kekalahan kaum nasionalis (Kuo-
mintang). Kendati demikian, warga keturunan pada waktu
itu tetap terkesan belum menerima Pancasila sepenuh hati.
Bahkan di kemudian hari sebagian dari mereka terbukti men-
jadi simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI}).16

Setelah kudeta 1965 gagal, masalah ideologi warga ketu-
runan menjadi tidak begitu jelas. Mereka tidak lagi banyak
terlibat dalam persoalan politik, dan lebih berkonsentrasi pada
urusan ekonomi. Pemerintah Orde Baru sendiri juga tidak
banyak memberi peluang bagi warga keturunan Cina untuk
berperan aktif dalam bidang di luar ekonomi —khususnya di
bidang politik. Akibatnya, masalah ideologi-politik komuni-
tas keturunan Cina seringkali menjadi masalah yang banyak
dipendam, dan jarang diungkapkan secara terbuka. Kendati
demikian, beberapa kalangan tetap tidak puas terhadap
masalah ini. Ini dalam pengertian bahwa masih banyak pi-
hak yang curiga tentang loyalitas warga keturunan terhadap
negeri dan bangsa Indonesia. Atas pertimbangan inilah pe-
merintah Orde Baru mengambil prakarsa untuk, antara lain,
mengadakan penataran P4 bagi pengusaha-pengusaha ketu-
runan Cina. Karena itu, dapat dikatakan bahwa masalah
ideologi tetap menjadi salah satu agenda dalam memahami
persoalan warga keturunan.

Hampir sama dengan masalah ideologi, warga keturunan
juga sempat mengalami persoalan yang cukup pelik di bidang
politik. Sesuai dengan posisi mereka sebagai orang Timur
Asing, warga keturunan pada awalnya merupakan komuni-
tas terpisah. Posisi ini mendorong sebagian dari mereka un-
tuk tetap loyal pada Belanda, atau kepada negeri leluhur. Pada
saat Indonesia merdeka mereka belum juga bersedia untuk
menyatu. Sebaliknya, mereka cenderung untuk memperta-

16. Lihat, Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,”
halaman 55-62.
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hankan integrasi internal warga keturunan. Baru di kemudi-
an hari, sebagian warga keturunan mencanangkan politik
asimilasi yang bertujuan untuk lebur bersama warga Indo-
nesia yang lain. Di masa pemerintahan Orde Baru keinginan
ini lebih terakselerasikan. Sementara itu, model orientasi poli-
tik lain tidak didorong untuk berkembang.”” Kendati demiki-
an, gambaran yang jelas tentang orientasi politik warga ketu-
runan masih tetap tidak jelas. Penting untuk dicatat, bahwa
mereka tidak lagi membentuk satuan politik komunal ' Se-
mentara itu, pemerintah Orde Baru tidak banyak memberi
kesempatan kepada mereka untuk terlibat dalam bidang poli-
tik secara aktif.

Terlepas dari itu semua, masalah yang paling mencolok
pada warga keturunan menyangkut aspek ekonomi. Sejak
awal mereka memunculkan dilema tersendiri. Sementara itu,
kecenderungan terakhir menunjukkan bahwa masalah
ekonomi belum dapat diselesaikan dengan baik. Masalahnya
sendiri telah muncul sejak kedatangan Belanda di negeri ini
ratusan tahun yang lampau. Oleh Belanda warga keturunan
dipisahkan dari pribumi, dan dijadikan alat ekonomi yang
sangat efektif. Mereka terutama dijadikan penghubung un-
tuk memungut pajak dan menjalankan aktivitas ekonomi di
luar komoditi yang dijadikan monopoli Belanda. Dalam
perkembangannya kemudian, mereka juga menjadi tuan
tanah yang menguasai kegiatan pertanian pribumi.’* Maka
ketika Indonesia memasuki periode kemerdekaan, posisi

17. Chatles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” ha-
laman 21-26.

18. Salah satu sebab berakhimya politik komunal warga keturunan adalah
keterlibatan tokoh-tokch Baperki, organisasi keturunan Cina yang sangat
berpengaruh, dalam gerakan komunis di Indonesia. Lihat, Leo Suryadinata,
“Indonesia Policies Towards the Chinese Minority under the New Regime,”
Asian Survey XII (8: Agustus 19976).

19. George McTurnan Kahin, Nationalism and Revolution in Indonesia (Ithaca and
London: Comell University Press, 1959) halaman 9.
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ekonomi warga keturunan berbeda secara kontras dengan
kekuatan ekonomi pribumi.

Pemerintah Orde Lama pernah mengeluarkan kebijakan
untuk membendung penguasaan mereka atas ekonomi bang-
sa Indonesia. Berbagai pembatasan diberlakukan kepada
masyarakat non-pribumi. Sementara itu, banyak kemudah-
an yang diberikan kepada pribumi. Akan tetapi, karena pe-
ngalaman pribumi belum memadai, kebijakan tersebut gagal.
Yang muncul adalah koalisi pribumi dengan warga ketu-
runan, atau yang populer disebut pengusaha Ali-Baba. Dalam
hal ini, pihak pribumi berperan sebagai pihak yang meme-
gang lisensi, sementara pedagang Cina adalah mereka yang
menjalankan kegiatan dunia usaha hasil koalisi.

Sampai pada waktu kekuatan Orde Baru naik di pang-
gung kepemimpinan nasional, persoalan ini tidak berubah.
Meskipun secara ideologis dan politis komunitas keturunan
relatif dapat dikendalikan, pemerintah Orde Baru masih be-
lum dapat melakukan transformasi ekonomi yang lebih dis-
tributif. Secara empiris, warga keturunan merupakan pihak
yang mempunyai kekuatan ekonomi sangat besar. Ketika
program pembangunan dicanangkan, pilihan utama terhadap
pemodal domestik tetap berada di tahgan warga keturunan.
Bagaiamanapun, harus diakui bahwa mereka lebih memiliki
pengalaman di bidang dunia usaha. Adalah mereka pula yang
memiliki modal untuk membiayai proyek-proyek yang diran-
cang oleh pemerintah. Pada saat yang sama mereka juga di-
untungkan oleh investor asing yang datang untuk mena-
namkan modal. Mereka membangun kemitraan dengan war-
ga keturunan dalam berbagai bidang usaha, mulai dari pe-
ngadaan pangan, kebutuhan rumah tangga hingga teknolo-

gl canggih.®

20. LieTek Tjeng, “Unsur-unsur Kebudayaan dan Ras dalam Perasaan Anti-Jepang
di Asia Tenggara,” Berita Antropologi VII (20: Maret 1975) halaman 4.
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Antara lain karena faktor historis yang semacam itu, ju-
rang pemisah ekonomi antara pri-nonpri menjadi cukup le-
bar. Pemerintah tidak bisa mengatasi persoalan ini dalam wak-
tu singkat. Atas dasar pertimbangan naluri bisnis, mereka da-
pat dengan mudah memindahkan kegiatan usaha ke luar
negeri jika terdapat tanda-tanda bahwa kesempatan usaha
mereka dihalangi. Sementara itu, pemerintah tetap membu-
tuhkan peran mereka untuk mensukseskan program-program
yang membutuhkan pembiayaan besar. Dilema ini dapat di-
mengerti, karena pengusaha keturunan merupakan pihak
yang menguasai kurang lebih 70 % ekonomi nasional.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah dampak kekua-
saan mereka dalam bidang ekonomi terhadap politik dan
masa depan Indonesia. Sebagaimana diketahui, istilah cukong
bukan lagi merupakan ungkapan asing. Istilah ini menggam-
barkan pengaruh sejumlah pelaku dunia usaha warga ketu-
runan yang begitu besar dalam menentukan kebijakan poli-
tik. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak hanya terjadi di
Indonesia, tetapi juga di belahan dunia lainnya, di mana ka-
langan bisnis —seperti pernah diungkapkan oleh Charless
Lindblom— menempati posisi istimewa karena pengaruh
ekonomi yang mereka miliki.

Orientasi sosial-budaya dan masalah pertahanan-
keamanan mungkin tidak begitu mendasar dibandingkan
persoalan ekonomi. Menjamurnya budaya populer dan de-
rasnya informasi telah membuat mereka masuk dalam bu-
daya global. Kecenderungan ini juga terjadi di kalangan rakyat
Indonesia lain, di mana aspek kultural yang murni dan dis-
tinctive tidak lagi menonjol. Hanya saja orientasi sebagian
besar warga keturunan tetap mencolok. Mereka masih belum
bisa menjalin benang pergaulan yang bersifat lebih leluasa

2]. Charless Lindblom, Politics and Markets: The World's Political-Economic Systems
(New York: Basic Books, Inc, 1977).
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dengan komunitas pribumi. Hal ini antara lain terlihat dari
masih adanya sejumlah warga keturunan yang membangun
pemukiman-pemukiman eksklusif dan tidak begitu peduli
dengan masalah pembauran kebudayaan.

Meskipun demikian, patut untuk dicatat bahwa diban-
dingkan masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan peme-
rintah Orde Baru eksklusivitas mereka relatif lebih mencair.
Salah satu indikator tentang hal ini adalah semakin jarang
ditampilkannya praktik budaya Cina secara publik, semakin
jarang digunakannya bahasa Cina, dan semakin jarang ditam-
pilkannya kesenian Cina.

Atas dasar apa yang telah dikemukakan di atas, perlu
kiranya dikemukakan suatu deskripsi dan penjelasan yang
memberikan gambaran tentang persoalan warga keturunan
secara lebih jelas. Lebih dari itu, kalangan akademisi, pribu-
mi, dan warga keturunan hendaknya terus melakukan dia-
log terbuka mengenai masalah-masalah yang selama ini le-
bih banyak terpendam. Selain untuk menciptakan atmosfir
yang lebih kondusif, langkah-langkah tersebut diharapkan
mampu mempercepat penyelesaian masalah hubungan pri-
nonpri. Masyarakat tidak perlu lagi merasa khawatir, karena
konflik ideologis dan politis yang dulu menjadi ganjalan te-
lah berhasil diselesaikan. Dengan berpijak pada kerangka
kebersamaan, dialog tersebut jelas akan lebih memberikan
sumbangan bagi kehidupan bangsa di masa mendatang.

Kajian ini tidak lain adalah upaya untuk ikut berpartisi-
pasi dalam mengembangkan dialog tersebut. Sebagaimana
yang telah dikemukakan di atas, isi buku ini sama sekali tidak
berpretensi untuk memecahkan persoalan yang sedemikian
rumit itu. Namun, karena persoalan warga keturunan sudah
semakin mendesak, tidak ada jalan lain kecuali mulai mem-
bicarakannya secara terbuka. Betapa pun kecil upaya ke arah
pemecahan tetap akan lebih baik dibandingkan membiarkan-
nya berlarut-larut. Memendam masalah untuk kepentingan
jangka pendek mungkin terasa bijak. Akan tetapi, keberani-
an untuk memecahkan masalah jauh lebih diperlukan guna
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mencapai penyelesaian yang mempunyai nilai strategis di
masa kini dan mendatang.

Melanjutkan pembicaraan yang dikembangkan dalam
pendahuluan buku ini (bab I), bab II mendeskripsikan seluk
beluk masyarakat Cina dalam sejarah Nusantara. Di dalam-
nya dijelaskan soal pasang-surut hubungan antara bangsa
Cina —termasuk warga keturunan— dengan masyarakat
pribumi. Bab ini dimaksudkan sebagai analisis terhadap pe-
rubahan pola-pola hubungan dari satu periode ke periode
lain. Secara garis besar dapat ditemukan ragam persoalan
yang menjadi ganjalan bagi hubungan antara dua komuni-
tas—pribumi vis-a-vis keturunan. Babakan sejarah yang dipa-
kai mengikuti pola konvensional, yaitu masa kerajaan, pen-
jajahan, perjuangan kemerdekaan, pemerintahan Orde Lama
dan Orde Baru. Meskipun rentang waktu yang dibahas sa-
ngat panjang, bab II ini hanya memfokuskan pada sedikit
masalah. Di antaranya adalah kepentingan-kepentingan yang
melatari kontak budaya, perbandingan pelapisan ekonomi-
sosial, dan akulturasi budaya antara komunitas keturunan
dan priburni.

Bab ini disusul dengan pembahasan mengenai hubung-
an antara Cina daratan (RRC), Cina perantauan dan Indone-
sia. Persoalan-persoalan itulah yang akan dikemukakan
dalam bab III dari buku ini. Analisis terhadap isu-isu terse-
but lebih bersifat politis-ekonomis, dan mencakup periodisa-
si yang lebih dini, yaitu abad keduapuluh. Informasi yang
diberikan dalam bab ini akan melengkapi pemetaan masalah
yang muncul lebih kemudian. Seperti yang terekam dalam
sejarah, abad keduapuluh merupakan periode di mana kesa-
daran untuk berbangsa mulai merebak. Pertanyaan di seki-
tar identitas politik dan budaya semakin menguat, termasuk
di kalangan warga keturunan. Pada saat yang sama, setelah
kekaisaran Cina runtuh, gerakan komunis yang mengalah-
kan kaum nasionalis muncul sebagai salah satu kekuatan
dunia. Sifat ekspansionis rezim komunis Cina pada giliran-
nya berimplikasi terhadap hubungan politik antara Cina dan
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negara-negara tetangga, termasuk antara komunitas pribu-
mi dan warga keturunan. Perkembangan yang terjadi kemu-
dian juga menunjukkan bahwa persoalannya tidak hanya
menyangkut aspek politik, melainkan juga ekonomi. Keber-
hasilan Cina perantauan yang begitu mengagumkan semakin
melengkapi persoalan hubungan mereka dengan komunitas
pribumi diAsia Tenggara. Isu jaringan bisnis Cina Perantauan,
atau ancaman Cina Raya mulai menonjol, dan menjadi per-
hatian banyak kalangan.

Untuk mengetahui persoalannya secara lebih jelas, bab
IV secara khusus mendiskripsikan kekuatan ekonomi pe-
ngusaha keturunan Cina di Indonesia. Hal ini mencakup di-
mensi sektor apa yang mereka geluti dan kendalikan; bagai-
mana mekanisme kerja yang mereka terapkan; bagaimana
gambaran jaringan bisnis yang mereka miliki; bagaimana pola
keterkaitan mereka dengan komunitas pribumi dan pejabat
pemerintah; dan seberapa besar aset yang mereka miliki.
Deskripsi tentang persoalan-persoalan ini diharapkan dapat
semakin memperjelas masalah yang dihadapi bangsa Indo-
riesia dalam hal warga keturunan.

Selain analisis historis, ekonomis dan politis, buku ini juga
memasukkan pendekatan lain, yaitu analisis kultural (bab V).
Hal ini penting karena bagaimanapun sistem nilai merupa-
kan dasar pijak bagi perilaku seseorang atau kelompok. Bab
ini mencoba menguak sistem nilai yang ada di balik keber-
hasilan Cina Perantauan, dan sekaligus sistem nilai yang
menjadi latar belakang kemunduran masyarakat pribumi.
Perbandingan antara kedua sistem ini diharapkan dapat
membuka cakrawala kedua komunitas untuk saling belajar.

Kajian ini akhirnya ditutup dengan tulisan tentang keter-
kaitan dan posisi masyarakat Cina dalam pembangunan Ke-
tahanan Nasional (bab VI). Di dalam bab ini akan dijelaskan
kaitan atau arti penting komunitas Cina keturunan dalam
konteks pembangunan Ketahanan Nasional. Ini berarti me-
nyangkut masalah keharusan untuk menyelesaikan proses
pembauran, agar integrasi seluruh unsur etnis dalam konfi-
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gurasi demografi Indonesia, khususnya yang berkaitan de-
ngan soal hubungan antara warga keturunan dan masyarakat
pribumi, terciptakan secara tuntas. Ketidakmampuan untuk
menyelesaikan persoalan pembauran hanya akan menjadi
kendala bagi terciptanya Ketahanan Nasional yang utuh dan
dinamis. Jika kendala tersebut dapat diatasi, maka akan ter-
capai cita-cita untuk mewujudkan integrasi nasional bangsa
Indonesia yang besar, majemuk dan dinamis sebagai bangsa
pejuang menuju Indonesia Raya nan jaya.
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BABII

Masyarakat Cina
dalam Sejarah Nusantara

®sss Pendekatan historis kiranya merupakan pendekatan terbaik untuk membicara-
kan serta menyoroti “masalah Cina” karena dapat menempatkannya pada
tempat serta proporsi yang sebenarnya dengan melihat masa lampau, di mana
masalah ini timbul dan berkembang serta kepada masa yang akan datang, di
mana masalah ini sudah harus diselesaikan sesuai dengan cita-cita kita tentang
kebangsaan, yaitu: kesatuan dan persatuan bangsa yang bersifat Bhinneka
Tunggal Ika berdasarkan Pancasila.

Lie Tek Tjeng

Tembok Besar merupakan salah satu saksi sejarah bah-
wa bangsa Cina senantiasa dihadapkan pada berbagai an-
caman yang datang dari bangsa-bangsa lain di sekeliling-
nya. Di antara bangsa-bangsa yang pernah menguasai Cina
dalam jangka waktu lama adalah Mongol dan Manchu. Yang
pertama sanggup menjajah bangsa Cina, yang saat itu ter-
golong kuat dan berkebudayaan cukup tinggi, selarmna ham-
pir satu abad (1279-1368). Sedangkan yang kedua berhasil
mendudukinya selama berabad-abad. Penguasaan Manchu
atas Cina baru berakhir ketika Jepang mengambil alih
wilayah tersebut sebagai bagian dari kekuasaannya pada
paruh pertama abad dua puluh. Segera setelah penjajahan
Jepang berakhir, kedaulatan Cina kembali berada di bawah
tangan bangsa aslinya. Namun, pergolakan politik internal
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Cina tetap saja berlanjut, terutama yang berkaitan dengan
perebutan kekuasaan antara kaum nasionalis (Kuomintang)
dan kaum komunis. Sejarah menunjukkan bahwa kaum
komunis akhirnya menjadi pemenang dan berkuasa hing-
ga saat ini.

Konflik politik yang terus berkelanjutan tersebut, se-
cara langsung maupun tidak, berpengaruh terhadap migrasi
penduduk Cina ke tempat lain. Konflik Cina-Mongol, mi-
salnya, telah mengakibatkan kerugian ekonomis yang cukup
besar, sehingga banyak penduduk yang kemudian mening-
galkan tempat kelahirannya untuk mencari penghidupan
yang lebih baik di tempat lain. Namun ketika bangsa Man-
chu berkuasa, akibat yang dirasakan oleh rakyat Cina tidak
hanya bersifat ekonomis; banyak di antara mereka, khusus-
nya yang bermukin di wilayah selatan —Fukien, Kwang-
tung dan Kwangsi— harus bermigrasi karena kuatnya te-
kanan dari penguasa. Dua contoh ini menunjukkan bahwa
motif migrasi bangsa Cina ke wilayah lain, khususnya Asia
Tenggara, cukup beragam dan berbeda dari waktu ke wak-
tu.

Sebagian besar migrasi bangsa Cina ke wilayah lain
ditempuh melalui jalan damai. Biasanya proses migrasi
didahului dengan kegiatan ekonomi, seperti perdagangan,
antara mereka dan penduduk setempat. Pada saat kegiatan
tersebut semakin intensif, mereka mulai mendirikan komu-
nitas-komunitas kecil di tempat-tempat mereka berdagang.
Perkembangan selanjutnya ditandai dengan terbentuknya
komunitas Cina yang lebih besar dengan segala aturan so-
sial dan normanya tersendiri. Namun demikian, meskipun
kemudian gagal, bangsa Cina juga pernah menggunakan
kekerasan sebagai salah satu upaya menduduki wilayah lain.
Hal itu tercatat ketika pemerintahan Mao Ze Dong berupaya
menguasai semenanjung Korea. Bagaimanapun, cara yang
pertama tampaknya jauh lebih efektif dibandingkan cara
yang kedua, khususnya dalam hal penyebaran pengaruh
kebudayaan Cina di wilayah lain.

30



Masyarakat Cina dalom Sgarah Nusaniara

Migrasi Cina ke Nusantara

Catatan sejarah tidak dapat memastikan kapan persis-
nya orang Cina datang ke wilayah Nusantara. Bukti-bukti
arkeologis dan antropologis, seperti benda-benda tertentu
yang berhubungan dengan kebudayaan Cina, memang da-
pat menunjukkan bahwa mereka telah hadir di Nusantara
sejak sebelum Masehi. Namun data tersebut belum dapat
menggambarkan bagaimana pola hubungan yang dibangun
bersama masyarakat setempat. Baru pada abad kelima,
melalui catatan yang ditulis Fa Hien, dan ketujuh, melalui
catatan perjalanan yang ditulis I Ching, seorang pendeta asal
Cina, gambaran tentang hubungan Cina-Nusatara menjadi
lebih jelas.! Kemungkinan besar, selama periode sebelum
Fa Hien dan [ Ching, wilayah Nusantara belum begitu me-
narik bagi Cina. Di Cina sendiri abad keempat, kelima dan
keenam dikenal sebagai zaman kegelapan (dark ages).
Hubungan mereka dengan bangsa lain, khususnya India dan
Arab, masih ditempuh melalui jalur darat. Dengan kata lain,
teknologi pelayaran Cina saat itu belum semaju bangsa In-
dia atau Timur Tengah, sehingga mereka tidak dapat men-
jalin hubungan intensif dengan bangsa-bangsa di seberang
laut seperti Asia Tenggara.

Oleh karena alasan keamanan, pada abad keenam orang
Cina terpaksa melintasi laut dalam berdagang ke India. Akan
tetapi mereka hanya menyusuri pantai dari Kwangtung
menuju Vietnam melalui Annam dan Indocina, kemudian
menuju utara ke Teluk Siam. Sesampainya di tempat terse-
but, mereka meneruskannya melalui perjalanan darat menu-
ju negeri Mon. Dari sini mereka menyusuri delta dan lem-
bah sungai Mekong menuju India.?

1. D.GE. Hall, A History of South East Asia (London: Mcmillan & Co. Ltd.,
1958), halaman 20.

2. R.Moh. Ali, Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara (Jakarta:
Barata 1963), halaman 21.
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Walaupun pada abad ketujuh hingga kesembilan per-
dagangan negeri Cina sangat meningkat, kapal-kapal mere-
ka belum berani melintasi samudera. Sampai abad kesepu-
luh, pelaut Cina baru berani berlayar hingga pelabuhan Viet-
nam, Chia Chi. Peningkatan dagang dengan Nusantara tam-
paknya lebih banyak merupakan inisiatif pedagang dan
pelaut Nusantara. Baru setelah terjadi kontak perdagangan
langsung dengan bangsa Arab, yang telah lebih maju dalam
teknologi navigasi, bangsa Cina mulai mampu melintasi
samudera. Abad kesebelas, pada masa dinasti Sung, kapal-
kapal Cina mulai mendominasi jalur-jalur perdagangan di
wilayah Asia Tenggara.

Meningkatnya perdagangan di pelabuhan-pelabuhan
Cina melahirkan kelompok pedagang possu, yang bertugas
menampung barang dagang asal negeri lain untuk diterus-
kan ke pedalaman Cina. Dalam perkembangannya, kelom-
pok ini lebih banyak bergerak langsung ke wilayah Nusan-
tara untuk membeli hasil bumi seperti minyak wangi, kayu
cendana, dan damar. Selain berdagang, mereka juga meng-
ajak para musafir dan pelajar Cina untuk mempelajari
masyarakat setempat. Pada zaman Sriwijaya, misalnya, ter-
catat nama I Ching yang kemudian menyusun informasi
tentang kerajaan tersebut.? Ia, antara Jain, memberikan re-
komendasi bagi pelajar-pelajar di Cina untuk belajar aga-
ma di Sriwijaya sebelum meneruskan ke tingkat yang lebih
tinggi di India. Saat itu Sriwijaya tidak hanya menjadi pu-
sat kekuasaan, tetapi juga pusat kebudayaan dan agama
Budha di Asia Tenggara.

Pada masa itu bangsa Cina sama sekali belum mengua-
sai perekonomian masyarakat Sriwijaya. Meskipun Cina te-
lah menjadi kekuatan yang besar, mereka tidak memiliki

3. G. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia (Honolulu: University of
Hawaii Press, 1968), halaman 81-2.
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kecenderungan untuk menjadikan masyarakat setempat
sebagai daerah jajahannya. Namun demikian, Sriwijaya
sendiri cukup tangguh dalam bidang pelayaran maupun
perdagangan, sehingga mereka mampu untuk tetap mem-
pertahankan kekuasaannya di wilayah tersebut. Atas alas-
an inilah perkampungan Cina baru berdiri di tepi sungai
Musi pada akhir abad 13 di saat Sriwijaya berada di am-
bang kehancuran.* Sebelumnya tidak tercatat adanya per-
kampungan Cina di wilayah Nusantara.

Victor Purcell membagi migrasi bangsa Cina ke wilayah
Nusantara menjadi tiga tahap: masa kerajaan, kedatangan
bangsa Eropa, dan penjajahan Belanda.® Tahap pertama, di
mana masyarakat Nusantara masih dikuasai oleh kerajaan-
kerajaan setempat, migrasi bangsa Cina semata-mata dido-
rong oleh hubungan perdagangan. Jumlah mereka masih
sangat sedikit, dan belum membentuk satuan-satuan komu-
nitas yang mapan. Mereka datang ke wilayah ini sesuai de-
ngan musim angin yang merupakan sarana utama pelayar-
andimasa itu. Mereka hanya bermukim di sekitar pelabuhan
untuk jangka waktu yang tidak terlalu lama. Karena jum-
lahnya kecil, kalaupun ada yang menetap akan segera terse-
rap ke dalam kehidupan penduduk setempat. Meskipun ber-
langsung selama berabad-abad, tahap pertama ini berjalan
lambat dan tidak menunjukkan interaksi yang berarti. Bia-
sanya, tahap ini disebut sebagai Chinese follow the trade atau
kedatangan bangsa Cina untuk berdagang.

Tahap kedua terjadi setelah bangsa Eropa muncul di
wilayah Asia Tenggara pada abad enam belas. Walaupun
masih didorong oleh perdagangan, jumlah migrasi bangsa

4. O. Abdul Rachman, Beberapa Perkembangan di Asia Selatan: Analisa Masalah-
masalah Internasional (Jakarta : CSIS, 1974), halaman 41.

5. Victor Purcell, The Chinese in Southeast Asia (Kuala Lumpur : Oxfor Univer-
sity Press, 1980), halaman i-ii.
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Cina semakin meningkat, sesuai dengan pesatnya tingkat
perdagangan. Kehadiran orang-orang Eropa seperti Por-
tugis, Spanyol, Inggris dan Belanda membuat wilayah Asia
Tenggara semakin ramai. Mereka mulai menjadikan bebera-
pa pelabuhan di kawasan tersebut sebagai pusat kegiatan
ekonomi mereka di wilayah ini. Misalnya, bangsa Portugis
menjadikan Malaka sebagai pangkalan dagang utama, atau
bangsa Spanyol membangun Manila dengan maksud yang
sama. Situasi ini membuka peluang bagi orang Cina untuk
turut berpartisipasi lebih aktif, dan memungkinkan mereka
untuk tinggal di wilayah Nusantara dalam waktu yang lama.
Meskipun demikian, proses asimilasi dengan masyarakat
setempat tetap berjalan, karena kebanyakan pendatang Cina
adalah laki-laki.

Situasi ini disusul oleh tahap ketiga pada saat kekua-
saan Nusantara berada di bawah pemerintahan Belanda.
Pada masa ini telah banyak ditemukan pemukiman Cina di
beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, pantai timur
Sumatera dan sepanjang pesisir utara pulau Jawa. Tahap ini
menandai migrasi bangsa Cina dalam jumlah yang besar.
Mereka tidak lagi hanya didorong oleh kepentingan dagang,
tatapi juga oleh kebutuhan ekonomi secara umum. Bahkan
mereka secara sengaja didatangkan ke Nusantara oleh Be-
landa untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja bagi proyek
pertambangan dan perkebunan. Pada periode ini orang Cina
yang datang tidak lagi terbatas laki-laki; oleh Belanda juga
didatangkan wanita-wanita Cina. Akibatnya, proses asimi-
lasi yang tadinya berjalan cukup lancar menjadi terhambat.
Mereka mendapatkan kesempatan yang lebih luas untuk
membentuk komunitas sendiri yang relatif terpisah dari
masyarakat setempat. Kecenderungan ini terus berjalan dan
menjadi semakin intensif oleh kebijakan politik Belanda
yang rasialis.

Guna memahami keberadaan bangsa Cina di Nusan-
tara (Indonesia), berikut akan dibahas keberadaan mereka
serta pola-pola hubungan antara kedua bangsa dalam se-
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jarah. Sebagai gambaran umum akan dianalisis empat con-
toh kasus yang nantinya berpengaruh bagi keberadaan
orang Cina di negeri ini; yaitu orang Cina pada masa Sriwi-
jaya, Majapahit, Penjajahan Barat, dan Pergerakan serta
Kemerdekaan.

Cina dan Sriwijaya

Sejak abad pertama sampai kelima Masehi, wilayah laut
Asia Tenggara dikuasai oleh imperium Funan atau Pnom
Penh dari daratan Indocina dengan ibukota Oc-Eo yang
berlokasi di dekat Ho Chi Min City dewasa ini.®* Angkatan
Laut kerajaan ini sepenuhnya menguasai alur perdagangan
yang terbentang sampai Selat Malaka. Mereka memungut
pajak dan cukai serta mengontrol setiap kapal dagang yang
melewati wilayah tersebut. Kekuasaan Funan berakhir ke-
tika mereka dikalahkan oleh kekuatan Kamboja, yaitu Chen-
la, pada abad keenam. Berakhirnya dominasi Funan menan-
dai kekosongan kekuasaan di jalur perdagangan laut Asia
Tenggara, karena kerajaan Kamboja bukanlah kekuatan
maritim.

Kekosongan tersebut baru terisi setelah kerajaan Sriwi-
jaya, yang berpusat di Palembang, berdiri pada abad ketu-
juh. Awalnya kerajaan ini hanya menjadi kekuatan lokal
yang berbasis sungai (river power). Ia menguasai jalur per-
dagangan sepanjang sungai Musi dari hulu sampai hilir.
Namun pada perkembangannya, Sriwijaya muncul sebagai
kekuatan laut (sea power ) yang mampu mengontrol seluruh
pusat-pusat perdagangan yang terdapat di Asia Tenggara.
Selama kurang lebih lima abad, yaitu dari abad ketujuh hing-
ga akhir abad sebelas, Sriwijaya merupakan kekuatan yang
tidak tertandingi oleh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara yang
lain, termasuk beberapa kerajaan yang cukup berpengaruh

6. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 57-62.
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di pulau Jawa.’

Sebagai kerajaan maritim, Sriwijaya bukanlah sebuah
kekuasaan yang memiliki batasan-batasan wilayah yang
jelas. Ia lebih merupakan federasi dari pusat-pusat pelabuh-
an perdagangan yang ada di wilayah sekitarnya. Hubung-
an raja dengan para penguasa pelabuhan ditandai oleh suatu
bentuk pengakuan yang dimanifestasikan dalam sistemn
upeti (tributary system).® Para penguasa lokal memiliki oto-
nomi yang besar dalam menentukan dan memungut pajak
tethadap para pedagang yang menggunakan fasilitas pela-
buhan mereka. Pada gilirannya mereka menyerahkan se-
bagian hasil pungutan tersebut kepada raja sebagai imbalan
atas perlindungan yang mereka terima.

Pola yang sama juga berlaku bagi hubungan raja de-
ngan para penguasa di daerah pedalaman. Bahkan, pada
tingkat tertentu, raja juga berperan sebagai perantara yang
menjembatani antara masyarakat pedalaman dan pedagang
dari luar. Seperti yang dicatat dalam sejarah, produk-produk
yang diperdagangkan di wilayah kekuasaan Sriwijaya men-
cakup bermacam-macam barang. Pedagang India dan Arab,
misalnya, datang ke tempat ini dengan membawa karpet
dan wol; sementara pedagang Cina membawa keramik atau
kain sutera. Mereka kembali ke negara masing-masing de-
ngan membawa berbagai macam produk yang dihasilkan
daerah Sriwijaya seperti damar, kayu cendana, minyak
wangi atau produk hutan lainnya.

Penguasa Sriwijaya sering memberikan kesempatan
yang besar bagi masyarakat pedalaman untuk melakukan
transaksi langsung dengan pedagang mancanegara. Dalam

7. John E Cady, South East Asia: Its Historical Development (New York : McGraw
Hill, 1964), halaman 73.

8. Kenneth R. Hal, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia
(Honolulu : University of hawaii Press, 1985), halaman 79.
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konteks ini, para penguasa pedalaman hanya berkewajiban
memberikan imbalan berupa upeti. Namun kadangkala
transaksi tersebut dilakukan sendiri oleh Sriwijaya dengan
cara mempertukarkan produk-produk pedalaman dengan
produk dari mancanegara. Sama dengan para penguasa
pelabuhan, para pemimpin pedalaman juga mendasarkan
hubungan mereka dengan raja atas dasar patronase dan loyali-
tas.” Dengan itu mereka dapat terus bertahan dalam kekua-
saan yang relatif otonom tanpa harus merasa terancam oleh
penguasa lokal lain sepanjang mereka mendapatkan per-
lindungan dari Sriwijaya. Oleh karenanya, kedudukan para
penguasa lokal lebih mirip dengan vazal dalam sistem feodal
yang memiliki kekuasaan besar tetapi bergantung pada raja.
Gambaran situasi kerajaan Sriwijaya awal dapat dilihat
dari catatan perjalanan yang ditulis I Ching." Ja datang ke
Palembang pada 671 M setelah berlayar selama 20 hari ber-
sama pedagang possu dari Canton, Ia tinggal di Sriwijaya
selama enam bulan untuk mempelajari bahasa Sansekerta
sebelum bertolak ke India. Di India ia tinggal selama sepu-
luh tahun untuk menuntut ilmu di Perguruan Tinggi Na-
landa, dan kembeali lagi ke Sriwijaya untuk menetap selama
empat tahun. Kali ini ia berhasil menyalin teks Budha ber-
bahasa Sansekerta ke dalam bahasa Cina. Kemudian ia pu-
lang sebentar ke Canton, dan kembali lagi ke Sriwijaya ber-
sama beberapa temannya untuk kembali menulis buku.
Menurut penuturan I Ching, Sriwijaya saat itu merupa-
kan pusat agama Budha. Mungkin karena alasan ini, sebagai
seorang bhiku, I Ching tertarik untuk tinggal lebih lama.
Dalam pandangannya, Sriwijaya adalah tempat yang ideal
untuk melakukan persiapan belajar sebelum memasuki Per-

8. Hal, Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia, halaman
86.

10. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 82.
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guruan Tinggi Nalanda di India. Oleh karenanya ia me-
nyarankan pelajar-pelajar Cina untuk menetap di Sriwijaya
beberapa lama sebelum menempuh pelajaran agama yang
lebih tinggi di India. Mereka bisa mempelajari bahasa

. Sansekerta atau menemui guru-guru spiritual di tempat ini.

Periode yang digambarkan I Ching merupakan masa di
saat mana imperium Cina mulai menguat; tidak lama ke-
mudian, akibat perpecahan internal, kerajaan-kerajaan di
wilayah Indocina dan sekitarnya mulai melemah. Pada saat
yang sama di Asia Tenggara muncul kekuatan baru, yaitu
Wangsa Sanjaya dan Sailendra, yang berkedudukan di Jawa.
Sriwijaya sendiri, mulai paruh kedua abad ketujuh sampai
paruh pertama abad kedelapan, sangat dekat hubungannya
dengan Cina. Secara teratur Sriwijaya mengirim utusan ke
negeri Cina untuk menyatakan pengakuan atas kekuasaan
imperium Cina." Kedekatan tersebut dapat dipahami, kare-
na pada masa ini Sriwijaya masth dalam tahap perkembang-
an dan rentan terhadap ancaman dari kerajaan-kerajaan te-
tangga.

Meskipun demikian, sejak 742 M Sriwijaya tidak lagi
menjalin hubungan dengan Cina. Sumber-sumber sejarah
Cina tidak lagi menyebutkan bahwa Sriwijaya mengirim
utusan sebagaimana waktu-waktu sebelumnya. Yang ter-
dengar saat itu justru Sriwijaya telah menguasai wilayah
perdagangan Asia Tenggara dan mendirikan pusat kota di
Semenanjung Melayu yang dilengkapi dengan berbagai
macam sarana, termasuk pusat ibadah. Kemungkinan be-
sar, para penguasa Sriwijaya semakin memiliki kepercayaan
tinggi dalam mempertahankan diri sejalan dengan keber-
hasilan mereka menguasai wilayah tersebut.

Hubungan diplomatik dengan Cina mulai pulih kembali
pada abad ke 10, dan terus berlangsung hingga kehancuran

11. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 83.
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Sriwijaya pada abad ke 12. Guna menyatakan bakti, pihak
Sriwijaya secara teratur mengirim utusan ke Cina. Meskipun
demikian, kedua bangsa tampak saling berkepentingan.
Pihak Cina, yang saat itu sudah mulai memiliki armada
kapallaut kuat, merasa harus melindungi Sriwijaya. Mereka
sangat membutuhkan berbagai jenis barang yang dihasilkan
oleh Sriwijaya. Bahkan pada masa itu, barang-barang yang
diperoleh dari Sriwijaya memiliki nilai yang tinggi di negeri
Cina. Di pihak lain, Sriwijaya juga bersedia dipandang Cina
hanya sebagai salah satu vazalnya. Dengan cara ini Sriwi-
jaya dapat menghindari ancaman penguasa lokal; pada saat
yang sama mereka juga dapat memperoleh keuntungan yang
besar dari tingginya jumlah barang yang diperdagangkan
dengan Cina.

Hubungan yang saling menguntungkan ini membawa
keduanya dalam persekutuan politik yang cukup men-
dalam. Tentu saja posisi Sriwijaya di Asia Tenggara semakin
kuat; apalagi mereka juga menjalin hubungan baik dengan
India. Mereka dengan mudah, misalnya, menangkal serang-
an yang dilancarkan oleh Raja Dharmawangsa dari Jawa
pada abad kesepuluh. Meskipun serangan tersebut terbi-
lang besar, berkat bantuan Cina dan India, Sriwijaya tidak
merasa kesulitan dalam mempertahankan diri. Di sisi lain,
eratnya hubungan dengan Cina juga turut memperlebar
kesempatan orang-orang Cina untuk menetap di Sriwijaya.
Maka tidak heran kalau perkampungan Cina pertama ter-
bentuk di wilayah ini. Bahkan, ketika Sriwijaya berada di
ambang kehancuran, komunitas Cina inilah yang kemudi-
an mengambil alih kekuasaan perdagangan. Sebagian dari
mereka adalah pedagang, dan sebagian lainnya adalah pe-
rompak.?

12. O.W. Wolters, The Fall of Srivijaya in Malay History (London: Lund Hum-
phries, 1970}, halaman 37.

13. Purcell, The Chinese in Souteast Asia, halaman 16.
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Secara keseluruhan kehadiran bangsa Cina di Sriwijaya
tidak menimbulkan persoalan internal. Selain tidak banyak,
kehadiran mereka di tempat ini lebih didorong oleh kepen-
tingan dagang dan—khususnya pada tahap awal— belajar
Sama seperti hubungan raja Sriwijaya dengan penguasa
lokal, pola hubungan politik antarkedua bangsa ini juga lebih
banyak didasarkan pada sistem upeti. Oleh karenanya,
meskipun Sriwijaya secara formal berada di bawah naung-
an Cina, mereka tetap menikmati otonomi yang sangat luas.
Masa ini merupakan awal hubungan intensif antara masya-
rakat Nusantara dan bangsa Cina.

Cina dan Majapahit

Abad tiga belas merupakan masa yang penuh pergolak-
an bagi bangsa Cina dan juga Asia Tenggara. Keduanya se-
dang mengalami pergeseran kekuasaan yang nantinya ber-
akibat langsung terhadap pola hubungan yang mereka ba-
ngun selama ini. Pergeseran di Cina ditandai oleh kekalah-
an penguasa setempat dari bangsa Mongol; sementara di
Asia Tenggara dimulai dengan melemahnya Sriwijaya dan
menguatnya kerajaan-kerajaan di Jawa seperti Kediri, Si-
ngosari dan Majapahit.

Kemenangan bangsa Mongol atas Cina merupakan ke-
berhasilan lanjutan dari rencana ekspansi mereka atas
wilayah-wilayah lain. Bangsa yang berasal dari Gurun Gobi
ini sebelurmnya telah berhasil menaklukkan wilayah-wilayah
di belahan barat. Tercatat, misalnya, kemenangan mereka
atas wilayah Timur Tengah sampai Eropa Timur. Kalau saja
pemimpin agung mereka, Jenghis Khan, tidak jatuh sakit,
maka wilayah Eropa Barat juga sudah masuk genggaman
Mongol. Hanya saja, pada saat pasukan Mongol hendak
melanjutkan ekspansi ke Eropa Barat, Jenghis Khan sakit.
Semua panglima yang bertugas lapangan harus berkumpul
untuk membahas penggantinya. Peristiwa inilah yang
menyelamatkan Eropa Barat dari serangan Mongol.

Di bawah kepemimpinan Jenghis Khan bangsa Mongol
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muncul menguasai dunia. Kekuasaannya terbentang anta-
ra Asia dan Eropa. Negara-negara yang dulunya terkenal
kuat, seperti kerajaan-kerajaan Islam, tunduk oleh serangan
Mongol. Cina, yang juga merupakan masyarakat berbudaya
tinggi, bukanlah merupakan kekecualian. Setelah beberapa
lama mencoba mempertahankan diri, mereka terpaksa
menyerah oleh kekuatan Mongol yang terbukdi lebih kuat,
walaupun dari segi budaya Mongol waktu itu lebih rendah
dibandingkan Cina.

Sejak 1214 wilayah Cina sepenuhnya telah berada di
bawah kontrol Mongol. Hanya saja, setelah kematian Jeng-
his Khan, kekuasaan Mongol tidak lagi utuh. Masing-ma-
sing penerus memegang wilayah yang berbeda dan cen-
derung untuk saling berebut. Kubilai Khan, penguasa Mon-
gol di Cina, misalnya, harus berhadapan dengan saudara-
nya sendiri, Arik Buka, dalam suatu pertempuran yang me-
nelankorban banyak. Kedua cucu Jenghis Khan ini memniliki
orientasi politik yang sangat berbeda satu sama lain. Arik
Buka sangat meyakini pentingnya supremasi Mongol, se-
mentara Kubilai Khan sangat menghargai kebudayaan Cina.

Dalam memerintah, Kubilai Khan berusaha menghar-
gai dan menghayati pola hidup masyarakat Cina. Bahkan,
menurut Michael Prawdin ia telah terpengaruh oleh dan
terserap ke dalam kebudayaan Cina berkat pengaruh guru
Cinanya, Yao Shi, yang begitu kuat . Maka ketika ia harus
berhadapan dengan Arik Buka, bangsa Cina berdiri di bela-
kangnya untuk memberi bantuan. Pertempuran besar yang
mengambil tempat di Dolon Nor tersebut akhirnya di-
menangkan pasukan Kubilai Khan yang terdiri dari gabung-
an Mongol-Cina. Sedangkan Arik Buka beserta tentaranya
terpaksa mundur karena kekurangan makanan dan banyak

14. Michael Prawdin, The Mongol Empire: Its Rise and Legacy (London: George
Allen and Unwin Ltd., 1953), halaman 303.
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yang jatuh sakit. Dalam sejarah, Kubilai Khan dikenal se-
bagai kaisar Mongol-Cina terbesar yang berhasil meningkat-
kan kebudayaan dan pengetahuan di Cina.

Pertempuran yang dikobarkan Jenghis Khan dan anak
cucunya terhadap Cina telah menelan korban yang sangat
besar. Tercatat sebanyak 40 juta orang harus menjadi kor-
ban dalam rangkaian peperangan yang berjalan lebih kurang
50 tahun.’® Sebelum peperangan jumlah orang Cina menca-
pai 100 juta jiwa, dan setelah perang angka tersebut
berkurang sampai 60 juta. Rakyat Cina tidak hanya dipe-
rangi, tetapi juga dipaksa untuk berperang atas nama
Mongol. Mungkin atas alasan inilah Kubilai Khan tidak
pernah sepenuhnya diterima sebagai orang Cina. Di lain
pihak, Kubilai Khan juga tidak pernah mempercayai orang
Cina untuk memegang posisi-posisi penting. Misalnya, ia
tidak pernah mengangkat orang Cina menjadi menteri, atau
selalu memindah-mindahkan pasukan Cina dari satu
wilayah tugas ke tempat yang lain. Pergantian tugas resi-
men Cina dan pemutasian mereka ke wilayah lain dapat
terjadi setiap dua tahun.

Cina muncul sebagai kekuatan ekspansif ketika dipim-
pin oleh orang-orang Mongol. Hubungan dengan kerajaan-
kerajaan lain, khususnya yang berada di Asia Tenggara, tidak
lagi hanya didasarkan pada sistem upeti. Lebih dari itu,
mereka ingin secara langsung menundukkan dan mengua-
sai bangsa-bangsa tersebut. Maka, meskipun kemudian
gagal, pada 1285 mereka mencoba menyerang kerajaan
Tongkin dan Champa.!¢ Mereka juga menuntut ketundukan
. dari raja-raja lain termasuk yang ada di pulau Jawa.
Meskipun demikian, tidak semua raja mematuhi keinginan
para kaisar Mongol-Cina tersebut. Bahkan di tangan Ker-

15. Prawdin, The Mongol Empire: Its Rise and Legacy, halaman 303.
16. Hall, A History of South East Asia, halaman 70.
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tanegara, raja Singosari, ambisi tersebut dibalik menjadi hi-
naan. Pasukan Kubilai Khan pimpinan Meng Ki yang da-
tang ke Jawa tidak diperlakukan dengan baik oleh pengua-
sa Singosari ini. Sebaliknya, mereka dipermalukan —versi
lain dipotong hidungnya— dan disuruh pulang kembali ke
negeri Cina".

Figur Kertanegara memang cukup kontroversial; sebagi-
an menyatakan bahwa ia seorang pemikir ulung, tetapi yang
lain menggambarkannya sebagai pemabok. Satu hal yang
tidak bisa dipungkiri, menurut G. Coedes, Kertanegara ada-
lah seorang raja besar.’®Ia adalah pewaris dua kerajaan yang
semula terpisah: Jenggala dan Panjalu (Kediri). Sebagai raja
Singasari terakhir, Kertanegara mampu memperluas kekua-
saannya ke arah barat maupun timur. Ja menundukkan dae-
rah Sunda, Sumatera sampai ke Semenanjung Melayu (Pa-
hang). Ia melengkapi keberhasilan ini dengan menunduk-
kan Bali pada 1284.

Guna memantapkan posisinya, Kertanegara tidak hanya
menundukkan daerah-daerah ini secara militer. Ia lebih lan-
jut mengadakan perjanjian yang berisi kesepakatan-kese-
pakatan untuk tetap mempertahankan kepentingan bersa-
ma yang dituangkan dalam Mitreka Satata (Persahabatan
Abadi).” Ia sadar benar bahwa wilayah Asia Tenggara tetap
berada dalam posisi terancam, dan ia melihat bahwa ancam-
an terbesar datang dari Cina-Mongol. Maka, selain mem-
buat aliansi dengan daerah-daerah tersebut, Kertanegara
juga menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan lain se-
perti Martaban, Siam, Annam, Champa, Kamboja, Dhar-
mamayan dan lain sebagainya.

Sikap Kertanegara yang secara terang-terangan menolak

17. Hall, A History of South East Asia, halaman 70.
18. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 199.
19. Hall, A History of South East Asia, halaman 70.
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kedaulatan Cina di wilayah Asia Tenggara membuat hubung-
an kedua bangsa semakin tegang. Oleh karenanya ia terus
memantau gerak pasukan Mongol dengan cara memanfaat-
kan jalinan hubungan yang telah tertuang dalam Mitreka
Satata. Kendati demikian, pasukan Mongol terbukti tetap
dapat menyusup masuk wilayah kedaulatan Kertanegara
tanpa mendapat halangan yang berarti. Sebelum masuk ke
Jawa, pasukan Mongol yang hendak menghukum Kertane-
gara ternyata telah mendarat lebih dahulu di Kalimantan.
Kedatangan mereka di tempat ini sama sekali tidak menda-
patkan perlawanan dari penguasa seternpat. Maka pasukan
yang dipimpin oleh Laksamana Jikomusu tersebut dapat
dengan mudah berlabuh di Tuban, Jawa Timur.

Meskipun kekuasaannya mencakup wilayah luas, dan
terbilang berhasil dalam berekspansi ke luar Jawa, Kertane-
gara terus-menerus menghadapi pemberontakan dari dalam
negeri. Tercatat, misalnya, pada 1270 ia harus menghadapi
pemberontakan yang dipimpin Bhayaraja, dan pada 1280 ia
berhadapan dengan pemberontak yang dikomandoi Mahesa
Rangkah. Adapun pemberontakan terakhir atas kekuasaan-
nya dilancarkan oleh Jayakatwang, bawahannya dari Kediri,
pada 1292.% Kejadian ini mengakhiri kekuasaan Kertanega-
ra dan sekaligus menyudahi perjalanan sejarah kerajaan Si-
ngosari. Setelah membunuh Kertanegara, Jayakatwang sege-
ra mengalihkan pusat kekuasaan ke Kediri. Namun kerajaan
ini tidak berumur lama; ia segera dapat dihancurkan oleh
pasukan Mongol yang dibantu oleh pasukan Raden Wijaya,
anak tiri Kertanegara.

Pada saat pasukan Jikomusu mendarat pada 1293, Kerta-
negera sudah terbunuh dan Singasari telah pindah ke Kediri.
Raden Wijaya, sebagai bagian dari kekuasaan Kertanegara,
terusir ke Madura. Namun tidak lama kemudian ia diberi

20. Coedes, The Indianized States of Southeast Asig, halaman 198,
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wilayah kekuasaan di pinggir Sungai Brantas karena berse-
dia mengakui kekuasaan Jayakatwang di Jawa. Lokasi
wilayah ini memungkinkan Raden Wijaya untuk bertemu
dengan pasukan Jikomusu ketika mereka berlabuh. Kesem-
patan ini digunakan Raden Wijaya untuk melancarkan se-
buah strategi yang nantinya terbukti sangat cemerlang.

Raden Wijaya tidak menyampaikan kejadian yang telah
menimpa Kertanegara maupun kerajaan Singosari; sebalik-
nya, sambil merahasiakan informasi tersebut, ia menyatakan
dukungan terhadap upaya Jikomusu yang hendak menye-
rang Kertanegara dan Singosari atas sikap mereka terhadap
kekuasaan Cina-Mongol. Keduanya kemudian pergi menye-
rang Jayakatwang sampai berhasil menaklukkannya. Sete-
lah berhasil, Raden Wijaya beserta pasukannya segera melan-
carkan serangan mendadak terhadap pasukan Mongol yang
tidak dalam kondisi siaga dan terpecah-pecah. Pasukan Mo-
ngol tercerai-berai dan Jikomusu dipaksa oleh Raden Wijaya
untuk kembali ke Cina.

Kekalahan Cina dan kemenangan Raden Wijaya meru-
pakan awal perkembangan kerajaan Majapabhit. Kegagalan
Cina menaklukkan penguasa Jawa tak sempat terbalaskan,
karena setelah periode ini kekaisaran Cina-Mongol melemah.
Sementara itu, kerajaan Majapahit yang didirikan oleh Raden
Wijaya terus berkembang. Kerajaan ini, khususnya ketika
dipimpin oleh Hayam Wuruk dengan patih Gajah Mada pada
pertengahan abad 14, berkembang menjadi kerajaan besar.
Dalam catatan sejarah, Majapahit merupakan kerajaan terbe-
sar di Jawa yang luas kekuasaannya bahkan melebihi Sriwi-
jaya. Selain wilayah Nusantara, Majapahit juga menguasai
daerah Vietnam dan Thailand.

Marco Polo, yang bekerja dengan Kubilai Khan selama
30 tahun, mengakui kebesaran Majapahit. Menurut catatan-
nya, kekuasaan kerajaan Jawa ini berada di luar jangkauan
kekuasaan Khan Agung (Kubilai Khan). Dengan kekuatan
yang dimiliki, Majapahit sanggup mempertahankan diri dan
tidak perlu membayar upeti kepada penguasa lain. Marco
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Polo juga mencatat bahwa pada masa ini Jawa merupakan
tempat perdagangan yang ramai.”! Sementara itu, kerajaan
besar lain, Sriwijaya, telah punah dan wilayah Palembang
lebih banyak dikuasai oleh perompak-perompak Cina. Hal
ini menunjukkan bahwa, meskipun hubungan antara raja
Jawa dan kaisar Cina-Mongol tidak serasi, orang-orang Cina
sudah semakin banyak yang menetap di wilayah Indonesia.
Penyebaran orang-orang Cina ini semakin meningkat ketika
Majapahit melemah dan kekaisaran Cina menguat.

Termyata, kematian Hayam Wuruk telah mengakibatkan
pengaruh Majapahit menurun; beberapa lama kemudian,
naiknya dinasti Ming ke tampuk kekaisaran Cina telah mem-
bawa kemajuan-kemajuan besar, khususnya dalam angkat-
an laut. Tahun-tahun awal abad 15, misalnya, Cina telah me-
ngirimkan beberapa ekspedisi laut ke berbagai penjuru dunia,
termasuk Asia Tenggara.” Akan tetapi, berbeda dari kecende-
rungan kaisar Mongol-Cina, dinasti Ming sama sekali tidak
bersikap ekspansif, meskipun dengan kekuatan angkatan laut
yang ada, mereka mampu menaklukkan wilayah Asia Teng-
gara sebagaimana yang pernah diinginkan oleh kaisar Mo-
ngol-Cina. Namun mereka justru melindungi pelabuhan per-
dagangan di wilayah ini seperti yang pernah dilakukan sebe-
lumnya terhadap Sriwijaya. Sikap mereka ini terus bertahan
hingga zaman Malaka, meski saat itu mereka tidak lagi aktif
berhubungan dengan kerajaan-kerajaan di luar Cina.

Salah satu tokoh angkatan laut Cina yang terkenal ada-
lah Laksamana Cheng Ho yang sempat mendarat di bebera-

21. Cady, South East Asia, halaman 139; dalam rangka memantapkan kekua-
saannya, Raden Wijaya telah mengawini empat puteri yang masing-masing
berasal dari Bali, Melayu, Tanjungpura dan Madura. Sebagian sumber
menyebutkan bahwa keempatnya adalah anak Kertanegara. Lihat, CC Berg,
De Geschiedenis van Pril Majapahit, 1 Het Mysterie van de Vier Dochters van
Kertanegara, Indonesie, IV {(1950), Amsterdam, halaman 481-520.

22. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 16-17.
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pa palabuhan di Jawa. Digambarkan, armada Cheng Ho ter-
diri dari 70.000 orang yang mengendarai kapal-kapal besar.?
Mereka melakukan pelayaran yang mencakup wilayah sa-
ngat luas yang tidak pernah dilakukan oleh orang Cina sebe-
lumnya. Armada ini mampu mencapai Teluk Persia, Laut
Merah dan bahkan Afrika Timur. Cheng Ho, yang beragama
Islam dan dikebiri, dilukiskan sebagai pelaut tangguh dan
diplomat ulung. Tanpa melalui tindakan militer, ia berhasil
menjalin kerjasama dengan kerajaan-kerajaan di Asia Teng-
gara. Dengan cara ini kekaisaran Cina dapat menanamkan
pengaruhnya dalam berbagai bidang, termasuk urusan-urus-
an politik.

Meskipun demikian, supremasi Cina tersebut tidak ber-
tahan lama, hanya berlangsung dari 1430 sampai 1450. De-
ngan kematian Cheng Ho serta berakhirnya rezim pimpinan
Yung Lo, Cina mulai menerapkan politik isolasi yang praktis
mengakhiri supremasinya di Asia Tenggara.* Kendatipun
demikian, pengaruh Cina yang menyurut sama sekali tidak
menurunkan jumlah orang-orang Cina di wilayah ini. Bebe-
rapa daerah di Semenanjung Melayu seperti Tumasik (Si-
ngapura), misalnya, mulai dihuni oleh orang-orang Cina. Be-
kas jejak Cheng Ho, baik yang berupa komunitas Cina mau-
pun bangunan, juga mulai terlihat di sepanjang pantai utara
pulau Jawa.

Cina dan Penjajahan Barat

Pada saat pengaruh Cina menurun tidak ada lagi kera-
jaan besar di wilayah Nusantara. Yang tersisa dari Majapa-
hit adalah keturunan-keturunannya yang masing-masing
memegang kekuasaan sendiri-sendiri. Daerah-dearah di

23. C.P Fitzgerald, China: A Short Cultural History (New York, Washington: Fre-
derick A. Praeger Publishers, 1961), halaman 473-475.

24. Fitzgerald, China: A Short Cultural History, halaman 473-475.
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Sumnatera seperti Jambi, Palembang, Kampar dan Siak me-
mang masih menjadi bagian dari Majapahit. Begitu juga
beberapa wilayah lain di Semenanjung Melayu seperti
Trengganu Selatan, Tumasik, Pahang dan Kelantan. Namun
sebagian wilayah Semenanjung seperti Johor dan Malaka
telah menjadi bagian dari kerajaan Siam.” Pihak yang pa-
ling diuntungkan oleh situasi ini adalah para pedagang Arab
yang berhasil memonopoli perdagangan rempah-rempah
karena hubungan dekat mereka dengan penguasa-pengua-
sa lokal Melayu yang sedikit demi sedikit mulai masuk Is-
lam. Peran pedagang Cina sendiri menyusut bersamaan
dengan mundurnya pengaruh politik mereka saat itu.

Pada abad 15 kerajaan yang berdiri di wilayah perairan
Selat Malaka dan nantinya tumbuh besar adalah Malaka.
Kerajaan ini didirikan oleh raja Parameswara yang berasal
dari Palembang dan beristrikan seorang putri dari Majapa-
hit.* Ia memberontak dan mendirikan kerajaan sendiri se-
telah melihat Majapahit melemah. Awalnya, ia memusat-
kan kekuasaannya di Tumasik, sebuah dearah Semenanjung
yang paling jauh jaraknya dari kerajaan Ayutthaya. Sebagi-
an besar wilayah lain yang lebih ke utara telah dikuasai oleh
Ayutthaya atau secara formal berada di bawah perlindung-
annya. Maka tidak lama kemudian Parameswara didesak
oleh Ayutthaya dan berpindah-pindah ke beberapa tempat
sampai akhirnya menetap di Malaka.

Guna mempertahankan kekuasaan, Parameswara men-
jalin hubungan dekat dengan Cina. Hal ini ia lakukan kare-
na kerajaan Ayutthaya terus menerus mendesak agar me-
ngakui kekuasaan mereka. Pada 1419, misalnya, ia dan ke-
luarganya pergi ke Cina untuk meminta bantuan menyela-
matkan Malaka yang ketika itu dalam suasana penuh per-

25. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halarnan 244.
26. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 241.
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golakan.” Parameswara juga menikahi putri raja Pasai, dan
kemudian masuk Islam pada usia 72 serta mengganti na-
manya menjadi Megat Iskandar Shah.? Sejak itu kerajaan
Malaka dipegang oleh penguasa-penguasa Melayu yang
telah masuk Islam. Meskipun tidak pernah lepas dari ber-
bagai upaya perebutan kekuasaan, kerajaan ini mampu
mengembangkan diri dan menjadi pelabuhan perdagangan
yang cukup besar.

Pada saat kedatangan bangsa Portugis, Malaka telah
menjadi pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam.
Namun armada Portugis tidak langsung mengambil alih
Malaka, melainkan meneruskan pelayaran ke Indonesia
kawasan timur untuk mencari rempah-rempah. Pada 1
Agustus 1509 pasukan Portugis di bawah pimpinan Laksa-
mana Diogo Lopes de Sequeira mencoba memasuki Mala-
ka. Kali ini ekspedisi mereka gagal, dan baru pada 1511 pa-
sukan Potugis lain, yang dipimpin penakluk kerajaan Goa,
Alfonso de Albuquerque, berhasil mengambil alih kerajaan
Malaka.” Kejadian ini mengawali babak sejarah baru di
mana orang-orang Eropa mulai menguasai wilayah Asia
Tenggara.

Sepanjang abad enam belas Portugis praktis menjadi
kekuatan utama di Asia Tenggara. Mereka mendirikan dan
menguasai pusat-pusat perdagangan yang tersebar mulai
dari Malaka hingga wilayah Cina seperti Kwangtung dan
Canton.® Pada masa ini juga datang bangsa-bangsa Eropa
lain seperti Belanda, Spanyol dan Inggris. Mereka mulai
berebut komoditi dan pelabuhan perdagangan strategis di
wilayah ini. Sampai akhir abad 16 perebutan tersebut terus
berlangsung dan melibatkan beberapa pertikaian militer,

27. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 245.
28. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 246.
29. Coedes, The Indianized States of Southeast Asia, halaman 246.
30. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 24.
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sampai akhirnya masing-masing kekuatan mendapat bagi-
an wilayah jajahan. Melalui VOC (Vereeningde Oostindiesche
Compagnie), sebuah perusahaan gabungan nasional yang
didirikan pada 1602, Belanda mulai memegang monopoli
perdagangan di bagian wilayah Asia Tenggara yang nanti-
nya disebut Indonesia.®! Pada perkembangannya wilayah-
wilayah lain seperti Semenanjung Melayu, Filipina dan
Timor Timur dikuasai oleh bangsa Inggris, Spanyol dan Por-
tugis.

Pada saat Belanda datang di Indonesia pada 1596 sua-
sana di Jawa telah banyak mengalami perubahan. Pusat
kekuasaan tidak lagi berada di Jawa bagian timur seperti
pada zaman Majapahit, dan juga bukan di daerah pedalam-
an, melainkan di pinggir-pinggir pantai sepanjang utara
pulau Jawa mulai dari bagian tengah sampai barat. Orien-
tasi kehidupan kerajaan yang ada juga sudah berubah dari
kegiatan yang berkonsentrasi ke pertanian menuju perda-
gangan. Sebagian besar perubahan tersebut merupakan
dampak dari berdirinya kerajaan Demak pada abad 15 yang
sejak awal berlokasi di pantai dan berorientasi pada perda-
gangan.®? Pendiri kerajaan ini masih memiliki ikatan ketu-
runan dengan Majapahit.

Dua pelabuhan utama di Jawa pada zaman ini adalah
Banten dan Cirebon. Masing-masing penguasa tempat ini
masih memiliki ikatan persaudaraan dengan petinggi kera-
jaan Demak. Sebagai pusat perdagangan, Banten tampak-
nya lebih besar dibandingkan Cirebon; lebih banyak peda-
gang mancanegara yang datang ke Banten dari pada Cire-
bon. Belanda telah menemukan komunitas Cina yang cukup

31. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 25.

32. ]. Kathirithamby-Wells, “Banten: A West Indonesian Port and Polity Dur-
ing the Sixteenth and Seventeenth Centuries,” dalam The Southeast Asian
Port and Polity (eds.) J. Kathirithamby-Wells and John Villiers (Singapore:
Singapore University Press, 1990), halaman 109.
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besar di Banten sejak awal kedatangan mereka.® Orang-
orang Cina mendiami daerah pusat perdagangan di kota
dan hidup lebih makmur dibandingkan orang-orang pribu-
mi pada umumnya. Banyak juga orang Cina yang tidak me-
netap; mereka datang ke Banten sekedar untuk berdagang
dan kembali lagi ke Cina.

Menurut catatan Chao Ju-Kua yang ditulis pada akhir
abad 12, daerah Sunda memang merupakan salah satu
penghasil lada berkualitas tinggi. Tuban, Jawa Timur, juga
menghasilkan lada, tetapi kualitasnya tidak sebaik yang
dihasilkan Sunda. Hanya saja saat itu belum ada pelabuh-
an atau pusat perdagangan besar yang dibangun di wilayah
Sunda, sehingga para pedagang lebih memilih pergi ke Tu-
ban >

Meskipun Banten dibangun lebih kemudian, dalam
perkembangannya pelabuhan ini mampu menyaingi ke-
beradaan Sunda Kelapa. Hal ini terutama disebabkan oleh
pusat kekuasaan yang berpindah ke Banten setelah Sunda
Kelapa, yang sebelumnya dikuasai Pajajaran, direbut oleh
Sunan Gunung Jati yang dibantu oleh panglimanya, Fata-
hillah* Pada saat yang sama, Banten juga diuntungkan oleh
lokasinya yang berdekatan dengan pusat-pusat perdagang-
an di sepanjang pantai timur Sumatera dan Semenanjung
Melayu. Hadirnya Portugis di wilayah tersebut dan ma-
raknya perdagangan rempah-rempah karena keberadaan
bangsa Eropa juga turut memperbesar perdagangan di Ban-
ten.

Kebesaran Banten ternyata tidak dapat dipisahkan dari
peran yang dimainkan oleh orang-orang Cina. Bagaima-
napun, pedagang asal Cina merupakan bagian penting dari

33. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 393.
34. Kathirithamby-Well, “Banten,” halaman 108.
35. Kathirithamby-Well, “Banten,” halaman 109.
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dunia perdagangan Asia Tenggara yang semakin ramai.
Mereka sangat berkepentingan untuk mendapatkan barang-
barang yang dihasilkan dari wilayah ini. Jika pada zaman
Sriwijaya impor mereka terbatas pada hasil hutan, maka kali
ini mereka juga membeli rempah-rempah seperti lada dan
jahe. Sebaliknya, permintaan tethadap barang produksi Cina
seperti sutera dan porselin juga semakin meningkat di ka-
wasan Asia Tenggara. Akibatnya, jumlah pedagang Cina
yang datang semakin meningkat, dan begitu pula jumlah
mereka yang kemudian menetap.

Peran yang dimainkan oleh orang Cina yang menetap
di Banten cukup beragam. Sebagian ada yang menjadi peda-
gang perantara bagi penduduk pribumi dan saudagar dari
luar daerah, dan sebagian lagi ada yang langsung mem-
preduksi hasil pertanian yang di pasaran nilai permintaan-
nya cukup tinggi. Posisi ini tampaknya yang membuat mere-
ka dapat hidup dalam suasana berkecukupan. Meskipun
demikian, keberadaan mereka juga sangat dibutuhkan bagi
keberlangsungan Banten. Terbukti, misalnya, banyak kalang—
an Cina yang kemudian direkrut oleh penguasa setempat
untuk menduduki posisi-posisi tertentu dalam pemerintah-
an. Mereka dipekerjakan sebagai sekretaris, akuntan, pe-
nerjemah dan sebagainya.* Banyak juga orang-orang Cina
Banten yang kemudian masuk Islam dan berasimilasi de-
ngan penduduk setempat. Bahkan, berdasarkan kedekatan
ini, pada pertengahan abad 17, seorang Kapiten Cina berna-
ma Caitson, yang beragama Islam dan berganti nama men-
jadi Abdul Gafur, diangkat menjadi Syahbandar Banten.”

Kepiawaian orang-orang Cina dalam berdagang diakui
secara luas tidak hanya oleh penguasa Banten, tetapi juga
oleh bangsa Eropa yang datang ke tempat ini. Sir Thomas

36. Kathirithamby-Well, “Banten,” halaman 113.
37. Kathirithamby-Well, “Banten,” halaman 113.
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Herbert,* misalnya, memberikan gambaran yang menarik
tentang sifat-sifat mereka. Di satu sisi, menurutnya, orang-
orang Cina sangat rajin bekerja, ulet dan luar biasa teliti
dalam berdagang. Namun di sisi lain mereka sangat gemar
berjudi, sampai-sampai harta benda mereka habis, istri dan
anak dipertaruhkan. Kendati demikian, mereka mampu
menebus kekalahan tersebut dalam waktu yang tidak terla-
lu lama. Sama seperti orang Yahudi, menurut Herbert, mere-
ka bersedia melakukan sembarang kerja asal bisa menda-
pat untung.* Kesan yang sama juga muncul dalam sumber
Inggris lain seperti yang dikutip Purchas bahwa di satu sisi
orang Cina sangat kreatif dan ulet, namun di sisi lain mere-
ka juga sangat rakus.

Kepiawaian dalam berdagang ini tampaknya yang men-
dorong Gubernur-Jenderal Jan Pieterszoon Coen meng-
gunakan orang-orang Cina untuk memenuhi kepentingan
VOC. Setelah Jakarta berdiri pada 1619 dan setelah Coen
ditunjuk menjadi gubernur-jenderal, banyak orang-orang
Cina di Banten yang dipaksa pindah ke Jakarta.*! Coen tam-
paknya berambisi untuk menjadikan Jakarta sebagai pela-
buhan terbesar; ia tidak segan-segan menggunakan ancam-
an terhadap orang-orang Cina Banten agar mereka berse-
dia pindah ke tempat ini. Upaya Coen ini ternyata mem-
buahkan hasil: orang Cina Banten pindah ke Jakarta dan,
sebagai kota pelabuhan dagang, Jakarta terbukti sanggup
mengalahkan Banten.

Di Jakarta orang-orang Cina memegang posisi yang sa-
ngat menentukan bagi tercapainya kepentingan Belanda. Di

38. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 394.

39. Dalam konteks sejarah Thailand, Cina disebut sebagai Yahudi di Timur.
Lihat, David K. Wyatt, Thailand: A Short History (New HavendLondorn:
Yale University Press, 1984), halaman 229 & 254.

40. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 394.
41. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 395.
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samping berdagang eceran atau bertani, mereka juga bertin-
dak sebagai perantara bagi Belanda dan penduduk setem-
pat. Bagaimanapun, orang-orang Cina jauh lebih berpe-
ngalaman dibandingkan Belanda dalam berhubungan
dengan pribumi. Mereka sudah sejak lama bergaul, berbi-
cara bahasa setempat dan memahami kebudayaan
masyarakat setempat. Sebagai pendatang baru yang belum
berpengalaman, Belanda sangat membutuhkan jasa orang-
orang Cina ini. Saat itu, VOC belum mampu melakukan tran-
saksi perdagangan dengan penguasa atau penduduk pribu-
mi secara langsung. Seluruh proses transaksi dilaksanakan
oleh orang Cina yang bertindak atas nama Belanda.

Pola hubungan ini berlangsung hingga paruh pertama
abad 18 sebelum Belanda merasa tersaingi oleh orang-orang
Cina. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di wilayah In-
donesia, sepanjang abad 17 sampai pertengahan abad 18,
banyak orang Cina yang bermigrasi ke Indonesia. Kedatang-
an mereka di Indonesia juga untuk sebagian didorong oleh
sikap penguasa Manchu di daratan Cina yang sangat keras.*?
Kapal-kapal dagang Cina yang menggunakan perahu-
perahu jung tidak hanya membawa barang-barang dagang-
an, melainkan juga membawa manusia dalam jumlah yang
tidak sedikit. Sebagai gambaran, orang Cina di Jakarta pada
1619 hanya berjumlah 400 jiwa; angka ini naik menjadi 2.000
jiwa pada 1629, dan kenaikan yang konstan membuat jum-
lah mereka di kota ini menjadi 10.000 jiwa pada 1725.42
Meskipun Belanda telah membuat peraturan keimigrasian
yang ketat, yaitu dengan hanya memperbolehkan satu pera-
hu jung membawa tidak lebih dari 100 orang, jumlah orang
Cina di Batavia membengkak menjadi 80.000 jiwa pada
1733 Kecenderungan yang sama juga terjadi di wilayah

42. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 411,
43. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 397,
44. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 404.
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Indonesia yang lain, karena pada saat itu orang Cina juga
telah menyebar hingga ke Ambon.

Gejala di atas tampaknya merisaukan pihak Belanda;
apalagi kenyataan menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi
orang Cina menjadi semakin dominan. Misalnya, mereka
berhasil menguasai komoditi gula yang saat itu permintaan
pasarnya sangat tinggi. Mereka menyewa ladang dan mem-
pekerjakan pribumi dalam skala yang sangat luas. Pada saat
yang sama mereka juga menguasai penggilingan gula yang
pada 1710 saja telah berjumlah 130 pabrik di sekitar Bata-
via.* Komoditi-komoditi lain, bahkan yang telah ditetapkan
sebagai barang monopoli VOC, juga mulai jatuh ke tangan
Cina. Jaringan dagang mereka sangat luas, baik melalui cara-
cara yang legal maupun ilegal. Selain menjadi pedagang,
ternyata sebagian pendatang Cina juga mejadi rentenir,
penyelundup atau perompak. Hal ini, di samping merugi-
kan kepentingan ekonomis Belanda, juga mengacaukan sua-
sana keamanan berniaga di wilayah Batavia.

Belanda kemudian menerapkan langkah-langkah yang
sangat keras terhadap orang Cina. Di antaranya adalah
membatasi gelombang imigrasi dan memberikan penga-
wasan ketat terhadap kegiatan dagang orang Cina. Bagi
pendatang baru yang hendak tinggal di Jakarta diharuskan
memiliki izin khusus dari pihak Belanda. Bagi orang Cina
yang terbukti tidak memiliki surat keterangan tersebut di-
paksa untuk meninggalkan kota. Namun yang lebih keras
adalah ketika Belanda mengharuskan orang Cina untuk
dapat membuktikan diri bahwa kegiatan dagang mereka
ditempuh dengan cara-cara yang bersih. Aturan ini dipan-
dang sangat merugikan, karena lebih sering digunakan un-
tuk memeras ketimbang menegakkan hukum. Apalagi sank-
si bagi mereka yang dipandang telah melakukan kecurang-

45, Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 397.
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an berdagang sangat berat: dibuang ke Srilanka, pulau Ban-
da atau Tanjung Harapan.*

Tidak lama setelah rencana ini diberlakukan, timbul
reaksi keras dari orang Cina, baik yang berada di Batavia
maupun di wilayah lain. Para bandit Cina dari luar Batavia
mulai menyerang pelabuhan, dan mendapat dukungan dari
orang Cina yang tinggal di Batavia. Peristiwa ini terjadi pada
1740 di saat Valckenier menjadi gubernur-jenderal. Belanda
tampaknya kurang sigap dalam menangani masalah terse-
but; mereka menanggapinya dengan cara reaksioner. Pada
tahun yang sama, misalnya, muncul rencana untuk
menangkap orang-orang Cina yang terbukti melawan Be-
landa. Ternyata usulan ini justru semakin memperkeras reak-
si orang Cina; apalagi saat itu juga sempat beredar isu bah-
wa Belanda telah menyiksa beberapa orang Cina Batavia.

Dalam situasi yang semakin genting ini, Valckenier
memutuskan untuk mengosongkan Batavia dari orang-
orang Cina. Ia mengerahkan pasukan Belanda, dan juga pen-
duduk setempat, untuk menghadapi orang Cina yang di-
pandang telah siap mengadakan perlawanan terbuka. Maka
terjadilah peristiwa kekerasan massal, di mana 10.000 orang
Cina menjadi korban. Sebagian orang Cina Batavia kemu-
dian melarikan diri ke arah timur pulau Jawa. Selain menye-
lamatkan diri, mereka juga berusaha menyusun kekuatan
untuk melancarkan aksi balas dendam. Pada saat yang sama,
Belanda menawarkan amnesti bagi orang Cina yang ber-
laku untuk satu bulan.¥” Mereka yang menggunakannya
kemudian ditempatkan dalam pemukiman-pemukiman
yang dibangun di pinggir kota.

Peristiwa 1740 yang kemudian dikenal sebagai Kebe-
ringasan Batavia (Batavian Fury) cukup banyak mengun-

46, Hall, A History of South East Asia, halaman 272,
47. Hall, A History of South East Asia, halaman 273.
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dang komentar. Ada yang mengatakan bahwa tragedi terse-
but sepenuhnya menjadi tanggungjawab Belanda, karena
sebagian besar yang menjadi korban adalah penduduk yang
tidak berdosa. Namun pandangan lain lebih melihat bah-
wa Belanda tidak dapat disalahkan sepenuhnya. Sikap
agresif orang Cina menunjukkan bahwa jika mereka berha-
sil mengambil alih kekuasaan di Batavia, maka mereka juga
akan melakukan hal yang sama terhadap orang Eropa se-
bagaimana yang dilakukan Belanda terhadap mereka.
Peristiwa 1740 tidak berhenti sampai beberapa tahun
kemudian. Sebagian besar orang Cina yang berhasil melo-
loskan diri terus berusaha menyusun kekuatan di daerah
Jawa Tengah. Mereka mulai menyerang orang Eropa yang
tinggal di Rembang, Juana dan Semarang. Gerakan ini se-
makin mendapat angin ketika PakubuwonoII, raja Mataram,
juga menyatakan pemberontakan terhadap Belanda. Pasuk-
an Cina, yang sebagian telah masuk Islam, kemudian ber-
gabung dengan tentara untuk melancarkan serangan besar-
besaran terhadap Belanda. Namun pasukan Belanda terbukti
lebih kuat, dan berhasil menumpas pemberontakan ini.*8
Selanjutnya, selama akhir abad delapan belas, orang
Cina kembali ke posisi semula mereka. Mereka tetap berpe-
ran sebagai perantara, pedagang dan produsen. Sikap Be-
landa memang lebih keras; gerak orang Cina semakin di-
batasi. Namun sikap ini tetap tidak mampu mengontrol
orang Cina dalam menguasai jaringan ekonomi. Terbukti,
pada akhir abad 18 orang-orang Cina mampu menguasai
tanah-tanah perkebunan yang ada di Jawa. Kekuasaan mereka
atas pribumi sangat besar, karena sistem sewa yang dite-
rapkan mengakibatkan pribumi tidak memiliki kekuatan
yang berarti. Menurut Furnivall # yang disewakan saat itu

48. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 407.
49, Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 408.
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bukan tanah melainkan yurisdiksi, sehingga tanah akan
mengikuti orang dari pada orang mengikuti tanah. Akibat-
nya, orang Cina tidak hanya menjadi penyewa tanah, me-
lainkan juga penguasa masyarakat.

Praktik ini semakin melengkapi kekuasaan orang Cina
ketika mereka juga menguasai jaringan perdagangan. Oleh
karenanya, ketika VOC dinyatakan bangkrut pada 1798,
ada anggapan bahwa, selain kesalahan menejemen dan ko-
rupsi, kehancuran perusahaan ini juga disebabkan oleh tin-
dakan bisnis orang Cina. VOC terus menerus menderita
kerugian akibat kekayaan Indonesia banyak yang disedot
oleh kalangan Cina. Anggapan ini mungkin ada benarnya,
karena pada akhir abad delapan belas orang Cina praktis
menguasai roda ekonomi di Indonesia, khususnya di Jawa.

Pada periode ini, hubungan antara orang Cina dan
pribumi semakin menjauh. Orang Cina yang datang ke In-
donesia tidak lagi terbatas pada laki-laki, sehingga proses
asimilasi mulai terhenti. Pada saat yang sama, Belanda juga
membatasi gerak orang Cina dengan cara menerapkan atur-
an-aturan khusus yang memisahkan mereka dari penduduk
pribumi. Akibatnya, komunikasi antarkeduanya tidak lagi
intensif. Periode ini mulai mencatat keketegangan antarke-
dua komunitas seperti yang terjadi di Sambas, Kalimantan
Barat, pada 1760. Kecenderungan lain yang juga tampak
dalam periode ini adalah kehadiran orang Cina untuk men-
jadi pekerja atau penambang sebagaimana yang terlihat di
Kalimantan Barat dan Palembang.

Abad 19 sampai awal abad 20 merupakan masa kris-
talisasi segregasi rasial di Indonesia. Di satu sisi, meskipun
secara politis lemah, bangkrutnya VOC semakin membuat
orang Cina leluasa dalam menguasai kehidupan ekonomi.
Sedangkan di sisi lain, Belanda, yang juga memiliki kepen-
tingan ekonomi, berusaha menerapkan kebijakan-kebijakan
politik yang dapat menguntungkan kedudukan mereka.

Sebelum Indonesia jatuh ke tangan Inggris pada 1811-
1816 karena Negeri Belanda dikuasai rezim Napoleon I dari
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Perancis, Gubernur-Jenderal Daendels pernah mengupa-
yakan agar pasukan Belanda di Indonesia diperkuat. Ia
memprakarsai pembangunan jalan antara Anyer sampai Pa-
narukan untuk memperkuat pertahanan darat.® la juga me-
nerapkan kebijakan menaikkan gaji pegawainya. Akibatnya,
ia mengalami kesulitan untuk membayar anggaran belanja
yang membumbung, sehingga ia harus menjual tanah-tanah
yang tidak dikuasai oleh pangeran-pangeran setempat. Ten-
tu saja kebijakan ini semakin memperkuat posisi ekonomis
orang Cina, karena kebanyakan yang mampu membeli ada-
lah mereka. Salah satu yang mencolok dalam hal ini adalah
penjualan tanah di Probolinggo seharga dua setengah juta
gulden kepada kapten Cina Han Ti Ko.

Situasi ekonomi Indonesia pada saat Inggris mulai men-
jajah benar-benar timpang. Orang Cina menempati strata
ekonomi makmur, sedangkan pribumi banyak yang men-
derita karena harus menggadaikan sawah mereka. Stamford
Raffles, yang menjadi gubernurjenderal saat itu meman-
dang bahwa situasi buruk ini merupakan bukti dari kese-
wenang-wenangan Belanda dan kerakusan orang Cina. Bah-
kan terhadap keserakahan orang Cina Raffles sempat men-
julukinya sebagai penyakit negeri ini (pest of the country).s
Kendati demikian, pemerintahan Raffles yang tidak berumur
panjang tersebut tidak mampu mengubah keadaan. Dapat
dikatakan bahwa kehadiran Inggris waktu itu tidak berpe-
ngaruh banyak bagi perbaikan nasib pribumi maupun hu-
bungan antara orang Cina dan pribumi.

Setelah Belanda mendapatkan kekuasaannya kembali
pada 1816, ketimpangan ekonomi semakin bercampur de-
ngan persoalan politik. Pihak yang menderita kerugian tam-

50. Hall, A History of South East Asia, halaman 407.
51. Hall, A History of South East Asia, halaman 409.
52. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 409.
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paknya bukan hanya pribumi, tetapi juga orang Cina sendiri.
Melalui kebijakan Tanam Paksa (Cultuur Stelsel) yang digu-
lirkan oleh Gubernur-Jenderal van den Bosch pada 1830,
kedua komunitas itu sama-sama menderita kerugian. Sistem
ini diterapkan karena Belanda berkepentingan untuk mem-
peroleh keuntungan besar di pasaran internasional. Oleh
karena itu para petani diharuskan menyediakan sebagian
lahan mereka untuk ditanami produk-produk ekspor. Aki-
batnya, para petani tidak lagi leluasa menentukan tanaman
yang hendak diproduksi, dan pada saat yang sama orang
Cina juga kehilangan akses langsung terhadap tanah.

Meskipun demikian, posisi orang Cina tetap jauh lebih
baik, karena sejak awal mereka telah banyak menguasai la-
han-Jahan petani. Oleh karenanya, meskipun pertanian lang-
sung berada di bawah kontrol Belanda, petani pribumi tetap
tidak dapat melepaskan diri dari ketergantungan mereka
terhadap orang-orang Cina. Pada tingkat tertentu, keduduk-
an para penguasa lokal pun tetap berada pada strata bawah
dibandingkan orang Cina. Sebagaimana para petani biasa,
mereka juga tidak dapat melepaskan ketergantungan dari
orang Cina. Ketidakberdayaan mereka di hadapan orang
Cina dan Belanda pada gilirannya semakin membuat war-
ga pribumi menderita.

Situasi tersebut semakin parah ketika pada akhir abad
19 Belanda memasuki Periode Liberal. Periode ini ditandai
dengan kebijakan pemerintah kolonial untuk memberi pe-
luang bisnis yang besar terhadap perusahaan swasta, baik
yang dikelola Belanda maupun Cina. Kalangan Cina segera
memanfaatkan peluang ini dengan melebarkan sayap usa-
ha mereka ke berbagai sektor perdagangan. Namun demiki-
an, pada periode ini orang Cina masih lebih banyak ber-
gantung pada sektor jasa perantara. Dalam praktiknya mere-
ka sering berperan sebagai rentenir untuk mendapatkan
komoditi dari petani dan menjaga kekuasaan mereka atas
pribumi. Mereka juga memperoleh keuntungan dalam jum-
lah yang besar dari monopoli atas opium, rumah gadai, dan
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tempat-tempat perjudian. Di pihak lain, dengan investasi
besar, perusahaan Belanda dan Eropa lain lebih banyak
mengkonsentrasikan diri dalam bisnis perkebunan dan
pertambangan. Mereka merekrut orang-orang pribumi dan
mendatangkan orang Cina untuk keperluan tenaga kerja.

Jarak antara pribumi dan orang Cina semakin lebar ke-
tika pemerintah kolonial benar-benar menerapkan yurisdiksi
yang bersifat rasial.® Sampai 1824 perkara-perkara sipil
orang Cina sepenuhnya ditangani oleh Pengadilan Eropa
(Raden van Justitie), sedangkan masalah kriminal ditangani
oleh Pengadilan Pribumi (Landraden). Hanya dibeberapa kota,
seperti Jakarta, Semarang dan Surabaya, masalah kriminal
orang Cina ditangani oleh Pengadilan Eropa. Setelah itu,
pemerintah kolonial mengubah kebijakan dengan mema-
sukkan orang Cina sepenuhnya dalam yurisdiksi pribumi.
Anehnya, menurut Purcell, pihak yang merasa keberatan
bukanlah orang Cina, melainkan para pengusaha Belanda,
dengan alasan mereka mendapat kesulitan ketika hendak
melakukan transaksi perdagangan. Maka pada 1855, peme-
rintah kolonial memasukkan kembali orang Cina ke dalam
Pengadilan Eropa seperti semula. Dalam perkembangan-
nya, keputusan ini memunculkan reaksi ketidakpuasan dari
orang Cina, karena dalam perkara kriminal masih tetap disa-
makan dengan pribumi. Maka pada 1918 desakan orang
Cina dikabulkan, dan mereka benar-benar menempati sta-
tus hukum yang sama dengan orang Eropa.

Pemilahan hukum yang didasarkan pada pertimbangan
rasial akhirya turut menciptakan strata sosial di kalangan
penduduk Indonesia. Golongan Eropa menempati tingkat
paling atas, Cina dan Timur Asing (Vreemde Qosterlingen)
lainnya seperti Arab berada di tengah, dan pribumi berada
pada posisi paling bawah. Pelapisan ini ternyata tidak hanya

53, Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 435-436.
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berlaku dalam masalah hukum, malainkan juga tercermin
dalam kedudukan ekonomi maupun budaya. Seperti yang
digambarkan oleh Jan OM Broek warga pribumi mewakili
golongan paling bawah yang berbasiskan pertanian; Cina
dan Arab menjadi kelas menengah pedagang; dan orang
Eropa, meskipun jumlahnya sedikit, menduduki posisi pa-
ling atas.> Akses mereka pada pendidikan juga berbeda-
beda, di mana tidak semua sekolah menerapkan sistem yang
sama. Orang Eropa memiliki sekolah sendiri dengan bahasa
Belanda sebagai pengantarnya; orang Cina juga memiliki
sekolah sendiri yang sebagian juga memakai bahasa Belan-
da; dan pribumi juga disediakan sekolah sendiri yang tentu
saja lebih rendah mutunya.

Meskipun orang Cina tampak diuntungkan oleh kebijak-
an pemerintah, secara politis mereka tetap saja lemah. Pada
umumnya perlakuan terhadap orang Cina lebih banyak di-
dorong oleh motif ekonomi, di mana Belanda merasa sangat
berkepentingan terhadap tenaga dan keterampilan mereka.
Sampai 1910 gerak orang Cina benar-benar sangat terbatas.5s
Mereka hanya diperbolehkan tinggal di tempat-tempat ter-
tentu di dalam kota yang sudah ditentukan oleh pemerin-
tah. Biasanya, tempat-tempat tersebut kemudian berubah
menjadi arena perdagangan dan sekaligus menjadi tempat
tinggal. Jika hendak pergi ke luar dari wilayah tersebut,
mereka harus mendapatkan ijin khusus dari penguasa.
Mereka yang memiliki kegiatan perdagangan dengan
masyarakat di luar perkampungan diharuskan untuk me-
miliki kartu izin yang berlaku selama satu tahun.

Baru setelah 1910 pemerintah kolonial memberikan ke-
longgaran kepada orang Cina untuk bepergian. Mereka tidak
lagi harus membawa kartu ijin jika hendak meninggalkan

54. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 431.
55. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 439-440,
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wilayah perkampungan. Namun wilayah jelajah mereka
masih tetap dibatasi, yaitu hanya pada jalan-jalan utama di
Jawa. Praktik ini terus berlangsung hingga 1926 pada saat
pemerintah mencabut aturan pembatasan dan membebas-
kan orang Cina untuk bertempat tinggal di atau bepergian
ke tempat-tempat yang mereka ingini.5

Setelah Periode Liberal berakhir pada awal abad dua
puluh, Belanda menerapkan kebijakan yang dikenal dengan
Politik Etis. Tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki
nasib pribumi yang cenderung semakin parah dan, pada
saat yang sama, membatasj jangkauan kegiatan ekonomi
orang Cina. Salah satu upaya yang dilakukan adalah meng-
hapus monopoli orang Cina atas opium dan rumah gadai
Tentu saja orang Cina dirugikan oleh keputusan ini, karena
keduanya merupakan bisnis utama bagi mereka yang ba-
nyak mendatangkan untung, Pada saat yang sama pemerin-
tah kolonial mendirikan bank yang secara khusus menye-
diakan kredit untuk pertanian. Selain itu pemerintah juga
mulai menyediakan fasilitas pendidikan tinggi bagi pribumi.

Namun kebijakan ini tetap saja tidak mampu mengge-
ser orang Cina dari posisi mereka semula. Kekayaan yang
telah diperoleh selama itu ternyata cukup untuk memper-
tahankan peran dan keunggulan mereka dalam bidang
ekonomi. Setelah meninggalkan sektor perantara, sedikit
demi sedikit mereka mulai berinvestasi dalam bidang-
bidang produksi dan manufaktur. Mereka juga mulai me-
ngalahkan dan mengambil alih bidang-bidang produksi,
seperti batik yang semula dipegang oleh pribumi. Ke-
cenderungan ini menandai perubahan peran ekonomi orang
Cina dari kegiatan ekonomi parasitik menuju konstruktif.
Jika sebelumnya keuntungan didapat dari kegiatan mereka

56. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 439-440.
57. Purcell, The Chinese in Southeast Asia, halaman 444-445,
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sebagai perantara atau rentenir, maka saat ini mereka mem-
perolehnya dengan cara berproduksi.

Bagaimanapun, sampai akhir masa penjajahan hubung-
an orang Cina dengan pribumi tetap berjarak. Meskipun
telah diterapkan Politik Etis yang cukup menguntungkan
pribumi, orang Cina tetap menjadi komunitas eksklusif.
Selain telah lama terbiasa dalam kondisi ini, pemerintah
kolonial juga tidak pernah berminat mencairkan hubungan
antarkedua komunitas. Pada saat yang sama, dengan
kekayaan yang dimiliki serta status hukum yang disandang,
orang Cina justru lebih dekat dengan orang Eropa. Mereka
dapat masuk sekolah Belanda, bergaul dengan orang Be-
landa, dan pada gilirannya mengidentifikasikan diri dengan
Belanda. Maka ketika memasuki masa perjuangan kemer-
dekaan —dan bahkan sampai pada masa Indonesia merde-
ka— orang Cina mendapat banyak kesulitan dalam menen-
tukan posisi diri mereka. Bukan tidak mungkin bahwa dis-
kriminasi Belanda yang berlangsung begitu lama telah mem-
buat orang Cina tidak begitu peduli terhadap urusan-urusan
di luar ekonomi dalam kaitannya dengan posisi diri mere-
ka di Indonesia merdeka.

Cina dan Kemerdekaan Indonesia

Melihat sikap orang Cina yang apolitis, berbagai ang-
gapan yang bernada pejoratif mulai beredar di tengah
masyarakat. Seperti telah diungkapkan sebelumnya, beber-
apa kalangan Eropa menilai orang Cina sebagai sosok bina-
tang ekonomi yang rakus. Mereka rajin bekerja, berbakat
dalam berdagang, ulet, cerdik, tetapi rakus, licik dan hanya
mementingkan harta. Sehubungan dengan posisi mereka di
Asia Tenggara, ada sementara kalangan yang menggambar-
kan bahwa orang Cina bersikap tidak peduli kepada siapa
yang mengendalikan “sapi-sapi di wilayah ini sejauh mere-
ka dapat menyusunya.” Dengan kata lain, mereka tidak
peduli siapa yang memerintah Asia Tenggara; yang pen-
ting mereka dapat memperoleh untung. Kesan ini akan tera-
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sa lebih ekstrim lagi jika dikaitkan dengan anggapan lain
bahwa ‘sekali Cina tetap Cina.’ Meskipun demikian, ada
sementara pengamat yang melihat nasib orang Cina di sini
sebagai sebuah ironi. Meskipun mereka kaya, mereka sering
menghadapi kesulitan dalam menentukan posisi diri mere-
ka di tengah komunitas-komunitas lain. Jika mereka ber-
sikap loyal terhadap pemerintah, orang akan menganggap
oportunis; namun jika mereka melawan sistem yang ber-
laku, mereka akan segera dituduh tidak loyal dan terlibat
dalam tindakan subversi. Suasana ini tampaknya dapat
menggambarkan posisi orang Cina memasuki abad dua
puluh di Indonesia.

Memasuki abad dua puluh situasi masyarakat Cina di
Indonesia mengalami berbagai perubahan. Di samping
adanya perubahan-perubahan kebijakan pemerintah kolo-
nial terhadap komunitas Cina, orang Cina di negeri ini juga
mulai menunjukkan kepedulian yang besar terhadap
masalah politik. Gejala ini muncul berkaitan dengan per-
ubahan politik di negeri Cina, yaitu mulai berkembangnya
kesadaran nasional. Pengaruh dari Cina telah terasa sejak
akhir abad sembilan belas, karena organisasi Cina pertama,
Tiong Hwa Hwe Koen (THHK), telah berdiri sejak 1900.5 Ber-
dirinya organisasi ini dimaksudkan sebagai wadah untuk
menyatukan orang Cina di Hindia Belanda dalam rangka
mencapai cita-cita ideal bangsa Cina.

Semangat nasionalisme di kalangan orang Cina Indo-
nesia cukup tinggi. Selain berfungsi sebagai wadah untuk
berhimpun, THHK juga menyediakan berbagai program
kebudayaan dan ekonomi yang dimaksudkan untuk mem-

58. Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,”
dalam The Chinese In Indonesia; Five Essays (ed.) J.A.C. Mackie {Hong Kong,
Singapore, Kuala Lumpur : Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976)
halaman 26.
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perkuat posisi orang Cina. Mereka menyelenggarakan kur-
sus-kursus bahasa Cina dan juga menyelenggarakan sekolah
bagi anak-anak Cina di Indonesia. Aktivis organisasi ini juga
mensponsori berdirinya Kamar Dagang Cina (Siang Hwees)
bagi kepentingan ekonomi mereka dengan dunia luar.
Hubungan mereka dengan negeri leluhur sangat erat. Be-
berapa kali misi diplomatik Cina mengunjungi Hindia Be-
landa dengan maksud menjalin kontak dengan anggota
THHK. Apalagi saat itu undang-undang kewarganegaraan
Cina mengakui mereka sebagai warga negara Cina.*® Oleh
karenanya, pemerintah kolonial sendiri mulai disibukkan
oleh kebangkitan nasionalisme di kalangan masyarakat Cina
ini.

Setelah kaum nasionalis Cina yang dipimpin oleh Sun
Yat Sen berhasil menguasai panggung politik Cina, nasio-
nalisme warga keturunan di Indonesia semakin menjadi
militan. Hal ini di antaranya ditandai oleh keberhasilan
THHK merekrut tokoh-tokoh bisnis ke dalam organisasi ini.
Sementara itu pemuka-pemuka tradisional Cina yang lebih
loyal kepada Belanda —dan lebih bersifat apolitik— mulai
kehilangan pengaruh. Meskipun mereka masih menjadi
pemimpin formal di kalangan masyarakat Cina, dalam ke-
nyataan adalah tokoh-tokoh THHK yang sebenarnya lebih
berpengaruh.

Kesetiaan terhadap negeri leluhur tampak dipicu oleh
keyakinan bahwa bagaimanapun keberadaan mereka di
Indonesia tetaplah sebagai orang asing. Oleh karenanya,
semangat nasionalisme yang mulai berkobar di Cina mun-
cul sebagai momentum bagi orang Cina Indonesia untuk
mendefinisikan kembali identitas kultural-politik mereka
yang selama ini tidak jelas. Semangat ini semakin menguat

59. Leo Suryadinata, China and Asian States: Chinese Dimension (Singapore: Si-
ngapore University Press, 1985) halaman 24.
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karena bercampur dengan sikap anti kolonialisme dan im-
perialisme yang merebak di seluruh Asia.

Pihak pribumi tentu merasa tidak senang terhadap
kecenderungan politik orang Cina. Selain tidak memiliki
loyalitas terhadap Indonesia, mereka juga memperlemah
posisi ekonomi kebanyakan penduduk. Banyak pengusaha
pribumi yang semakin terjepit karena kalah bersaing de-
ngan orang Cina yang memiliki modal besar. Sebagai res-
pons terhadap gejala ini, misalnya, RM Tirto Adi Suryo dan
H. Samanhudi berusaha menggalang kekuatan pengusaha
pribumi melalui Sarekat Dagang Islam (SDI). Tujuan utama
gerakan ini adalah untuk meningkatkan usaha dagang
pribumi, menjalin jaringan antarpengusaha pribumi dan
memajukan Islam.

Anggota SDI pernah melancarkan boikot terhadap Cina
dengan cara tidak membeli barang dagangan mereka. Pada
waktu itu pengusaha Cina mulai menguasai barang-barang
yang berkaitan dengan produksi batik seperti mori (kain
putih), malam dan zat pewarna. Mereka memang tidak mem-
produksi langsung, malainkan bertindak sebagai penyalur
(leveransir). Namun karena modal yang dimiliki besar, para
leveransir dapat dengan mudah mempermainkan dan mem-
buat pengrajin batik menjadi tergantung. Dihadapkan de-
ngan semangat nasionalisme bangsa Indonesia yang sedang
berkobar, gerakan anti-Cina yang bermula di Solo sempat
meluas, dan bahkan menimbulkan bentrokan-bentrokan
fisik.

Dominasi THHK di kalangan orang Cina Indonesia
mulai melemah pada 1928 manakala salah seorang ang-
gotanya mendirikan organisasi tandingan, Cung Hwa Huwe
(CHH). Pendiri oraganisasi ini, H.H. Kan, merasa bahwa
THHK tidak representatif karena kurang mengakomodasi
kepentingan orang Cina di Hindia Belanda. Namun dalam
konteks internasional, kemunculan organisasi tandingan ini
sangat dipengaruhi oleh perebutan kekuasaan di Cina an-
tara kaum nasionalis, Kuomintang, dan kaum komunis.
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Akibatnya, banyak orang Cina Indonesia kesulitan menen-
tukan sikap politik mereka, karena secara ideologis kaum
komunis tidak akan dapat menampung aspirasi mereka
yang cenderung kapitalistik.

Aspirasi politik CHH sangat berbeda dari THHK, kare-
na yang pertama lebih menekankan ideologi integrasionis.
Mereka tidak setuju atas sikap kaum nasionalis THHK yang
lebih loyal kepada negara leluhur. Sebaliknya mereka se-
cara terang-terangan menyatakan loyal kepada pemerintah
Hindia Belanda.®® Agenda utama yang mereka tekankan
adalah upaya memperjuangkan kepentingan orang Cina di
negeri ini agar memperoleh perlakuan yang baik dari pe-
nguasa. ‘

Pada 1931 muncul organisasi tandingan lain yaitu Par-
tai Tionghwa Indoresia (PTI). Baik CHH maupun PTI sama-
sama memiliki kecenderungan integrasionis, di mana ko-
munitas Cina dipandang sebagai satu kesatuan kepenting-
an politik yang terpisah dari komunitas lain. Organisasi
politik ini didirikan sebagai protes terhadap sikap CHH yang
tidak memberikan apresiasi terhadap perjuangan kaum na-
sionalis Indonesia yang berusaha memperoleh kemerde-
kaan. Selain itu, kalangan PTI juga merasa bahwa CHH
hanya mengakomodasi kepentingan orang Cina kaya.

Benih-benih asimilasi mulai tumbuh dari organisasi ini,
meskipun masih sangat terbatas. Misalnya, Tjoa Sik Ien, salah
satu tokoh pendidikan PTI, menerapkan kebijakan yang
memperkenankan pribumi masuk sekolah Cina.5' Kendati
demikian, sikap ini belum menjadi kebijakan organisasi,
karena kebanyakan tokohnya masih memandang bahwa
orang Cina tidak mungkin bisa berasimilasi dengan pihak
pribumi. Maka ketika Kwee Hing Tijiat, salah seorang edi-

60. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 33.
61. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 35.
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tor Sin Po, yang pernah menjadi pengikut paham nasionalis
Cina, mengemukakan ide tentang asimilasi, banyak kalang-
an PTI merasa keberatan.® Mungkin karena alasan ini, PTI
dan juga Partai Arab Indonesia (PAT), tidak dimasukkan
sebagai anggota penuh dalam gabungan partai-partai poli-
tik bangsa Indonesia pada zaman perjuangan kemerdekaan.

Menjelang kemerdekaan Indonesia, posisi politik orang
Cina belum tampak jelas. Anggota CHH terbukti lebih loyal
kepada Belanda, sementara PTI lebih mementingkan pen-
capaian aspirasi kelompok Cina. Kalaupun ada orang Cina
yang masuk dalam jajaran kelompok nasionalis Indonesia,
hal itu lebih merupakan keputusan dan partisipasi pribadi
yang sama sekali tidak mewakili komunitas. Fenomena ini
terus berlangsung sampai pendudukan Jepang, di mana
orang Cina masth belum jelas posisinya. Ketika Jepang men-
darat di Indonesia, proteksi Belanda terhadap orang Cina
secara otomatis hilang. Pada saat itulah terjadi penjarahan
dan perampokan terhadap orang Cina dalam skala besar
yang dilakukan oleh pribumi. Pada tingkat tertentu, pe-
nguasa Jepang juga menaruh rasa curiga atas kesetiaan orang
Cina. Maka, untuk mengatasi hal itu, Jepang secara lang-
sung turun tangan dalam pemilihan ketua komunitas Cina
sebagaimana halnya Belanda ketika memilih Kapiten Cina.s®

Memasuki masa kemerdekaan, orang Cina masih tetap
belum menentukan pilihan politik mereka. Beberapa orang
Cina yang kemudian terlibat dalam perjuangan mendiri-
kan negara dan dalam proses penyelenggaraan pemerin-

62. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 36.

63. Kolonel Nakayama Yoshito, yang bertindak sebagai salah satu komandan
pasukan Jepang di Batavia, pernah berpidato di hadapan masyarakat Cina
seternpat. Secara eksplisit ia kemukakan bahwa pada dasarnya tentara
Jepang meragukan kesetiaan mereka. Hal ini, menurut Nakayama, disebab-
kan oleh kecenderungan orang Cina di Jawa yang lebih memihak rezim
Chunking dan anti-Jepang. Lihat Shigeru Sato, War, Nationalism and Peas-
ants (St. Leonards : Allen &Unwin, 1994), halamman 42.
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tahan lebih banyak bertindak atas nama pribadi. Terhadap
situasi yang demikian itu, kalangan pribumi merasa tidak
puas. Apalagi sebelumnya terbukti bahwa pemimpin CHH
jelas-jelas berpihak kepada Belanda. Ketidaksenangan pribu-
mi itu kemudian terekspresikan dalam berbagai peristiwa,
khususnya ketika Belanda hendak menegakkan kembali
kekuasaan mereka di negeri ini. Salah satu peristiwa yang
cukup dikenal adalah tragedi yang terjadi di Tangerang pada
1946. Sebanyak 600 orang Cina mati terbunuh dalam huru-
hara yang berlangsung selama tiga hari; 1.500 rumah pen-
duduk Cina dibakar, dan tidak kurang dari 25.000 orang
Cina melarikan diri ke Jakarta. Pada akhir 1946 peristiwa
serupa juga terjadi di Bagansiapiapi yang memakan kor-
ban 200 jiwa. Tahun berikutnya peristiwa yang sama terjadi
di Palembang yang menelan korban 250 jiwa.%

Ada komentar yang menyatakan bahwa pada dasarnya
orang Cina bersikap netral. Akan tetapi, mereka masuk
dalam posisi terjepit ketika terjadi pertempuran dan pere-
butan kekuasaan antara pribumi dan Belanda. Mereka men-
jadi sasaran ketidaksenangan pribumi atas perilaku dan
sikap mereka pada masa-masa sebelumnya. Sementara itu
Belanda tidak bisa berbuat banyak, karena harus meng-
hadapi perlawanan pribumi di semua tempat.

Khususnya setelah tragedi Tangerang, banyak orang
Cina yang tinggal di kota kecil terdorong untuk pindah ke
kota besar. Mereka berusaha menyelamatkan diri dengan
cara bergabung dengan sesama orang Cina, karena merasa
terancam oleh pribumi dan juga oleh pertempuran yang
terjadi di sekitar mereka. Di tempat-tempat yang baru itu,
orang Cina berusaha untuk tidak melibatkan diri dalam
konflik perjuangan kemerdekaan. Sebaliknya, melalui pe-

64. Garth Alexander, Silent Invasion: the Chinese in Southeast Asiz (London :
Macdonald, 1973), halaman 37.
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rundingan dengan pihak Balanda, mereka mulai menyusun
pasukan sendiri yang dinamakan Pao An Tui untuk mem-
bentengi diri.®® Pasukan ini secara khusus menjaga dan
mengamankan komunitas Cina dari gangguan dan akibat-
akibat peperangan. Tentu saja keputusan tersebut semakin
mendatangkan rasa tidak senang dari pihak pribumi.

Setelah perundingan Meja Bundar ditandatangani, po-
sisi politik orang Cina menjadi semakin sulit. Di satu sisi,
mereka harus menerima kenyataan bahwa penguasa negara
yang baru adalah pribumi yang sejak berabad-abad berada
dalam strata paling bawah. Dj sisi lain, mereka juga tidak
bisa memungkiri kenyataan bahwa partisipasi mereka dalam
menegakkan kemerdekaan sangatlah sedikit. Sementara itu,
ketidaksenangan pribumi, khususnya kaum nasionalis dan
golongan kanan, juga tidak dapat dibendung. Masalah terse-
but menjadi semakin rumit manakala persaingan politik dan
ekonomi antara dua komunitas ini sudah mengakar lama
dalam sejarah.

Dalam pada itu, visi politik orang Cina masih tetap
dikuasai oleh kaum integrasionis. Oleh karena berpegang
pada anggapan bahwa orang Cina berbeda dari pribumi
dalam segala hal, maka perasaan sebagai minoritas menja-
di kuat. Rasa beda ini semakin mendalam ketika komunitas
Cina memiliki sarana-sarana untuk terus memperkuat iden-
titas kultural mereka. Mereka mendirikan sekolah Cina,
kelompok kebudayaan Cina, dan juga media cetak berba-
hasa Cina. Salah satu wadah yang mengayomi kepenting-
an-kepentingan tersebut adalah Badan Permusjawaratan
Kewarganegaraan Indonesia (Baperki) yang dibentuk pada
1954.%¢

65. Charles A. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis (Kuala Lumpur: Oxford
University Press, 1983), halaran 26.

66. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indoensia,” halaman 45.
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Secara formal Baperki merupakan organisasi massa, teta-
pi pengaruh politiknya cukup kuat. Organisasi ini berhasil
menarik simpati orang Cina, baik dari kalangan keturunan
maupun fotok. Aspirasi politik anggota Baperki cukup bera-
gam, tetapi pemimpin besarnya, Siauw Giok Tjhan, memi-
liki kedekatan dengan kelompok komunis (PKI).” Agenda-
agenda politik Baperki masih mirip dengan organisasi so-
sial dan politik Cina sebelumnya, yaitu mengupayakan ke-
pentingan orang Cina agar tertampung dalam perpolitikan
Indonesia. Siauw merupakan seorang figur yang tidak
menyukai ide-ide asimilasi atau pembauran kultural anta-
ra Cina dan pribumi. Baginya masyarakat Indonesia adalah
majemuk, dan orang Cina merupakan salah satu unit dari
kemajemukan itu.

Sampai akhir 1950an belum ada perubahan yang berar-
ti dalam peta politik orang Cina maupun dalam hubungan
mereka dengan pribumi. Bahkan yang terjadi justru seba-
liknya, di mana semangat anti-Cina terus menguat dan ke-
inginan untuk memperkokoh posisi ekonomi pribumi juga
menguat. Pada periode ini pemerintah Indonesia mulai
menerapkan Politik Benteng yang bertujuan untuk melak-
sanakan Indonesianisasi perdagangan ekspor-impor dan
sekaligus membatasi peran Cina dalam kehidupan ekonomi.
Namun alokasi impor yang disediakan pemerintah bagi
pengusaha pribumi yang hanya 10-40 persen telah menda-
tangkan protes dari orang Cina.

67. Tidak ada data yang menyatakan bahwa Siauw terlibat langsung dalam
PKI. Namun kedekatannya dengan kalangan PKI dapat dilihat, misalnya,
dari komentar Yap Thiam Hien, tokoh asimilasi dan mantan wakil Siauw
di Baperki yang kemudian memisahkan diri, bahwa Siauw cenderung
melihat masalah hubungan pri-nonpri berdasarkan kacamata komunis. Saat
terjadi G 30 5/PKI, nama Siauw juga tercantum dalam daftar jajaran Dewan
Revolusi, meskipun setelah kejadian berlalu ia menyanggah bahwa diri-
nya tidak mengerti mengapa Letkol Untung memasukkan namanya dalam
daftar tersebut. Lihat, Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political
Activity in Indonesia,” halaman 55-62.
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Pada 1956 Indonesia juga menerapkan Gerakan Assaat
yang bertujuan untuk mengurangi kekuasaan orang Cina
dalam perekonomian Indonesia.®® Tuntutan lainnya adalah
diadakannya garis pemisah antara bangsa Indonesia dan
warga negara Cina serta perlindungan khusus bagi kepen-
tingan pribumi. Gerakan ini tidak sepenuhnya berhasil; di
antaranya disebabkan oleh praktik kolusi yang terjadi antara
pengusaha Indonesia dan Cina sendiri. Namun pada 1959,
keinginan untuk menegakkan ekonomi pribumi semakin
didukung pemerintah ketika dikeluarkan aturan baru yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah nomor 10.# Kebijak-
an ini menetapkan larangan kegiatan perdagangan bagi pi-
hak asing di daerah Swatantra I dan II serta Karesidenan.
Dengan sendirinya banyak orang Cina, yang saat itu masih
menganut warga negara ganda atau asing, harus pindah ke
kota yang lebih besar dan meninggalkan jaringan dagang
yang selama itu mereka kuasai.

Keputusan pemerintah ini sempat membuat hubungan
politik Indonesia dengan Republik Rakyat Cina (RRC) mem-
buruk. Kalangan pejabat tinggi RRC berulangkali mem-
protes sambil mengecam pemerintah Indonesia. Mereka juga
menyebarkan propaganda terhadap pemerintah Indonesia
melalui stasiun-stasiun radio yang mereka pancarkan ke luar
Cina. Namun tampaknya mereka melihat bahwa keputus-
an tersebut tidak sepenuhnya didukung oleh Presiden
Soekarno; mereka juga menilai bahwa diskriminasi terhadap
orang Cina lebih banyak dilancarkan oleh kalangan sayap
kanan dan Angkatan Darat yang disebut sebagai unsur-un-
sur reaksioner dalam rezim Soekarno.”

68. Mely G. Tan, “Masalah Mayoritas-Minoritas di Indonesia,” Prisma (8 : Agus-
tus 1976)

69. ].A.C. Mackie, “Anti Chinese Outbreaks in Indonesia,” dalam The Chinese
in Indonesia: Five Essays (ed.) J.A.C. Mackie (Hong Kong, Singapore, Kula
Lumpur : Heinemann Educational Books (Asia) Ltd., 1976) halaman 89.

70. LA.C. Mackie, “Anti Chinese Qutbreaks in Indonesia,” halaman 91 & 110.
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Penilaian RRC cukup beralasan, karena menteri perda-
gangan yang mengumumkan keputusan tersebut, Rachmat
Moeljosemito, berasal dari unsur Nahdlatul Ulama (NU).
Sedangkan pihak yang paling keras melaksanakan keputus-
an adalah Angkatan Darat.” Seperti terlihat di Jawa Barat,
orang Cina memang diharuskan dan dipaksa keluar dari
kantung-kantung mereka di kota-kota kecil. Proses pelak-
sanaannya sendiri dipimpin langsung oleh Kolonel Kosasih.
Dari sini terlihat bahwa keduanya tidak memiliki kesamaan
visi politik dengan Soekarno yang senantiasa dekat serta
melindungi kelompok kiri. Maka, meskipun pemerintah
RRC sempat merepatriasi Cina Indonesia sebanyak 400 ribu
orang, mereka akhirnya menghentikan protes-protes mere-
ka sendiri.”

Kecenderungan Soekarno untuk terus melindungi go-
longan komunis sedikit banyak telah memberi angin kepa-
da Baperki. Meskipun secara formal organisasi ini tidak
punya hubungan dengan PKI, pemimpinnya memiliki
kecenderungan kuat terhadap pola pikir politik komunis.
Dalam banyak kesempatan, misalnya, Siauw senantiasa
merujuk sistem Cina dan Uni Sovyet sebagai model ideal
bagi penanganan masalah minoritas. Ia juga sangat dekat
dengan tokoh PKI Tan Ling Djie.” Pemimpin Baperki lain,
Oei Tjoe Tat, yang bertindak sebagai wakil Siauw, jelas-jelas
mengadakan kerjasama dengan pihak komunis. Untuk itu,
dengan dukungan Soekarno dan kalangan komunis, visi
politik Baperki yang memisahkan orang Cina dari pribumi
tetap dapat bertahan.

Sebenarnya, sikap Siauw yang terus berupaya menye-
ret Baperki ke dalam kelompok komunis telah dikritik oleh

71. ].A.C. Mackie, “Anti Chinese Qutbreaks in Indonesia,” halaman 84.

72. David Mezingo, Chinese Policy toward Indonesia, 1949-1967 (Ithaca and Lon-
don: Cornell University Press, 1976), halaman 175.

73. Coppel, “Pattemns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 47.
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Yap Thiam Hien.” Akan tetapi, kedekatan Siauw dengan
kalangan Soekarno mampu melindungi Siauw untuk terus
memimpin Baperki dan menjalankan aspirasi politiknya.
Bahkan ketika sekelompok tokoh Cina yang tergabung
dalam golongan asimilasionis membuat manifesto pada
1960, posisi Siauw tetap tidak tergoyahkan. Bagi kalangan
asimilasionis seperti Auwjong Peng Kun dan Injo Beng Goat,
sikap politik Siauw sama halnya dengan sikap loyal ber-
syarat.” Dengan kata lain, karena golongan integrasionis
selalu menekankan persamaan hak terhadap minoritas,
mereka akan loyal terhadap negeri ini selama mereka merasa
diperlakukan secara adil. Seharusnya, menurut golongan
asimilasionis, orang Cina memberikan loyalitas mereka
sepenuhnya kepada negara Indonesia dengan cara melebur-
kan diri ke dalam masyarakat setempat.

Hubungan pribumi dengan orang Cina sepanjang lima
tahun pertama 1960an sangat tidak stabil. Pemulangan orang
Cina dalam jumlah besar pada tahun-tahun awal segera di-
susul oleh bentrokan yang terjadi di banyak tempat. Ham-
pir di seluruh kota di Jawa dan beberapa lagi di luar Jawa,
pribumi meluapkan rasa ketidakpuasan mereka terhadap
kondisi ekonomi dan sikap politik komunitas Cina. Seperti
biasa, yang dijadikan sasaran adalah harta benda dan toko-
toko yang dimiliki oleh orang Cina. Rangkaian kerusuhan
ini semakin memuncak ketika PKI gagal melakukan kudeta
yang telah memakan korban beberapa jenderal dari Angkat-
an Darat. Masyarakat segera bereaksi untuk menumpahkan
kemarahan terhadap sesuatu yang berbau Cina, karena se-
belumnya memang terlihat tanda-tanda bahwa banyak
pemimpin Baperki yang berkolaborasi dengan pihak PKI.
Beberapa lama kemudian, pemerintah mengambil tindakan

74. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 47.
75. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indonesia,” halaman 55,
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untuk menutup sekolah-sekolah Cina, Kamar Dagang Cina,
koran-koran berbahasa Cina dan segala sesuatu yang men-
jurus pada eksklusivitas komunitas ini.

Pandangan Leo Suryadinata mungkin dapat dibenar-
kan bahwa pada dasarnya pengusaha Cina tidak memiliki
kepentingan terhadap ideologi komunis.” Kedekatan mere-
ka dengan PKI lebih disebabkan kepentingan pragmatis,
karena PKI terus melindungi kepentingan mereka diban-
dingkan kelompok nasionalis maupun golongan kanan yang
selalubersikap keras. Kendati demikian, sikap apolitik orang
Cina ini tetap tidak akan mampu meredakan ketidaksenang-
an pribumi terhadap mereka. Paling tidak, pihak pribumi
melihat bahwa sejak kemerdekaan—bahkan mungkin sejak
masa kolonial— kelompok Cina tidak cukup memberikan
penghargaan terhadap nasib yang diderita pribumi. Seba-
liknya, meskipun mungkin berada di luar kehendak mere-
ka, orang Cina secara umum lebih banyak menikmati
kekayaan yang dipandang milik pribumi.

Peristiwa-peristiwa politik yang terjadi selama tahun-
tahun awal 1960an lebih banyak menjadi pemicu atas
masalah yang sebenarnya sudah lama terpendam. Hal ini
semakin rumit ketika upaya-upaya yang dilakukan peme-
rintah dalam memberdayakan ekonomi pribumi sepanjang
tahun 1950 tidak memperlihatkan hasil yang memadai.
Maka yang terjadi adalah ungkapan ketidakpuasan dalam
bentuk gerakan massa yang sulit dikendalikan. Misalnya,
sepanjang 1963 terjadi amukan massa terhadap milik orang
Cina di berbagai kotia seperti Bandung, Sukabumi, Cirebon,
Medan, Glodok, Surabaya dan sebagainya.” Setelah terjadi
kudeta PKI amukan massa semakin meluas dan objeknya

76. Suryadinata, China and Asean States, halaman 21.
77. Mackie, " Anti-Chinese Qutbreaks in Indonesia,” halaman 97-100.
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bukan hanya pertokoan yang dimiliki Cina, tetapi juga ba-
ngunan-bangunan lain yang dimiliki oleh orang Cina. Kon-
flik pribumi-Cina terus saja terjadi, meskipun rezim Sukar-
no telah jatuh. Pada 1967 sebanyak 300-400 orang Cina men-
jadi korban dari amukan suku Dayak di Kalimantan. Sum-
ber lain mengatakan jumlah korban bahkan mencapai 4000-
5000 jiwa. Masalahnya bermula dari pembunuhan terhadap
orang Dayak oleh anggota gerakan komunis Paraku/PGRS
yang dibantu oleh Cina. Selain memakan korban, peristiwa
ini juga mengakibatkan ribuan orang Cina melarikan diri
ke pedalaman atau ke wilayah lain.7

Sampai masa Orde Baru posisi orang Cina tetap rentan.
Mereka dengan mudah menjadi sasaran ketidakpuasan
massa atas kondisi ketimpangan yang terjadi di sekeliling
mereka. Bahkan konflik antara pribumi-Cina terus saja ber-
langsung sepanjang pemerintahan Orde Baru. Meskipun
protesnya ditujukan kepada Jepang, misalnya, peristiwa
Malari pada 1974 telah menjadikan pihak Cina sebagai sasar-
an pengrusakan. Tahun sebelumnya pengrusakan serupa
juga terjadi di Bandung, karena dipicu peristiwa tertabrak-
nya tukang becak oleh orang Cina. Pada dekade 1980an
muncul lagi kejadian anti-Cina dalam skala besar yang di-
mulai dari Solo.” Sementara pada 1990an kejadian serupa
muncul di beberapa tempat seperti Medan, Situbondo, Ta-
sikmalaya, Rengasdengklok dan sebagainya. Ada kalanya
kejadian-kejadian tersebut dipicu oleh ketegangan langsung
antara orang Cina dengan pribumi. Namun ada kalanya juga
persoalan utamanya sama sekali tidak bersinggungan de-
ngan masalah Cina.

Meskipun demikian, posisi orang Cina pada masa Orde

78. Alexander, Silent Invasion, halaman 2.

79. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis, bab terakhir “The New Order Accom-
modation,” halaman 150-167.
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Baru sangat berbeda dari posisi mereka pada zaman Orde
Lama. Seperti yang dikemukakan Charles A. Coppel aktivi-
tas politik mereka sama sekali mati.®* Beberapa orang yang
terlibat dalam kegiatan politik lebih bertindak atas nama
pribadi, dan tidak berhubungan dengan status kecinaan
secara komunal. Terlihat, misalnya, tidak ada organisasi Cina
yang secara khusus ditujukan untuk mencapai kepentingan
politik komunitas ini. Salah satu organisast yang menonjol
pada periode ini, yaitu Badan Komunikasi Penghayat Ke-
satuan Bangsa (BAKOM-PKB) yang didirikan pada 1977,
merupakan perpaduan antara inisiatif beberapa tokoh Cina
dan pemerintah.®! Tujuan utama organisasi ini adalah men-
dorong proses asimilasi orang Cina dengan pribumi. Di
antara cara yang ditempuh adalah menjalin kerjasarna, dia-
log, kawin antaretnik, ganti nama, atau konversi ke dalam
Islam. Dengan demikian, aspirasi politik yang bersifat inte-
grasionis praktis tersingkir.

Situasi ini sebenarnya juga merupakan dampak dari
kebijakan politik yang ditempuh oleh pemerintah Orde Baru.
Sejak awal pemerintah telah mencanangkan stabilitas poli-
tik dalam rangka membangun ekonomi yang stagnan sejak
tahun-tahun akhir pemerintah Orde Lama. Langkah yang
ditempuh adalah mengurangi keterlibatan rakyat dalam
dunia politik melalui fusi partai politik dan kebijakan massa
mengambang. Akibatnya, ruang partisipasi politik bagi
rakyat menyempit, termasuk juga orang Cina. Selain itu,
pemerintah Orde Baru juga tidak memberi peluang bagi
masyarakat untuk melakukan kegiatan yang dapat mendo-
rong munculnya persoalan SARA (Suku, Ras dan Agama).
Oleh karenanya, dalam konteks Cina, pemerintah tidak se-
gan-segan menutup semua kegiatan dan organisasi yang

80. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis, halaman 167.
81. Coppel, Indonesian Chinese in Crisis, halaman 165.
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bersifat eksklusif. Bagaimanapun, masih terdapat kesan
bahwa pemerintah Orde Baru, dalam soal-soal politik, meng-
anaktirikan orang Cina, karena sejak awal mereka tidak
pernah melibatkan orang Cina dalam pemerintahan.
Dibanding dengan orang Arab, tingkat keterwakilan orang
Cina dalam eksekutif sangat jauh. Belum lagi, meskipun
kebanyakan orang Cina sudah menjadi warga negara Indo-
nesia, mereka masih juga disebut warga keturunan (WNI
Cina).®2

Agenda politik Orde Baru secara umum cukup berha-
sil, karena kebijakan tersebut dapat membuahkan kestabil-
an dan sekaligus memperkokoh kebangsaan. Namun di
bidang ekonomi pemerintah tampaknya masih dihadapkan
pada persoalan besar. Kebijakan yang dijalankan masih be-
lum dapat mengatasi adanya kesenjangan, khususnya antara
pribumi dan Cina. Sejak awal Orde Baru, misalnya, telah
muncul istilah cukong untuk menyebut pengaruh pengusa-
ha Cina dalam bidang ekonomi maupun politik. Para cukong
memang tidak memiliki posisi formal dalam pemerintah-
an, tetapi kedekatan hubungan mereka dengan pejabat tinggi
dan militer membuat daya tawar mereka kuat.®* Misalnya,
mereka mampu mempengaruhi proses tender dan menen-
tukan proyek, sehingga dapat memperoleh keuntungan yang
sangat besar. Sebagai contoh, Liem Sioe Liong, yang disi-
nyalir dekat dengan penguasa, berhasil menguasai kerajaan
bisnis dengan aset tiga setengah milyar dolar pada 1980.%

Kaitan antara pengusaha Cina dan pejabat pribumi tam-
paknya sudah menjadi rahasia umum dalam praktik poli-

82. Patrick Guinness, “Local Society and Culture,” dalam Indonesia’s New Or-
der (ed.) Hal Hill (Honolulu: University of Hawaii Press, 1994), halaman
287.

83. Jamie Mackie dan Andrew Macintyre, “Politics,” dalam Indonesia’s New
Order, halaman 34.

84. Jamie Mackie dan Andrew Maclntyre, “Polities,” dalam Indonesia’s New
Order, halaman 34.
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tik Indonesia. Sementara kebijakan ekonomi yang berusaha
membentengi kepentingan pribumi belum berjalan seperti
diharapkan. Bahkan pada tingkat tertentu pemerintah Orde
Baru justru lebih mengakomodasi kesiapan orang Cina
dalam kegiatan ekonomi untuk mempercepat pembangun-
an. Mereka memperoleh kesempatan untuk melakukan ke-
giatan bisnis atau mendanai dan menjalankan berbagai
proyek strategis dengan nilai milyaran atau trilyunan rupi-
ah. Mereka juga menjadi bagian penting dalam kegiatan
impor-ekspor maupun kegiatan investasi yang melibatkan
lembaga dana dan jaringan bisnis internasional. Pada saat
yang sama, pemerintah juga tidak membuat batasan-batasan
ruang bisnis seperti yang terjadi pada 1959. Akibatnya, ter-
lalu banyak pengusaha Cina yang menguasai industri hulu
sampai hilir. Di samping itu, mereka juga menguasai jaringan
bisnis eceran. Maka dapat dikatakan bahwa, meskipun pro-
ses asimilasi berlangsung cukup baik, jurang pemisah dalam
ekonomi belum dapat mencairkan hubungan antara orang
Cina dan pribumi. Orang Cina memang tidak lagi menun-
jukkan eksklusivitas budaya mereka. Kebanyakan generasi
mudanya juga sudah menjadikan bahasa Indonesia sebagai
bahasa ibu. Namun posisi ekonomi serta perlakuan peme-
rintah terhadap komunitas ini tetap membuat orang Cina
berjarak dari pribumi. Wajar kalau kemudian mereka sering
dijadikan kambing hitam oleh pribumi dalam setiap peris-
tiwa ketidakpuasan.
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RRC sebagai Adidaya Baru
dan Cina Perantauan;
ke Arah Pembentukan "Cina Raya”?

¢ & * ¢ Tidak peduli apakah kucing itu berwarna putih atau hitam. Yang penting
adalah, kucing itu dapat menangkap tikus.
Deng Xiaoping

Menjadi kaya adalah mulia.
Deng Xiaoping

Konsep “Negeri di Tengah Dunia” (Zhongguo) sedikit demi sedikit telah
ditinggalkan, dan yang muncul sekarang adalah konsep “Cina Raya”
{Zhonghua).

A. Dahana

Republik Rakyat Cina (RRC) adalah negara besar dengan
luas wilayah 9.561.000 kilometer, sedikit lebih besar dari
Amerika Serikat (AS). Setelah Uni Soviet mengalami disin-
tegrasi, RRC berbatasan dengan 14 negara: Korea Utara,
Mongolia, Rusia, Kazakhstan, Tajikistan, Afghanistan, Pa-
kistan, India, Nepal, Bhutan, Myanmar, Laos dan Vietnam.

Jumlah penduduk RRC adalah yang terbesar di dunia.
Pada Februari 1995, jumlahnya mencapai 1,2 milyar orang,
dan angka itu diperkirakan akan mencapai 1,3 milyar lima
tahun mendatang. Terlepas dari ketatnya program keluar-
ga berencana yang dijalankan pemerintah negara itu, jumlah
penduduk terus bertambah rata-rata 17 juta tiap tahunnya,
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dengan jumlah angkatan kerja diperkirakan meningkat se-
kitar 14 juta setiap tahun.

Luasnya wilayah dan besarnya jumlah penduduk meru-
pakan sumber sekaligus hambatan kemajuan bangsa Cina.
Dalam sejarahnya yang sangat panjang, yang dapat dilacak
hingga sedikitnya 1.500 tahun Sebelum Masehi (SM) dan
tetap besar perannya dalam pembentukan jati diri mereka
hingga dewasa ini, bangsa ini telah mengalami jatuh-bangun
yang mengharukan sekaligus mengagumkan. Kini, di peng-
hujung abad ke-20, bangsa ini tengah menggeliat menjadi
adidaya baru. Ini tampak dari kemajuan sangat mengesan-
kan yang dicapai RRC selama dua dekade terakhir, terutama
dalam bidang ekonomi, setelah negara itu berubah haluan
dari komunisme ke pasar bebas. Dalam suatu proses yang
sangat kompleks tetapi memakan waktu yang tidak terlalu
lama, geliat ini memunculkan ancaman “Cina Raya” (Great-
er China) yang menggelisahkan dan sekaligus menyedot
perhatian seluruh dunia. Hal ini terutama disebabkan oleh
kebangkitan ekonomi RRC yang dibiayai dan dikelola dalam
skala besar bukan oleh investor Barat atau lainnya, tetapi
oleh “Jaringan Bambu” {The Bamboo Network) Cina peran-
tauan. Kebangkitan RRC, hubungannya dengan “Jaringan
Bambu” Cina perantauan dan implikasi internasionalnya
dalam bentuk kemungkinan “Cina Raya” inilah yang akan
dibahas dalam bab ini.

RRC: Dari Mao hingga Deng

Bangsa Cina adalah bangsa yang tingkat peradabannya
diakui dunia sangat kaya dan tinggi, dan hingga kini masih
jelas jejak-jejaknya. Tetapi, sejak sekitar masa wafatnya
pemikir besar Konfusius (479 SM), bangsa ini telah menjadi
pusat konflik dan pertikaian yang melibatkan banyak dinasti
dan kekaisaran, Pada 221 SM, dinasti Qin berhasil menyatu-
kan kembali bangsa Cina dan menerapkan aturan hukum
dan administrasi yang keras. Bertentangan dengan yang
diajarkan Konfusius, dinasti ini mengagungkan peperangan
dan mengabaikan seni dan kesusastraan. Dinasti ini juga

52



RRC sebagai Adidays Baru

menomorsatukan pertanian sebagai landasan utama kekua-
tan militer bangsa Cina. Pada 226 SM, dinasti Qin diganti-
kan oleh dinasti Han yang berkuasa hingga tahun 221 M
(selanjutnya, rujukan kepada tahun “Masehi” ini tidak akan
digunakan lagi). Di bawah dinasti ini, ajaran-ajaran Konfusius
mendapat tempat tethormat, bahkan dijadikan “agama” nega-
ra. Seni dan kesusastraan kembali digalakkan. Para kaisar
dinasti Han juga mengubah sistem feodal dengan mengisi
birokrasi negara dengan orang-orang yang terdidik.
Setelah bangsa ini pecah-belah akibat invasi bangsa Tar-
tar, dinasti Tang berhasil menyatukannya kembali pada 618.
Pada masa inilah diperkenalkan sistem ujian negara yang
sangat ketat untuk memperoleh tenaga-tenaga terdidik yang
akan mengisi birokrasi negara. Oleh para penulis sejarah,
hal ini dipandang sebagai contoh sebuah sistem adminis-
trasi yang maju saat itu.! Tetapi, daratan Cina kembali meng-
alami invasi kekuatan luar pada 1280. Kali ini, kekuatan
asing itu adalah bangsa Mongol yang memerintah dengan
amat kejam dan menyebabkan banyak sekali orang Cina
yang dibunuh dan lari ke wilayah-wilayah tetangganya.
Pemerintahan bangsa Mongol ini baru berhasil diakhiri
dengan tampilnya dinasti Ming pada 1368. Di bawah di-
nasti ini, wilayah kekaisaran diperluas hingga mencakup
Manchuria di utara dan Yunan di selatan. Selain itu, kekai-
saran juga mengirimkan ekspedisi-ekspedisi laut ke Asia
Tenggara, Samudera Hindia, Teluk Persia, Laut Merah, dan

1. Untuk sejarah bangsa Cina, lihat antara lain: John L. Nevius, The Chinese
(Kuala Lumpur: Pelanduk Publication, 1995); David Bonavia, Cina dan
Masyarakatnya, diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Dede Oetomo
(Jakarta, Erlangga, 1980). Khusus mengenai sistem administrasi yang ter-
utama ditulangpunggungi oleh kelas terdidik dan peran Konfusianisme
di dalamnya, lihat antara lain studi sosiologis klasik oleh Max Weber, The
Religion of China: Confucianism and Taoism, diterjemahkan dan disunting
dari bahasa Jerman oleh Hans H. Gerth (New York: The Free Press, 1964);
dan Raymond Dawson, Kong Hu Cu: Penata Budaya Kerajaan Langit, diter-
jemahkan dari bahasa Inggris oleh Y. Joko Suyono (Jakarta: Pustaka Uta-
ma Grafiti, 1993).
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- Afrika Timur. Tetapi dinasti ini justru hancur karena perti-
kaian internal, dan digantikan oleh dinasti Qing.

Sejarah bangsa Cina moderen sedikitnya harus dilacak
pada kekaisaran dinasti Qing ini, yang berkuasa hingga
1912.2 Pada masa inilah berlangsung “Perang Candu” (Opi-
um War), di mana mereka mengalami kekalahan besar dan
mengakibatkan ditandatanganinya Perjanjian Nanjing (Trea-
ty of Nanjing). Setelah itu, dinasti Qing mengalami kemundur-
an serius karena perpecahan internal. Lalu, tangan-tangan
asing kembali menjarah Cina, di mana Rusia, Perancis dan
Jepang menduduki bagian-bagian tertentu wilayahnya.
Sistem monarki yang sudah lama menjadi ciri pemerintahan
di Cina sendiri akhimya dihapuskan pada 1911, menyusul
berlangsungnya revolusi angkatan bersenjata di Wuhan.

Makin merosotnya kedaulatan bangsa Cina di mata
kekuatan luar membuat banyak rakyat kecewa. Lalu, Dr.
Sun Yat-sen, seorang dokter didikan Barat dan dapat dipan-
dang sebagai “Bapak Cina Moderen,” tampil menginspirasi-
kan tumbuhnya gagasan-gagasan revolusioner di kalangan
kaum muda. Ja membentuk partai nasionalis dan memper-
tahankan upaya berkelanjutan untuk mengubah Cina se-
cara radikal. Meskipun usahanya tidak sepenuhnya berha-
sil, pengaruhnya terus mengakar terutama di kalangan anak-
anak muda Cina yang terdidik. Antara lain karena pengaruh
itulah, pada 4 Mei 1919 berlangsung demonstrasi mahasiswa
berskala besar di Beijing yang memprotes diserahkannya
pelabuhan Qingdao di Shandong kepada Jepang. Demons-
trasi ini lalu berkembang menjadi sentimen anti-Barat,
khususnya Inggris. Sun Yat-sen lalu membuat aliansi yang
erat dengan pemerintahan Uni Soviet, dan memperoleh ban-

2. Banyak literatur yang dapat dirujuk untuk melihat secara lebih detail se-
jarah Cina moderen. Paparan berikut kami sarikan dari John King Fair-
bank, The Great Chinese Revolution 1800-1985 (New York: Harper & Row
Publishers, 1986); dan Lucien Bianco, Origins of the Chinese Revolution,
1915-1949, diterjemahkan dari bahasa Perancis oleh Muriel Bell (Stanford,
California: Stanford University Press, 1971).
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tuan senjata dan keuangan dari negara adidaya itu. Akhir-
nya, barisan yang dibentuk Sun Yat-sen berhasil menduduki
Guangzhou pada 1923.

Perubahan penting lain yang mengawali sejarah Cina
moderen adalah pembentukan Partai Komunis Cina (PKC)
pada 1921. Kedua partai yang ada saat itu, Kuomintang yang
berhaluan nasionalis dan PKC, pada awalnya bekerjasama.
Tetapi, di bawah kepemimpinan Mao Zedong, pada 1935
PKC menyelenggarakan “Long March” untuk menjatuhkan
pemerintahan Kuomintang. Perseteruan antara kedua par-
tai ini sejenak terhenti dengan masuknya Jepang ke Cina
pada Juli 1937, yang mengharuskan kedua kekuatan itu
bekerja sama.

RRC berdiri pada 1 Oktober 1949, setelah PKC, di bawah
kepemimpinan Mao Zedong, berhasil mengalahkan kaum
nasionalis yang mendapat dukungan AS dalam perang sau-
dara yang terjadi menyusul kekalahan Jepang dalam Pe-
rang Dunia Kedua. Sejak itu, para pemimpin komunis me-
mainkan peran sangat penting dalam kehidupan politik dan
ekonomi RRC hingga dewasa ini.

Pada mulanya, Uni Soviet memberi bantuan dana dan
teknis kepada RRC, dan sekaligus menjadi model peran
baginya. Tetapi kedua negara sosialis ini menjadi bersikap
saling curiga satu sama lain sehubungan dengan Perang
Korea. Mao juga mulai meragukan efektivitas model pem-
bangunan di Uni Soviet yang sangat birokratis. Itulah sebab-
nya, pada 1958 ia memperkenaikan gagasan “Lompatan Jauh
ke Depan” (the Great Leap Forward) untuk mengembangkan
model pembangunan tersendiri dan membangun
masyarakat sosialis sebelum Uni Soviet. Inti dari gagasan
itu adalah membangkitkan semangat massa di bawah
kepemimpinan para kader PKC baik di tingkat nasional
maupun lokal. Dalam konteks ini, ia memangkas besar-be-
saran kontrol yang semula dipegang oleh birokrasi.

Pada dekade 1950-an, setelah Stalin meninggal dan Uni
Soviet dipimpin Khrushchev, hubungan kedua negara so-
sialis di atas makin renggang dan akhirnya putus sama sekali
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karena alasan-alasan ideologis. Akibatnya, pada 1960, Uni
Soviet juga menghentikan bantuan teknis dan keuangan-
nya kepada RRC. Selain mengakibatkan penderitaan rakyat
akibat stagnasi ekonomi yang berkepanjangan, hal ini juga
menimbulkan pertentangan internal di antara para pemimpin
PKC. Dalam pertentangan internal ini, kelompok garis keras
tampil sebagai kekuatan dominan. Kelompok reformisdalam
PKC, yang disebut juga kelompok revisionis, disingkirkan.
Pergolakan internal ini memuncak dalam apa yang disebut
“Revolusi Kebudayaan” (Cultural Revolution) pada 1966-
1967, di mana dua pemimpin kaum reformis yang menon-
jol, Liu Shaoqi dan Deng Xiaoping, tersingkir.

Tetapi, ketika Mao meninggal pada 1976, Deng kembali
ke panggung politik. Dua tahun kemudian, di bawah
kepemimpinan Deng, Kongres PKC pada Desember 1978
mengambil keputusan untuk melakukan reformasi ekonomi
besar-besaran di RRC. Para pemimpin RRC yang baru ini
percaya bahwa bias Mao menentang teknologi dan perda-
gangan luar negeri telah menimbulkan penderitaan rakyat.?
Seperti halnya Mao, Deng pun percaya bahwa RRC harus

3. Initidak berarti bahwa Mao tidak mendapat penghargaan bangsa Cina
sama sekali. Keberhasilannya memimpin PKC dalam perang saudara
melawan Kuomintang dan keberhasilannya memimpin perang geril-
ya melawan Jepang sehingga memproklamasikan berdirinya RRC di-
akui sebagai jasanya yang terbesar. Mao dianggap telah memulihkan
harga diri bangsa, sehingga tidak lagi dianggap sepi atau dihina oleh
dunia internasional seperti sekitar setengah abad sebelumnya. Tetapi
keberhasilan-keberhasilan ini tidak dapat dihapuskan oleh kegagalan-
kegagalan selama periode kedua masa hidupnya. Kegagalannya ter-
besar adalah berupa kebijakannya “Lompatan Jauh ke Depan,” yang
dipandang hanya mengakibatkan kesengsaraan rakyat banyak, dan
“Revolusi Kebudayaan,” yang dipandang hanya memecah-belah ke-
satuan dan membahayakan nasib bangsa dan negara. Karena itulah,
laporan hasil penilaian Kongres PKC ke-10 (1978), disebutkan bahwa
“keberhasilan Mao adalah 60 persen, sedang kegagalannya adalah 40
persen.” Lihat Lie Tek Tjeng, “Peranan Historis Deng Xiaoping,” Kom-
pas, 11-12 Maret 1997.
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membangun sosialisme dengan caranya sendiri. Namun,
berbeda dari Mao, Deng berkeyakinan bahwa adalah pem-
bangunan ekonomi, dan bukan perjuangan kelas, yang harus
menjadi tiket ke utopia pembentukan negara sosialis di
RRC.% Dalam konteks itulah Deng “menulis ulang” ideolo-
gi partai dengan menggantikan slogan “dua apa pun” (mak-
sudnya apa pun yang dikatakan dan diperintahkan Mao),
yang ditiupkan pengganti Mao, Hua Goufeng, dengan sem-
boyan “mencari kebenaran dari fakta,” serta menyerukan
rakyat untuk kembali bekerja keras setiap hari dan mening-
galkan kegilaan politik.>

Pragmatisme Deng di atas pun kemudian terkenal de-
ngan ucapannya yang dikutip di awal bab ini, “Tidak peduli
apakah kucing itu berwarna putih atau hitam. Yang penting
adalah, kucing itu dapat menangkap tikus.” Di pedesaan,
Deng menyerukan kepada para petani untuk meninggal-
kan debat Marxisme yang berkepanjangan dan segera meng-
garap pertanian. Lebih jauh, dalam Kongres PKC ke-14 pada
Oktober 1992, Deng menyatakan bahwa perekonomian
berencana terpusat tidak bisa disamakan dengan sosialis-
me, karena dalam kapitalisme pun ada perencanaan. Seba-
liknya, suatu ekonomi pasar tidak bisa disamakan dengan
kapitalisme, karena sosialisme juga mempunyai pasar. Per-
encanaan dan pasar, bagi Deng, adalah ukuran dalam
ekonomi. Sifat yang dikandung dalam kapitalisme dan so-
sialisme tidak bisa ditentukan oleh derajat mekanisme pe-
rencanaan atau mekanisme pasar. Cina akan bersungguh-
sungguh melaksanakan komitmennya terhadap pemba-
ngunan ekonomi atas dasar konsep Cina sendiri. Tugas uta-

4. Lihat Rene L. Pattiradjawane, “Cina dan Peninggalan-peninggalan Deng
Xiaoping,” Kompas, 21 Februari 1997.

5. Lihat juga 1. Wibowo, “Dari Huntington sampai Deng Xiaoping: Sebuah
Renungan pada Akhir Masa Deng,” Kompas, 4-5 Maret 1997.
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ma “sosialisme baru” ini adalah membangun kekuatan
produktif, secara bertahap meningkatkan taraf hidup rakyat,
dan tetap meningkatkan kekayaan material rakyat, sehing-
ga tidak akan ada komunisme atau sosialisme dengan ke-
miskinan.®

Pandangan-pandangan Deng di atas tentu saja meru-
pakan pengingkaran tegas terhadap prinsip pokok Marxis-
me. Dalam Communist Manifesto, “kitab suci” kaum Marxis,
Karl Marx menyatakan bahwa jika ia harus meringkas fil-
safatnya dalam “satu kalimat, ” maka kalimat itu adalah
“penghapusan hak milik pribadi.” Apa yang dikatakan dan
dilakukan Deng adalah persis kebalikannya. Dalam upaya-
nya membangun “sosialisme dengan ciri khas Cina,” ia
malah mengembangkan prinsip yang kelihatan “aneh” dili-
hat dari sudut pandang Marxis, seperti juga dikutip di awal
bab ini, yakitu “Menjadi kaya adalah mulia.””

Reformasi ekonomi di RRC mau tidak mau juga mem-
buat banyak orang haus akan reformasi politik. Dalam tu-
buh PKC sendiri, Sekretaris Jenderal Zhac Ziyang tampil
sebagai jurubicaranya yang paling menonjol. Tuntutan akan
reformasi politik ini memuncak pada peristiwa di lapangan
Tiananmen (1989), di mana para mahasiswa dan kaum in-
telektual memimpin demonstrasi besar-besaran menuntut
reformasi politik yang lebih luas. Menghadapi tuntutan ini,
Deng bersikap keras dengan memerintahkan agar aksi
demonstrasi itu ditumpas. Akibatnya, Zhao tersingkir dari
PKC dan banyak pemimpin mahasiswa dan intelektual
dipenjarakan atau melarikan diri ke luar negeri.

6. Lihat Rene L. Pattiradjawane, "Buat Cina Menjadi Kaya Bukan Dosa,”
" Kompas, 11 Oktober 1952.

7. Lihat antara lain, Maurice Meisner, Mao’s China and After: A History of the
People’s Republic (New York: The Free Press, 1986), khususnya ‘Epilog,”
tentang Cina sepeninggalan Mao.
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Dalam peristiwa yang disorot dunia internasional dan
turut menjatuhkan citra RRC di mata dunia internasional
itu, Deng bertindak seakan seperti Mao yang menghadang
reformasinya beberapa dekade sebelumnya. Dunia Barat
mengecamnya sebagai tokoh lama yang menghambat re-
formasi politik dan demokrasi Cina. Tetapi, Deng bukanlah
demokrat, dan demokrasi baginya adalah konsep asing yang
diimpor dari Barat. Yang lebih tepat, sebagaimana dikata-
kan Lie Tek Tjeng, Deng adalah seorang “otokrat yang ter-
cerahkan” (enlightened autocrat).®

Dalam hal ini, tidak sebagaimana Mao dan para
pengikutnya yang memimpin “Revolusi Kebudayaan” dan
bertindak lebih sebagai “para demagog ideologi,” Deng
adalah seorang pemimpin sosialis yang pragmatis, yang
percaya bahwa sebuah negara sosialis tidak akan bisa ber-
tahan, apalagi berkembang menjadi negara adidaya, tanpa
topangan ekonomi yang kuat. Karena itulah, setelah peris-
tiwa Tiananmen, Deng tidak memerintahkan agar reforma-
st ekonomi dikendorkan, melainkan malah dipergiat.®

Seakan menyadari posisinya seperti disebutkan di atas,
Deng suatu kali pernah menyatakan, “Ketika saya mening-
gal, mereka bahkan tidak akan menyebut saya seorang Marxis.”
Tetapi, di depan jenazah Deng, yang meninggal pada 19 Feb-
ruari 1997 laly, Jiang Zemin tetap menyebutnya sebagai “se-
orang Marxis besar.” Pernyataan ini tentu lebih kuat aspek
ritualnya daripada kenyataan sesungguhnya. Sementara itu,
Jiang Zemin sendiri memandang apa yang dilakukan dan
dikatakan Deng sebagai “warisan paling bernilai.”*

8. Lihat Lie Tek Tjeng, “Peranan Historis Deng Xiaoping.”

9. Lihat "Ready to Face the World?,” survei mengenai Cina dalam The Econ-
omist, 8 Maret 1997, halaman 27.

10. Peristiwa ini mendapat liputan luas di media massa. Lihat antara lain,
"The Life of the Party” Far Eastern Economic Review, 6 Maret 1997, ha-
laman 5.

B9




Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

Reformasi Ekonomi: Sosialisme Plus Pasar Bebas

Bagi Deng Xiaoping, mekanisme pasar dapat menjadi
alat yang sangat berguna bagi kemajuan ekonomi RRC dan,
karena itu, tidak bertentangan dengan ideologi sosialis. Pan-
dangan Deng di atas secara formal diterima dalam Kongres
PKC ke-14, Oktober 1992, Sementara itu, konsep untuk mem-
bangun sebuah ekonomi pasar yang sosialis dimasukkan
ke dalam Undang-Undang Dasar RRC dalam Kongres
Rakyat Nasional (parlemen RRC) ke-8, Maret 1993. Demiki-
anlah, dalam Undang-Undang dasar RRC yang terakhir,
yang disahkan pada 1993, disebutkan bahwa RRC adalah
negara sosialis di bawah kepemimpinan kelas buruh dan
didasarkan kepada aliansi para buruh, petani dan intelek-
tual. Oleh sebab itu, struktur politik RRC masih tetap meru-
pakan pemerintahan satu partai (PKC). Fungsi partai dan
pemerintah terkait erat. PKC mendelegasikan banyak pe-
ngurusan masalah-masalah negara kepada sebuah mesin
pemerintahan yang ditata secara terpisah tetapi tetap tun-
duk kepadanya, dan partai mengawasi semua aspek penye-
lenggaraan negara ini di semua tingkatan. Selain itu, PKC
tidak saja melakukan kontrol sosial dan disiplin politik le-
wat cabang-cabangnya yang bertebaran hingga ke desa-
desa, melainkan juga memegang kontrol atas angkatan ber-
senjata. Pada 1994, anggota PKC berjumlah sekitar 52 juta
orang, atau sekitar 4,3 persen dari seluruh penduduk RRC.
Keanggotaan dalam PKC dianggap akan sangat menguntung-
kan. Hal ini terutama karena penerimaan pegawai di badan-
badan pemerintahan mensyaratkan keanggotaan itu.

11. Mengenai peran PKC dalam politik RRC, lihat antara lain James R.
Townsend and Brantly Womack, Politics in China (Illinois & London: Scott,
Foresman and Company, 1986). Untuk data terakhir mengenai jumlah
anggota PKC dan perannya dalam politik RRC mutakhir, likat Inayatul
Islam and Anis Chowdhury, Asia-Pacific Economies: A Survey (London &

" New York: Routledge, 1997), halaman 267-268.
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Meskipun demikian, di balik struktur formal ini, RRC
juga mengalami transformasi struktural yang mendasar.
Reformasi ekonomi di RRC berlangsung secara gradual. Para
pemimpin RRC menyebut metode reformasinya sebagai
“menyeberangi sungai dengan merasakan bebatuan yang
terinjak kaki.” Karena Deng dan rekan-rekannya sesama
reformis tidak punya cetak biru reformasi ekonomi kecuali
hasrat besar untuk menjadikan RRC suatu negara yang kaya
dan kuat, sebagaimana dikatakan Perkins, “mereka siap
mencoba apa saja yang dianggap bisa mengubah keadaan.”?
Karena itu, sebagian besar usaha reformasi ekonomi pada
awalnya berlangsung dalam kerangka uji-coba. Jika berha-
sil baik, pemerintah melanjutkannya, dan sebaliknya. Teta-
pi, sejauh ini, hasil yang dicapai sangat mengesankan.

Gambaran paling mengesankan dari reformasi ekonomi
RRC adalah pertumbuhan ekonominya. Sejak 1978, tingkat
pertumbuhannya, yang per tahun rata-rata mencapai ang-
ka hampir 10 persen, menjadikan ekonomi negara ini yang
paling cepat pertumbuhannya di dunia. Dengan GNP per
kapita kurang dari 400 dollar AS, kini RRC memang masih
menempati posisi ke-23 di antara 40-43 negara termiskin di
dunia, dan Bank Dunia memasukkannya sebagai negara
berpendapatan rendah. Meskipun demikian, seperti ditun-
jukkan data IMF pada 1993, ketika GNP itu dikonversikan ke
dalam nilai paritas daya beli (purchasing power parity), RRC
berubah menjadi negara terbesar ketiga di dunia setelah AS
dan Jepang. Dan jika pertumbuhan ekonomi dua digit seperti
yang selama ini berlangsung di negara itu masih terus dapat
dipertahankan, maka “sangat boleh jadi, dalam tiga dekade
mendatang, negara itu akan tampil di posisi terdepan.”3

12. Dikutip dalam Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman
271

13. 5. Yusuf, “China’s Macroeconomic Performance and Management dur-
ing Transition,” Journal of Economic Perspectives, 8/2 {Spring 1994), halam-
an 71, sebagaimana dikutip dalam Islam and Chowdhury, Asia-Pacific
Economies, halaman 264.
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Secara keseluruhan, hasil yang mengesankan dari per-
tumbuhan ekonomi ini dapat dilihat dalam tabel 3.1 men-
genai indikator RRC berikut ini.

Tabel 3.1.
Indikator RRC (Perbandingan 1978 dan 1995)

1978 1995
Kapita per GDP dalam RMB 376 4.750
Ekspor 9,8 milyar $AS | 149 milyar § AS
Investasi asing 1,7 milyar $AS | 91,3 milyar $ AS
Cadangan mata uang 0,8 milyar $AS 73,6 milyar $ AS
Produksi baja dalam ton 32 juta 96,21 juta
Produksi padi dalam ton 305 juta 466,1 juta
Produksi TV 521.100 55.530.000
Mobil per 1.000 penduduk 14 8,0
Persentase keluaran
industri dari Perusahaan negara | 77,6 persen 36,6 persen
Telepon per 1.000 penduduk 2 68,5

Sumber: Asiaweek, sebagalmana dikutip dalam Kompas, 3 Maret 1997.

Menurut William Overholt, penulis buku The Rise of
China, pertumbuhan ekonomi yang mengesankan di atas
ditunjang oleh reformasi yang dilangsungkan dalam
empat bidang: politik; ekonomi; administrasi; dan pasar
keuangan.' Reformasi politik dipandang penting karena
keberhasilan ekonomi sangat tergantung kepada stabili-
tas dan dukungan politik yang luas. Dengan pertimbang-
an itu, sebagai tokoh reformasi yang piawai, Deng tidak
melaksanakan reformasi ekonomi besar-besaran secara

14. Dikutip dalam artikel Thee Kian Wie, “Deng Xiaoping dan Pembaharuan
Ekonomi di RRC,” Kompas, 5 Maret 1997, Kecuali diberi rujukan lain,
kerangka dasar uraian dalam beberapa paragraf berikut didasarkan ke-
pada sumber ini.
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serentak, melainkan secara bertahap.'s Reformasi ekonomi
pertama-tama dilangsungkan di sektor pertanian, yang ber-
hasil meningkatkan penghasilan para petani. Dengan
demikian, Deng mendapat dukungan dari golongan
masyarakat RRC yang terbesar, yakni 800 juta petani. Hal
ini kemudian diperluas ke sektor-sektor lain, seperti indus-
tri manufaktur, yang berhasil mendorong perkembangan
industri-industri kecil dan menengah dan kebangkitan
wiraswasta kecil. Dengan reformasi ini, Deng berhasil
meraih dukungan politik tambahan dari puluhan juta wira-
swasta dan pekerja.’t

Sementara itu, dalam hal reformasi ekonomi yang lebih
khusus, Deng mengikuti jejak negara-negara industri baru
di Asia Timur. Di sini, reformasinya memberikan prioritas
kepada sektor-sektor ekonomi di mana pertumbuhan yang
pesat dapat diharapkan tanpa intervensi pemerintah yang
besar. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengem-
balikan usaha-usaha tani (yang dulu dikolektivikasikan
dalam bentuk komune rakyat) kepada para petani.””

15. Inilah yang membedakan reformasinya dari reformasi sejenis yang di-
lakukan oleh Mikhail Gorbachev dalam tahun-tahun terakhir Uni Soviet
dan Boris Yeltsin pada masa pasca-Uni Soviet di Federasi Rusia, atau re-
formasi politik dan ekonomi yang berlangsung di negara-negara Eropa
Timur. Lihat juga Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman
270.

16. Reformasi ekonomi tentu saja juga merugikan beberapa golongan terten-
tu dalam masyarakat. Tetapi, jumlah orang yang mendapat manfaat dari
reformasi ekonomi ternyata jauh lebih besar dari yang merasa dirugikan.

17. Selain itu, secara umum, semua sistem kontrol yang ada sebelumnya di-
hapuskan. Yang paling menentukan adalah dihapuskannya sistem ko-
mune pada 1980. Dengan ini, para petani boleh meninggalkan desa mere-
ka, bahkan boleh bepergian ke kota-kota. Sementara itu, di kota-kota,
meskipun sistem unit belum dibubarkan, orang tidak lagi hidup di atas
kupon-kupon dan kontrol dalam unit-unit pun sangat longgar. Lihat Wi-
bowo, “Dari Huntington sampai Deng Xiaoping.”
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Langkah berikutnya adalah membuka RRC bagi pena-
naman modal asing (PMA), suatu kebijakan yang revolu-
sioner bagi sebuah negara komunis. Berbagai insentif
yang ditawarkan kepada para investor asing ternyata
cukup menarik arus PMA yang besar, terutama di daerah-
daerah pantai di bagian selatan RRC, seperti Guangdong,
Fujian dan Shanghai. Proyek-proyek PMA ini berhasil me-
ningkatkan produksi dan ekspor RRC dengan amat pesat
dalam waktu yang relatif singkat tanpa pengeluaran besar
dari pemerintah RRC.

Dalam bidang administrasi, reformasi ekonomi juga
dilangsungkan secara bertahap. Dengan begitu, maka RRC
berhasil mengatasi hiperinflasi, depresiasi yang tajam dari
mata uangnya, dan merosotnya dukungan politik dari
masyarakat luas. Dalam kerangka yang sama, pemerintah
mendirikan lembaga-lembaga yang memungkinkannya
untuk mengendalikan inflasi, termasuk pembaruan sistem
perbankan dan pengembangan pasar modal. Berkat lemba-
ga-lembaga keuangan ini, RRC dapat mencapai pertumbuh-
an ekonomi yang pesat tanpa tekanan inflasi yang terlam-
pau besar.

Selain itu, pemerintah RRC juga mengembangkan pasar-
pasar keuangan yang diperlukan untuk mengelola ekonomi
pasar. Untuk mengendalikan tekanan inflasi akibat pertum-
buhan ekonomi yang pesat, maka pemerintah RRC mendi-
rikan pasar obligasi untuk menyerap kelebihan yang dapat
mengakibatkan inflasi. Selain itu, pemerintah juga mengem-
bangkan bursa efek yang dapat menarik tabungan
masyarakat untuk ditanam secara produktif di berbagai sektor.

Langkah-langkah strategis di atas telah menghasilkan
serangkaian reformasi yang menjadi dasar bagi berkembang-
nya ekonomi pasar: harga ditetapkan oleh penawaran dan
permintaan, gaji dikaitkan dengan kinerja masing-masing pe-
kerja, dan perusahaan swasta bersaing di pasar dunia. Dan
itulah yang menjadi mesin kemajuan ekonomi RRC se-
bagaimana tampak dalam tabel-tabel 3.2-5 di bawah ini.
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Tabel 3.2
Beberapa Indikator Makroekonomi
{Perubahan Persentase Tahunan)

Indikator 1980 1984 1988 1992 1993
GNP Riil 7.9 14,7 11,3 13,0 13,4
Real gross

industrial output 93 163 20,8 22,0 211
Real gross

fixed investment 2,9 22,7 10,4 28,2 22,0
Harga eceran 6,0 28 18,6 53 13,0
Ekspor barang dagang 33,7 15,4 18,2 18,6 8,0
Impor barang dagang 248 27,6 274 26,2 29,0
Hutang Luar Negeri t.t t.t t.t 69,3 72,5
DSR (%dari ekspor) tt t.t t.t 13,2 13,2
Neraca transaksi

berjalan (% dari GNFP) 0.3 0.8 -1,0 1,8 2,5
Overall budgetary

balance (% dari GNP)) -3.3 -1,5 -24 -2,5 -2,1

Sumber: State Statistical Bureau, China Statistical Yearbook, beberapa edisi, dan
IMEF, international Financial Statistics, beberapa edisi, sebagaimana dikutip dalam
Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman 269,

Tabel 3.3
Perbandingan Indikator Ekonomi {1993)

Indikator Cina India AS Jepang
GDP (milyar dollar AS) 544.6 2274 6.378,0 4.223,0
GDP per kapita

(milyar dollar AS) 459,5 256,0 24.7000 | 33,850,0
Manufaktur % GDP

{termasuk utilities) 51,7 26,9 18,3 279
Pertanian % GDP 21,2 323 23 22
Ekspor barang

(milyar dollar AS) 75,7 241 456,8 351,3
Impor barang

(milyar dollar AS}) 86,3 25,1 589,2 209,8
Perdagangan

Luar negeri % GDP 29,7 216 16,4 13,3

Sumber: Sumber-sumber Nasional dan Economist Intelligence Unit, sebagaima-
_na dikutip dalam Islam and Chowdhury, Asiz-Pacific Economies, halaman 269,
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Tabel 3.4
Kontribusi Masing-masing Sektor terhadap GDF RRC (%)

Sektor 1989 1990 1991 1992 1993
Pertanian 26,3 28,3 26,1 238 20,1
Industri 39,0 374 38,2 40,6 41,0
Konstruksi 4,8 48 50 58 6,6
Transportasi 34 45 4,4 4,0 3,6
Perdagangan 88 6,5 84 89 81

Sumber: State Statistical Bureau, Ching Statistical Yearbook, 1994, sebagaimana
dikutip dalam Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman 269.

Produktivitas yang berhasil dipacu oleh reformasi telah
meningkatkan pendapatan dan standar hidup rakyat, dan
tingkat kemiskinan di RRC menurun drastis. Pada 1987,
persentase rakyat RRC yang masih hidup di bawah garis
kemiskinan adalah satu berbanding empat. Sejak itu, pro-
porsinya menurun menjadi satu berbanding 12, atau seki-
tar 100 juta dari jumlah total penduduk yang 1,2 milyar
orang. Sementara itu, pendapatan para buruh telah men-
ingkat dua hingga tiga kali lipat.”® Selain itu, sebagaimana
ditunjukkan tabel 3.5 di bawah, kini lebih dari setengah
produk keluaran industri RRC dihasilkan sektor-sektor non-
negara, yang menjalankan bisnisnya berdasarkan insentif
pasar dan bukan perencanaan pemerintah.

18. Lihat Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman 268.
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Tabel 3.5
Usaha-usaha Industri menurut Kepemilikan
pada Akhir 1993
Jumlah per seribuan %dari total
Jumlah Total 99116 100,0
Milik Negara 104,7 1,1
Koperasi 1803,6 18,2
Milik Pemerintahan Kota 209,8 21
Milik pemerintahan Desa 7773 7.8
Milik Swasta 79712 80,4

Sumber: State Statistical Bureau, China Statistical Yearbook, 1994, sebagaimana
dikutip dalam Islam and Chowdhury, Asia-Pacific Economies, halaman 269.

Sementara itu, dalam periode antara 1979 hingga 1995,
lebih dari 133,2 milyar dollar AS investasi asing langsung
masuk ke RRC." Yang lebih menarik, investasi asing lang-
sung ini berkembang pada tingkat yang tak tertandingi be-
berapa tahun terakhir. Arus investasi asing langsung melon-
jak dari kurang dari 400 juta dollar AS pada 1992 menjadi
lebih dari 33 milyar dollar AS pada 1994, suatu peningkat-
an yang amat mencengangkan: 80 kali lipat. Pada 1994, RRC
berada di urutan kedua di dunia (setelah AS) dalam hal arus
investasi asing langsung yang masuk. Prospek untuk mena-
rik lebih banyak lagi investasi asing dalam jumlah besar
masih sangat tinggi. Pada 1994, komitmen investasi asing
baru di RRC berjumlah 81 milyar dollar AS.2

Indikator lain kemajuan ekonomi RRC adalah perda-
gangan luar negerinya yang juga meningkat pesat. Menu-

19. Lihat "Ready to Face the World?,” halaman 12.

20, International Monetary Fund, World Economic Outlook (Washington, D.C.:
IME October 1994), halaman 52-53, sebagaimana dikutip dalam Murray
Weidenbaum dan Samuel Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu: Bagaima-
na Pengusaha Cina Perantauan Menciptakan Adidaya Ekonomi Baru di Asia,
diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Hendra Teguh dan Ronny Anto-
nius Rusli (Jakarta: Prenhallindo, 1996), halaman 99.
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rut data IMF, ekspor meningkat dari 25 miliar dollar AS pada
1984 menjadi 120 miliar dollar AS pada 1994, dengan tingkat
pertumbuhan 17 persen setahun selama satu dekade terse-
but. Sebagai perbandingan, angka pertumbuhan AS dan
Jepang hanyalah 8 persen.” Pertumbuhan menakjubkan
dalam investasi dan perdagangan luar negeri ini telah men-
ciptakan pasar modal yang berkembang pesat. Pada 1991,
nilai saham-saham yang diperdagangkan di RRC hanya
sebesar 820juta dollar AS. Dua tahun kemudian, angka terse-
but telah berlipat 50 kali menjadi 43 miliar dollar AS.2

Pertumbuhan Militer dan Kebijakan Luar Negeri RRC

Selama Perang Dingin, RRC berhasil tampil dalam pen-
tas politik dunia dan dihormati sebagai anggota “klub” nuk-
lir Namun demikian, dalam banyak hal lain, RRC masih
dianggap sebagai negara Dunia Ketiga yang terbelakang dan
bahkan, sebagaimana sudah disinggung di atas, salah satu
negara termiskin di dunia. Secara militer, RRC kurang mam-
pumemperluas kekuasaannya melampaui laut, dan angkat-
an bersenjatanya yang ketinggalan teknologi tidak mampu
bertempur dalam peperangan darat moderen. Bahkan, pada
puncak Perang Dingin, RRC tidak pernah menjadi ancaman
militer yang serius bagi Barat dan negara-negara lainnya.
Beberapa ahli strategi AS malah berbicara secara meremeh-
kan mengenai “memainkan kartu Cina,” yang mengisyarat-
kan bahwa RRC hanya sekadar pion dalam pertentangan
besar antara AS dan Uni Soviet.?

21. Dikutip dalam Weidenbaum dan Hughes, Jeringan Pengusaha Tirai Bambu,
halaman 100.

22. International Finance Corporation, Emerging Stock Markets Fackbook (Wash-
ington, D.C.: IFC, 1994), halaman 18-19, sebagaimana dikutip dalam Weiden-
baum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman 101.

23. Lihat sumbangan artikel Steven I. Levin, "Sino-American Relations: Renor-
malization and Beyond,” dan Chi 5u, “Sino-Soviet Relations of the 1980s:
From Confrontation to Conciliation,” dalam Samuel S. Kim (ed.), China
and the World: New Directions in Chinese Foreign Relations (Boulder, Colo-
rado: Westview Press, 1989).
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Tetapi kini, dengan kekayaan barunya, RRC tidak saja
tampil sebagai adidaya ekonomi yang diperhitungkan, me-
lainkan juga sebagai adidaya militer. Pertumbuhan ekonomi
telah memungkinkan Tentara Pembebasan Rakyat (People
Liberation Army[selanjutnya disebut TPR]) untuk mempero-
leh perlengkapan militer yang lebih canggih dan memper-
luas radius kekuasaannya meliputi Vietnam, India, Korea,
Rusia bagian selatan, dan Jepang. Selain itu, dengan mem-
buka diri untuk perdagangan dunia, RRC tampil sebagai
salah satu suara utama dalam politik dunia lewat keang-
gotaannya di PBB.

Banyak analis keamanan dan politik internasional
menyuarakan keprihatinan mereka terhadap usaha RRC
dalam memperbarui kemampuan militernya. Yang men-
dasari keprihatinan mereka adalah ketidakpastian mendasar
mengenai besarnya anggaran militer TPR. Pada 2 Maret
1997 lalu, di depan Kongres Rakyat Nasional, Menteri
Keuangan RRC Liu Zhongli menyatakan bahwa anggaran
belanja pertahanan RRC untuk tahun anggaran 1997 me-
ningkat 12,7 persen menjadi 80,57 milyar yuan atau sekitar
10 milyar dollar AS.”? Namun demikian, anggaran ini bia-
sanya diabaikan atau ditanggapi dengan kurang percaya
oleh para pakar karena dianggap terlalu rendah. Selain soal
standar konversi mata uang, anggaran pertahanan RRC tidak
menyertakan pengeluaran untuk hal-hal yang penting dalam
menentukan efektivitas militer. Antara lain, riset dan

24. Sekadar perbandingan, dalam survei khususnya mengenai Cina, majalah
The Economist menyebutkan bahwa anggaran militer RRC untuk tahun 1995
adalah 32 milyar dollar AS, terbesar ketiga di dunia setelah AS (278 milyar
dollar AS) dan Jepang (50 milyar dollar AS). Lihat, “Ready to Face the
World?,” halaman 6. Sementara itu, International Institute for Strategic Stud-
ies memberi angka lebih besar, yaitu 35 milyar dollar AS. Dikutip dalam
The Economist, 8 Maret 1997, halaman 32.

25. Lihat Kompas, 3 Maret 1997.
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pengembangan senjata dimasukkan ke dalam kategori sipil
dari kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi.*

Terlepas dari itu, jelas bahwa TPR telah mengeluarkan
anggaran biaya militer yang boros selama dekade lalu, de-
ngan memperoleh berbagai macam peralatan berteknologi
tinggi dari negara-negara lain. Secara khusus, RRC telah
melakukan bisnis besar untuk membeli perlengkapan mi-
liter dengan negara-negara bekas Uni Soviet yang
kekurangan uang. Pembelian pesawat SU-27, MIG-31,
tank T-72, dan helikopter Mi-17 merupakan contoh pa-
ling jelas dari hubungan bisnis ini. Tetapi, yang lebih pen-
ting dari itu, TPR juga sedang berusaha meningkatkan
kemampuan tempumya dengan mengupayakan peroleh-
an teknologi yang lebih maju lagi, yang mencakup per-
tahanan udara, peperangan elektronik, pesawat transpor,
dan sistem peringatan dini di udara. Dalam rangka itu, pada
tahun-tahun terakhir ini telah berkembang program pertu-
karan militer antara RRC dan Rusia, di mana para ilmuwan
Rusia mengunjungi RRC untuk menyediakan bantuan tek-
nis dan para perwira RRC mengunjungi Rusia untuk menda-
patkan latihan.”

Perkembangan penting lain adalah modernisasi kekuat-
an nuklir RRC yang terus berlanjut. RRC sudah memiliki
peluru kendali balistik jarak menengah dan antarbenua yang
berbasis di darat dan kapal selam peluru kendali balistik
dengan jarak tembak lebih dari 1.000 mil. Tetapi, karena
perlengkapan militer ini masih tetap dianggap terbelakang,

26. Misalnya, Kementerian Industri Ringan bertanggungjawab atas pengem-
bangan dan pembuatan sistem senjata konvensional. Demikian pula, Ke-
menterian Sumber Daya Energi turut bertanggungjawab atas peningkat-
an kemampuan nuklir. Lihat Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha
Tirai Bambu, halaman 183,

27. Lihat Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman
184.
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TPR kini sedang agresif mengembangkan senjata nuklir abad
ke-21 yang dapat diandalkan. Beberapa kalangan percaya,
Rusia dan Ukraina mungkin turut membantu usaha mo-
dernisasi ini dengan mengekspor teknologi untuk di-
gunakan dalam sistem peluru kendali bergerak. Dalam rang-
ka itu semua, RRC terus menguji senjata nuklir berdaya be-
sar mereka.

Secara keseluruhan, RRC diyakini memiliki sekitar 400
kepala nuklir. Jika dibuat peringkat berdasarkan kekuatan
ledaknya, maka arsenal nuklirnya merupakan yang ketiga
terbesar di dunia, setelah AS dan Rusia. Selain peluru ken-
dali balistiknya, TPR memiliki kekuatan sekitar 200 pesa-
wat pembom yang diharapkan mampu membawa bom
nuklir.2

Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah perkem-
bangan di atas mengarah ke posisi RRC yang lebih opensif
secara militer? Para pengamat sebagian besar berpandang-
an bahwa jawabannya adalah tidak. Selain berfungsi sebagai
sumber kebanggaan nasional, teknologi pertahanan yang
maju dapat menjadi alat pencegah perang yang kuat. Hing-
ga dewasa ini, RRC terus menganggap Rusia dan AS se-
bagai musuh strategis potensial. Sementara itu, dengan ke-
14 negara tetangganya, Beijing sedikitnya terlibat dalam
perselisihan mengenai perbatasan dengan Rusia, Korea
Utara, Tajikistan, dan India. Selain itu, RRC juga terlibat
dalam sengketa mengenai Laut Cina Selatan dengan Viet-
nam, Filipina, Brunei, Malaysia, Indonesia, Korea Selatan,
dan Jepang. Akhirnya, Beijing juga menyatakan klaimnya
atas tiga wilayah yang hingga kini belum masuk ke dalam
wilayah yurisdiksinya: Makau, dan Taiwan. Karena itu se-
mua, seperti dikatakan Andrew Nathan dan Robert Ross,

28. Lihat Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman
187.

101




Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

“Kepentingan wilayah Cina tabrakan dengan kepentingan
24 pemerintahan lain.”?

Keinginan RRC untuk memiliki kekuatan militer yang
dapat diandalkan juga dapat dimengerti mengingat sejarah
panjang eksploitasi dan kekalahan mereka oleh para agre-
sor asing. Sekadar untuk diingat, pada abad ini saja, RRC
terlibat dalam konflik militer dengan tidak kurang dari tu-
juh negara: Rusia, India, Jepang, Vietnam, Korea Selatan,
Taiwan, dan AS. Jumlah TPR memang yang terbesar di du-
nia, berkekuatan 3 juta orang. Tetapi jumlah itu hanya se-
tengah dari jumlah total personil angkatan bersenjata ketu-
juh negara tetangganya yang juga tengah meningkatkan
kemampuan militer di Asia Pasifik —apalagi jika diingat
bahwa pemerintah AS tetap mempertahankan kehadiran
pasukannya yang besar di Samudera Pasifik.* Selain itu,
Perang Teluk terakhir juga memberi pelajaran berharga ke-
pada para pemimpin RRC bahwa keberhasilan dalam me-
dan pertempuran moderen memerlukan unit-unit tempur
dan pendukung berteknologi mutakhir

Dari penjelasan di atas tampak bahwa keseimbangan
kekuatan militer di Asia Tenggara dan Asia Timur memang
tengah bergeser. Kekuatan militer RRC memang meningkat,
tetapi demikian juga kekuatan-kekuatan militer di negara-
negara tetangganya. Kebijakan luar negeri RRC sesungguh-
nya lebih bersifat reaktif yang terutama ditujukan untuk
mencapai tiga sasaran: memuluskan masuknya Hong Kong,
Makau, dan Taiwan ke dalam yurisdiksi mereka; meng-

29. Dikutip dalam “"Ready to Face the World?,” halaman 8.
30. Lihat "Ready to Face the World?,” halaman 7.

31. Lihat Jusuf Wanandi, “The Trend Toward Military Built-Up and Arms
Proliferation in the Asia-Pacific Region,” Center for Strategic and Interna-
tional Studies, Monograph No. 104, 1993, halaman 8-12.
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amankan klaim-klaim wilayahnya; dan mengupayakan
keseimbangan baru di wilayah ini dengan mencegah domi-
nasi satu adidaya yang terlalu besar.

Hal ini menunjukkan tetap pentingnya faktor kekuatan
militer dalam pembentukan kebijakan luar negeri. Tetapi
yang sungguh-sungguh menjadi ancaman baru terhadap
dunia, juga Indonesia, dari perkembangan RRC adalah per-
tumbuhan ekonominya. Ancaman itu makin tampak besar
jika diperhatikan hubungan antara RRC dan para pengusa-
ha keturunan Cina di perantauan seperti akan dipaparkan
berikut ini.

RRC dan Cina Perantauan: Ke Arah Penciptaan “Cina Raya”?

Sejak awal, langkah-langkah reformasi ekonomi RRC
sangat tergantung kepada masyarakat Cina perantauan.
Antara lain berkat bantuan merekalah Cina daratan mulai
perlahan-lahan dapat memperbaiki birokrasi pemerintah-
annya yang terbelakang, meniadakan propaganda sosialis
yang telah berlangsung selama beberapa dekade, dan mem-
bentuk ekonomi pasar. Dalam hal ini, para investor dari Cina
perantauan memberikan tiga unsur penting yang kurang

Tabel 3.6
Persentase Investasi Asing di Cina

1979-1995
Negara Persentase dari Total
Hong Kong dan Makau 58,8
Taiwan 8,7
AS 81
Jepang 78
Inggris 16
Korea Selatan 13
Jerman 0,9
Perancis 0,8
Lain-lain 12,0

Sumber: “Ready to Face the World?,” The Economist, 8 Maret 1997, halaman 12.
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dimiliki oleh masyarakat RRC sendiri: kewirausahaan; inves-
~ tasi modal yang besar dan berisiko; dan manajemen bis-
nis.*

Para pengusaha Cina di perantauan kini adalah inves-
tor terbesar di tanah leluhur mereka. Di antara kedua belah
pihak, pemerintah atau rakyat RRC secara keseluruhan dan
para pengusaha Cina di perantauan, belakangan ini
berkembang hubungan yang saling menguntungkan: stan-
dar kehidupan di daratan Cina meningkat pesat dengan
mengalirnya investasi asing dari kalangan Cina perantauan;
dan investasi itu sendiri pada gilirannya memberikan laba
yang besar bagi para investor ini. Itulah sebabnya, seperti
ditunjukkan tabel 3.6 di atas, sejak reformasi ekonomi di-
galakkan di RRC, investasi asing yang dominan adalah in-
vestasi yang datang dari para pengusaha di Cina perantauan.
Bahkan, dalam periode antara 1979 hingga 1993, investasi
yang berasal dari Hong Kong dan Taiwan berjumlah lebih
dari tiga kali gabungan seluruh negara.®

Selain karena alasan umum di atas, ada beberapa alas-
an khusus lain yang menjadikan hubungan kedua belah
pihak ini saling menguntungkan. Pertama adalah vitalitas
dan kekuatan ekonomi para pengusaha Cina perantauan
sendiri. Cina perantauan adalah kekaisaran 51 juta orang
yang terjalin erat lewat sistem gilda-gilda, persaudaraan
karena nama dan tempat lahir, kongsi-kongsi dan jaringan
perdagangan yang secara individual maupun kolektif mem-
berikan koneksi personal dan sokongan finansial. Mereka
adalah, meminjam kata-kata Sterling Seagrave, “kekaisaran
tanpa batas-batas negara, pemerintahan atau bendera ke-

32. Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman 5
& 75.

33. Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman 24.
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bangsaan.”* Dibandingkan dengan jumlah total penduduk
RRC, jumlah mereka hanyalah empat persennya. Tetapi
kekayaan mereka jauh melampaui jumlah itu. GNP Cina
perantauan yang hidup di Asia adalah 450 milyar dollar
AS, hampir seperempat lebih besar dari GNP RRC.* Tabel
3.7 di bawah menunjukkan bahwa mereka menguasai sejum-
lah perusahaan multinasional terbesar di Asia, dan lewat
perusahaan-perusahaan itulah mereka mendominasi ke-
hidupan ekonomi di Asia, kecuali di Jepang dan Korea.

Tabel 3.7
Aktiva 500 Perusahaan Publik Asia Terbesar
yang Dikendalikan oleh Cina Perantauan (1994)

Lokasi Jumlah Kapitalisasi Total
Perusahaan Pasar Aktiva
{dalam milyar $ AS) | (dalam milyar $ AS)
Hong Kong 123 155 173
Taiwan 159 111 89
Malaysia 83 55 49
Singapura 52 2 92
Thailand 39 35 95
Indonesia 36 20 33
Filipina 8 6 8
Total 500 424 539

Sumber: Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman 24.

Kedua, meskipun pemerintah RRC berusaha sekuat te-
naga untuk memperlancar masuknya investasi asing, masih
banyak hambatan yang mempersulit masuknya investasi itu.
Dalam studi mereka yang mendapat sambutan luas, Weiden-
baum dan Hughes misalnya menyatakan, hukum dan

34. Sterling Seagrave, Lords of the Rim: The Invisible Empire of the Overseas Chi-
nese (London: Corgi Books, 1996), halaman 14.

35. Lihat Seagrave, Lords of the Rim, halaman 15.
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peraturan sering tidak diumumkan oleh Bejjing dan dapat
berubah tanpa pemberitahuan. Mata uang tidak bebas diper- .
tukarkan, sehingga banyak perusahaan mendapat kesulit-
an untuk membawa pulang uang mereka. Kontrak yang te-
lah ditandatangani tidak mengikat secara hukum, dan per-
lindungan hukum sangat terbatas. Pelanggaran hak cipta
dan bentuk pembajakan intelektual lain berkembang luas.
Dengan sedikit pengecualian yang diberitakan dengan baik
dan terjadi sekali-kali, bentuk pencurian ekonomi ini jarang
ditindak oleh pejabat pemerintah yang memandangnya
dengan cara lain dan kadang-kadang memperoleh keun-
tungan dari pembajakan tersebut.

Karena faktor-faktor ketidakberesan ini, para investor
asing menghadapi lingkungan dan kebudayaan bisnis yang
benar-benar asing bagi mereka. Kurang atau tidak adanya
kesamaan kebudayaan dasar antara mereka dan mitra mere-
ka di RRC dapat membuat transaksi yang rutin sekalipun
menjadi rumit. Praktik bisnis seperti feng shui, sesuatu yang

‘mirip astrologi di kebudayaan-kebudayaan lain, mempe-
ngaruhi pengambilan keputusan dalam bisnis apa pun di
RRC. Guanxi, penggunaan hubungan dan pengaruh priba-
di dalam skala yang luas, yang menjadi inti praktik bisnis
di kalangan orang-orang Cina, sama sekali asing bagi se-
bagian besar kalangan investor asing.”” Selain itu, di kalang-

36. Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha Tirai Bambu, halaman 14.
Lihat juga Mohammad Shoethi, “Mencermati Kebangkitan Ekonomi
Cina,” dalam M. Dawam Rahardjo (ed.), Profil Indonesia, Jurnal Tahunan
CIDES, No. 1 (1994), halaman 42-53; dan Rene L. Pattiradjawane, “Dari
Korupsi sampai Transisi Kekuasaan,” Kompas, 23 Februari 1997.

37. Uraian luas mengenai praktik-praktik seperti ini dapat dijumpai dalam
Seagrave, Lords of the Rim. Lihat juga eksposisi terang-terangan oleh dua
penulis keturunan Cina sendiri: Bo Yang, The Ligly Chinaman and the Crisis
of Chinese Culture, diterjemnahkan dan disunting dari bahasa Cina oleh Don
J. Cohn dan Jing Qing {New South Wales: Allen & Unwin, 1992} dan Chin-
Ning Chu, Thick Face Black Heart: The Asian Path to Thriving, Winning &
Succeeding (London: Nicholas Brealey Publishing, 1997).
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an pengusaha Cina, pemberian hadiah terbukti memperlan-
car proses negosiasi bisnis hingga tingkat yang mendekati
penyuapan, sesuatu yang secara eksplisit merupakan pe-
langgaran hukum di banyak negara lain.*

Dilihat dari latar belakang ini, para investor yang ber-
asal dari Cina perantauan mempunyai keunggulan kompa-
ratif dibandingkan dengan para pesaing mereka dari ka-
langan investor asing lainnya. Itu karena mereka punya
pemahaman jauh lebih baik mengenai lingkungan dan ke-
budayaan bisnis yang berkembang di Cina daratan. Mereka
tidak saja mampu berbicara dalam bahasa yang sama dengan
rekan mereka di Cina daratan, melainkan juga memiliki la-
tar belakang agama, kebudayaan, dan sejarah yang kurang
lebih sama. Selain itu, mereka juga punya anggota keluarga
atau teman-teman dengan guanxi yang memadai di tingkat
kekuasaan untuk memperlancar roda bisnis mereka.®

Itulah sebabnya, belakangan ini para pengamat dan
pembuat kebijakan banyak yang berbicara mengenai ancam-
an “Cina Raya” sehubungan dengan makin eratnya hubung-
an antara RRC dan para pengusaha Cina perantauan. An-

38. Untuk memperlancar bisnis, diperlukan hubungan dekat dengan hierarki
PKC baik di tingkat nasional maupun lokal. Kadang-kadang, para pejabat
ini de facto menjadi mitra bisnis. Weidenbaum dan Hughes menulis, “Seor-
ang putra atau putri pemimpin Beijing mungkin meminta 10 persen andil
dalam suatu bisnis.” Lihat Weidenbaum dan Hughes, Jaringan Pengusaha
Tirai Bambu, halaman 15.

39. Itulah sebabnya, banyak pengamat yang menyatakan bahwa kapitalisme
yang berkembang di Asia Timur, yang aktor-aktor utamanya adalah para
pengusaha Cina perantauan, adalah jenis kapitalistne Guanxi. Lihat misal-
nya studi monumental oleh 5. Gordon Redding, The Spirit of Chinese Capi-
falism (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1993), khususnya bab III,
“The Psycho-Social Legacy of China,” halaman 41-93. Lihat juga beberapa
sumbangan artikel dalam S.R. Glegg and 5.G. Redding (eds.), Capitalism in
Contrasting Cuitures (Berlin & New York: Walter de Gruyter, 1990) dan Gary
Hamilton (ed.), Menguak Jaringan Bisnis Cing di Asia Timur dan Tenggara,
diterjemahkan dari bahasa Inggris oleh Alexander Irwan (fakarta: Grame-
dia Pustaka Utama, 1996).
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caman ini makin tampak kentara dengan berlangsungnya
pertemuan besar para konglomerat keturunan Cina sedu-
nia di Hong Kong pada 22-24 November 1993. Pertemuan
itu diselenggarakan di bawah nama “Konvensi Para Peda-
gang Cina se-Dunia” (World Chinese Merchant’s Convention).
Secara kronologis, pertemuan di Hong Kong ini adalah un-
tuk yang kedua kalinya, menyusul pertemuan pertama pada
Agustus 1991 di Singapura. Bedanya, pertemuan kedua ini
jauh lebih semarak, terutama karena kehadiran nama-nama
besar pengusaha Cina seperti Robert Kuok (Malaysia), Chatri
Sophonpanich (Thailand), dan Li Ka Shing (Hong Kong).%
Selain itu, pertemuan ini juga bersifat kontroversial karena
kehadiran Lee Kuan Yew, kini Menteri Senior Singapura,
yang bertindak sebagai pengambil inisiatif baik pertemuan
Singapura maupun Hong Kong. Disebut kontroversial, kare-
na Lee Kuan Yew selama ini dikenal sebagai negarawan
keturunan Cina di kawasan ini yang selalu mendengung-
kan “nasionalisme Singapura.” Lebih lagi, golongan etnis
Cina di kawasan ini selama ini dikenal sebagai golongan
yang berbeda dari orang-orang Cina yang tinggal di Cina
daratan. Pidato pembukaan Lee, yang bertindak sebagai
pembicara kunci, berjudul “Menggalang Jaringan untuk
Mencapai Beberapa Tujuan.”

Walaupun RRC tidak secara resmi bertindak sebagai
penyelenggara atau tuan rumah konvensi di atas, pendapat
umum mengatakan, negara yang sedang melebarkan sayap
ekonominya itu berada di belakang peristiwa besar ini. Kon-
vensinya diadakan di Gedung Kamar Dagang RRC di Hong
Kong, sedang acara susulannya adalah peninjauan ke dae-
rah-daerah ekonomi bebas di selatan RRC, terutama di

40. Menurut Tempo, 27 November 1993, dalam daftar peserta dari Indonesia,
tertulis antara lain nama Tedy Djuhar, Halim Tanoto, Adil Nurimba, dan
Hary Dharmawan.
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wilayah Sungai Mutiara di Propinsi Guandong, Di situlah
terletak beberapa wilayah pertumbuhan ekonomi seperti
Shenzhen, Zhuhai, Guangzhou {(Kanton), dan Panyu. RRC
adalah pihak yang paling diuntungkan dan ingin mengam-
bil manfaat dari konvensi itu. Motivasi pertemuan itu sendiri
tidak secara spesifik mengacu kepada perkembangan
ekonomi RRC yang sedang mengalami boom, tetapi lebih
umum, yakni “menggalang kerja sama antarpengusaha Cina
di seluruh dunia.” Walaupun demikian, banyak pengamat
menyatakan bahwa konvensi di atas dimaksudkan untuk
menarik modal dengan cara menyuntikkan solidaritas ras.*

Dalam pengertian ekonomi dan kultural inilah ancaman
“Cina Raya” menjadi relevan dibicarakan. Berbondong-bon-
dongnya para pengusaha Cina Perantauan menanamkan
investasi mereka di RRC di atas harus lebih dipandang dari
sudut logika ekonomi. Sifat utama seorang pengusaha adalah
mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Pemerintah RRC
memang memberi banyak kemudahan untuk mengalirnya
investasi itu. Bahwa mereka mempunyai kaitan kultural de-
ngan RRC yang pada praktiknya memperlancar usaha mere-
ka, hal itu harus lebih dipandang sebagai keunggulan kom-
paratif mereka dibanding para pengusaha lain.

Dengan demikian, sebagaimana dikatakan A. Dahana
dan dikutip di awal bab ini, “konsep ‘Negeri di Tengah Dunia’
(Zhongguo) sedikit demi sedikit telah ditinggalkan, dan yang
muncul sekarang adalah konsep ‘Cina Raya’ (Zhonghua).”*
Konsep Zhonghua dengan basis pertumbuhan ekonomi itulah
yang kini menyaingi konsep Zhongguo yang dasarnya lebih
nasionalisme politik yang berorientasi kepada Cina.

41. Lihat A. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” dalam M. Dawam Ra-
hardjo (ed.}, Profil Indonesia, Jurnal Tahunan CIDES, No. 1 (1994}, halam-
an 59.

47 Lihat Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 65.
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BABIV

Pembauran Pri-Nonpri:
Masalah yang belum Tuntas

sess Saya pun melihat, modal orang-orang Tionghoa itu berkembang di sini
dengan cepat.... Kita manfaatkan hal itu untuk kepentingan pembangunan
ekonomi nasional kita. Jangan pula salah terka! Pemerintah kita mempu-
nyai kekuasaan untuk memanfaatkan dan mengatur. Mengapa mesti
takut? Karena itulah, kalau ada yang menganggap hal itu sebagai dinasti
ekonomi, sebenarnya itu uniuk sementara saja. Pada waktu yang akan
datang, pemerintah akan mengarahkannya sedemikian rupa sehingga
modal dan kekayaan mereka itu betul-betul turut serta dalam melaksana-
kan pembangunan kita, dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat kita.

Soeharto

Memang, jika pribumi ekonominya kuat, otomatis nonpri mau berbaur.
Dan bagi pribumi yang ekonominya kuat dan merasa “tuan rumah di
negeri sendiri,” tidak ade masalah sama sekali. Tapi, selama mereka belum
merasa menjadi “tuan di rumah sendiri,” masalah yang dihadapi sulit
dipecahkan,

Junus Jahja

Pada bab 1I yang lalu sudah dikemukakan secara pan-
jang lebar sejarah masuknya orang-orang keturunan Cina
di kepulauan Nusantara dan berbagai jenis hubungan yang
berlangsung antara mereka dengan penduduk pribumi.
Pada bab itu juga sudah disinggung secara garis besar ber-
bagai perkembangan yang muncul sehubungan dengan ke-
beradaan mereka di negara Indonesia hingga masa Orde
Baru, bahkan dewasa ini. Bab ini, akan lebih memerinci
masalah terakhir ini, lebih khusus lagi masalah yang dike-
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nal dengan sebutan pembauran antara mereka dengan war-
ganegara Indonesia keturunan asli atau penduduk pribu-
mi. Berturut-turut akan dikemukakan gambaran umum
mengenai keturunan Cina di Indonesia dewasa ini, berb-
agai pemikiran dan kebijakan di sekitar pembauran dan
usaha-usaha yang sudah dilakukan sejak pemerintahan
Orde Baru untuk mencapai tujuannya, sejauh mana up-
aya-upaya ini sudah atau belum mendatangkan hasil yang
optimal, dan apa saja faktor-faktor penyebabnya.

Dari paparan di bawah ini diharapkan akan tampak jelas
bahwa, sebagaimana yang juga sudah diakui oleh banyak
kalangan, upaya-upaya pembauran yang sejauh ini sudah
dilaksanakan belum mendatangkan hasil yang optimal. Jika
dikatakan demikian, sama sekali tidak dimaksudkan un-
tuk menyatakan bahwa upaya-upaya yang sudah dilaku-
kan itu sia-sia atau mubazir belaka. Malah sebaliknya, pe-
ngakuan akan belum tuntasnya masalah ini dimaksudkan
untuk mengapresiasi apa yang sudah dilakukan dan meng-
evaluasi di mana kelebihan-kelebihan dan kekurangan-
kekurangannya. Hal ini penting dilakukan mengingat an-
caman, atau tantangan, ekonomi “Cina Raya,” yang juga
berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi spektakuler yang
dinikmati oleh beberapa pengusaha kelas besar (tycoons)
keturunan Cina di Indonesia, sebagaimana dikemukakan
bab III lalu, sudah menanti di depan mata. Untuk mengha-
dapi tantangan ini, pembauran unsur-unsur pri dan nonpri
adalah syarat mutlak.

Keturunan Cina di Indonesia Dewasa ini

Tidak ada data yang pasti dan mutakhir mengenai bera-
pa jumlah keturunan Cina di Indonesia dewasa ini. Dalam
tulisannya yang terakhir, yang dimaksudkan sebagai sum-
bangan untuk menyambut ulang tahun ke-70 tokoh pem-
bauran keturunan Cina Junus Jahja pada 22 April 1997, Leo
Suryadinata, pakar dari Universitas Nasional Singapura
yang banyak meneliti dan menulis mengenai keturunan Cina
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di Indonesia, menyatakan bahwa tiga persen dari penduduk
Indonesia adalah orang-orang keturunan Cina. “Kalau jum-
lah penduduk Indonesia sekarang kira-kira 192 juta orang,
maka jumlah etnis Tionghoa sekitar 5,76 juta orang,” tulis-
nya.!

Sementara itu, angka yang sedikit lebih besar diberikan
oleh A. Dahana. Menurut ahli Cina dari Universitas Indo-
nesia yang juga sering menulis mengenai masalah-masalah
pembauran ini, keturunan Cina di Indonesia adalah 3,68
persen dari seluruh jumlah penduduk Indonesia. Dalam
tulisannya yang terbit pada 1994, ia menyatakan bahwa jika
jumlah penduduk Indonesia adalah 195.683.531 orang, maka
—berdasarkan persentase di atas— sekitar 7.200.000 orang
di antaranya adalah keturunan Cina.?

Kedua angka di atas tentunya sekarang secara teoretis
sedikit bertambah, mengingat pada Februari 1997 lalu saja
penduduk Indonesia sudah mencapai 200 juta orang. Na-
mun demikian, terlepas dari hal itu, dapat dipastikan bah-
wa, jika dibandingkan dengan di negara-negara lain, pen-
duduk Indonesia yang keturunan Cina relatif rendah, baik
dalam jumlah maupun persentasenya. Sebagaimana tam-
pak dalam tabel 4.1. yang disusun A. Dahana, keturunan
Cina di Indonesia jumlahnya lebih rendah dibandingkan
dengan di tiga negara ASEAN lainnya, yakni Singapura,
Malaysia dan Thailand.

1. Lihat Leo Suryadinata, “Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelesaian-
nya,” dalam Riyanto D. Wahono (ed.), 70 Tahun Junus Jahja: Pribumi Kuat
Kunci Pembauran (Jakarta: PT. Bina Pariwara, 1997), halaman 81. Penting
diingat, tulisan ini tentunya sudah selesai ditulis sebelum tanggal ulang
tahun Junus Jahja di atas.

2. Lihat A. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” dalam M. Dawam Rahardjo
{ed.), Profil Indonesia (Jurnal Tahunan CIDES), No. 1 (1994), halaman 64.
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Tabel 4.1.
Persentase Etnis Cina
di Asia Tenggara dan Amerika Utara

Negara Jumlah Jumlah Persentase
Penduduk Etnis Cina
Indonesia 195.683.531 7.200.000 3,68
Thailand 57.642.180 5.800.000 10,07
Malaysia 18.410.920 5.200.000 28,24
Singapura 2.792.092 2.000.000 71,63
Myanmar 43.642.618 1.500.000 343
Vietnam 68.964.018 800.000 1,16
Filipina 67.114.060 800.000 1,19
Amerika Serikat 254.521.000 1.800.000 0,07
Kanada 27.351.509 600.000 2,19

Sumber: A. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” dalam M. Dawam Rahardjo
{ed.), Profil Indonesia (Jurnal Tahunan CIDES), No. 1 (1994), halaman 64.

Bagaimanakah potret kehidupan sosial, ekonomi, bu-
daya, dan orientasi politik mereka dewasa ini? Bertentang-
an dengan yang pada umumnya diyakini sebagian besar
orang, keturunan Cina di Indonesia adalah sebuah kelom-
pok minoritas yang heterogen, bukan homogen. Potret ini
harus dicermati sebaik-baiknya, secara rasional dan dengan
kepala dingin, karena —sebagaimana akan dikemukakan
di bawah nanti— tersendat-sendatnya usaha-usaha pem-
bauran antara lain disebabkan oleh diabaikannya realitas
ini oleh sebagian besar masyarakat.

Dilihat dari asal-usul dan sejarah masuknya mereka ke
Indonesia, keturunan Cina di Indonesia terbagi atas golong-
an “Cina peranakan” dan “Cina totok.” Cina peranakan
adalah keturunan Cina yang sudah lama, dalam hitungan
beberapa generasi, tinggal dan mencari nafkah di Indone-
sia dan pada umumnya sudah terbaur dengan masyarakat
Indonesia. Mereka sudah menggunakan bahasa Indonesia
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sebagai bahasa komunikasi sehari-hari, baik di dalam mau-
pun di luar rumabh, bertingkah laku seperti pada umumnya
keturunan pribumi, dan orientasi budaya mereka sudah
kepada kebudayaan Indonesia atau kebudayaan lokal tem-
pat mereka berdomisili.

Sementara itu, Cina “totok” adalah para “pendatang
baru,” yang pada umumnya baru masuk ke Indonesia satu
sampai dua generasi, khususnya pada masa menjelang Pe-
rang Dunia Kedua. Itulah sebabnya mengapa mereka juga
lazim disebut singke, yang secara harfiah berarti “tamu
baru.”* Mereka pada umumnya masih menganut kebu-
dayaan dan adat istiadat Cina, dan masih menggunakan
bahasa tempat asal mereka di Cina untuk berkomunikasi di
antara sesama mereka. Dengan terhentinya imigrasi dari
Cina daratan, jumlah Cina totok sudah menurun dan ketu-
runan totok pun sudah banyak yang mengalami peranak-
anisasi.

Dalam hal politik, masih ada di antara keturunan Cina
di Indonesia yang berorientasi ke Beijing atau Taipei. Teta-
pi, menurut Leo Suryadinata, sebagian besar mereka sudah
berorientasi ke Jakarta.! Sejalan dengan itu, secara kewar-
ganegaraan, masih ada di antara mereka yang berwargane-
gara RRC atau Taiwan, tetapi yang terbanyak adalah warga
negara Indonesia (WNI). Menurut Adam Schwarz, dalam
karyanya yang terbit pada 1994, 90 persen lebih di antara
mereka adalah WNIL.® Sementara itu, dalam bukunya Islam
di Mata WNI (tanpa tahun penerbitan), Junus Jahja menya-
takan bahwa di antara 5 juta keturunan Cina di Indonesia,
yang masih berstatus sebagai warganegara Taiwan atau RRC

3. Lihat Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 59.
4. Suryadinata, “Masalah Tionghoa di Indonesia,” halaman 82.

5. Lihat Adam Schwarz, A Nation in Waiting: Indonesia in the 1990s (Sydney:
Allen & Unwin, 1994), halaman 129.
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adalah sebanyak 300.000 orang.®

Sebagaimana sudah disinggung pada bab II, setelah
meletusnya peristiwa G305 PKI dan pemerintah Orde Lama
diganti dengan pemerintah Orde Baru, semua organisasi
keturunan Cina yang bercorak sosial dan politik dilarang
oleh pemerintah. Bagi WNI keturunan Cina yang ingin
memainkan peran dalam bidang ini, hanya tersisa satu jalan,
yakni menggabungkan diri dengan organisasi-organisasi
yang telah terbaur dan direstui bahkan didukung oleh pe-
merintah Orde Baru. Menurut Leo Suryadinata, selain
Golkar (Golongan Karya), dua organisasi di mana keturunan
Cina peranakan memainkan peran sosial dan politik mere-
ka adalah CSIS (Center for Strategic and International Studies)
dan Bakom-PKB (Badan Komunikasi Penghayatan Kesatu-
an Bangsa). Yang pertama berdiri pada 1971, sedangkan yang
kedua didirikan pada Desember 1977. Berbeda dari organ-
isasi sejenis yang pernah ada di zaman Orde Lama, kedua
organisasi ini bukanlah organisasi massa. CSIS adalah pu-
sat studi yang dekat dengan pemerintah dan banyak
tokohnya juga aktif dalam Golkar dan di pemerintahan, se-
dang Bakom-PKB berada di bawah naungan Departemen
Dalam Negeri. Tokoh-tokoh CSIS yang nonpri termasuk
Jusuf Wanandi, Harry Tjan Silalahi, dan J. Panglaykim; se-
dangkan tokoh-tokoh Bakom-PKB yang nonpri termasuk
K. Sindhunata, Junus Jahja, dan Lo SH Ginting.’

Dari segi orientasi keagamaan, sebagian besar keturunan
Cina di Indonesia kini menganut agama Taoisme, Konfu-
sianisme, dan Buddhisme atau campuran ketiganya. Meskipun
demikian, tidak ada data mutakhir yang dapat menunjuk-

6. Lihat Junus Jahja, Islam di Mata WNI (Jakarta: Yayasan Haji Karim Qej, tt.),
halaman 3.

7. Lihat Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, diterjemahkan dari ba-
hasa Inggris cleh Wilandari Supardan (Jakarta: Grafiti Pers, 1986}, halaman
211-212.
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kan angka-angka para pengikut agama-agama itu secara
agak pasti.? Selain itu, banyak pula di antara mereka yang
sudah memeluk agama Kristen dan Katolik. Menurut cata-
tan Junus Jahja, “Sejak akhir Perang Dunia Kedua di Indo-
nesia sudah satu hingga dua juta WNI [keturunan Cina] yang
dinasranikan, termasuk elitenya yang menjadi Katolik.”?
Gejala keagamaan lain yang menonjol adalah berbondong-
bondongnya kalangan muda keturunan Cina di Indonesia
yang beralih ke NSI (Niciren Syosyu Indonesia), sebuah sekte
agama Budha dari Jepang di bawah kepemimpinan Seno-
soenoto.? Belakangan ini, jumlah mereka yang memeluk
agama Islam juga makin bertambah. Menurut catatan Ju-
nus Jahja, kini setengah hingga satu persen dari WNI ketu-
runan Cina di Indonesia, atau maksimal sekitar 50.000 orang,
sudah memeluk agama Islam."

Dalam bidang kehidupan agama ini pulalah beberapa
organisasi sosial-keagamaan dapat ditemukan di kalangan
keturunan Cina. Dalam hal ini, contoh yang dapat dike-

8. Keterangan umum ini diambil dari Jahja, Islam di Mata WNI, halaman 4
dan Suryadinata, “Masalah Tionghoa di Indonesia,” halaman 81. Meskipun
demikian, dalam tulisannya yang lain, Suryadinata menyatakan bahwa mi-
nat keturunan Cina terhadap Konfusianisme semakin lama semakin mero-
sot secara drastis. Lihat Leo Suryadinata, “Kong Hu Cuisme dan Agama
Kong Hu Cu di Indonesia: Sebuah Kajian Awal,” dalam Konfusianisme di
Indonesia: Pergulatan Mencari Jati Diri, Seri Dian III Tahun II (Yogyakarta:
Interfidei, 1995}, halaman 201-202.

9 Jahja, Islam di Mata WNI, halaman 4.

10. Menurut keterangan yang didapat Junus Jahja dari NSI, sekitar 20 tahun
terakhir ini sudah ada satu juta WNI yang masuk ke organisasi itu. Selain
itu, menurut perkiraan majalah yang diterbitkan NSI, yakni Prajna Pundarika
(September 1983), pada 1987 mereka akan mempunyai 32 juta anggota.
Lihat Suryadinata, “Kong Hu Cuisme dan Agama Kong Hu Cu di Indone-
sia,” halaman 202, catatan kaki No. 101.

11. Jahja, Islam di Mata WNI, halaman 4. Angka yang sama juga diberikan oleh
Leo Suryadinata, yakni 25.000 hingga 50.000 orang. Lihat kolomnya, “Chi-
nese Seek Allah to Find a Place in the Sun,” Far Eastern Economic Review, 28
Agustus 1986, halaman 37.
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mukakan adalah Perbudhi (Perkumpulan Buddhis Indonesia)
dan Matakin (Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia).
Kedua organisasi ini sudah lama ada, karena —sebagaimana
sudah disebutkan di atas— Budha dan Konghucu adalah dua
agama yang memang biasa dianut oleh keturunan Cina.

Beberapa perkumpulan gereja juga mempunyai anggo-
ta keturunan Cina yang besar jumlahnya, dan beberapa di
antara mereka dapat disebut sebagai tokoh nasional. Almar-
hum Yap Thiam Hien, misalnya, yang hingga akhir hayat-
nya dikenal luas sebagai pengacara dan pejuang hak-hak
asasi manusia, merupakan salah seorang tokoh peranakan
yang juga aktif dalam berbagai kegiatan agama Kristen Pro-
testan. Ja adalah seorang aktivis Perkumpulan Kristen Tiong-
hoa (Tionghoa Kie Tok Kauw Hwee)} di Jawa Barat, dan pada
1950 menjadi salah seorang pendiri Yayasan Pendidikan
Gereja Indonesia dan aktif di organisasi itu hingga 1957.12
Selain itu, dalam catatan Daniel S. Lev, selain menjadi ang-
gota Komisi Yuris Internasional (International Commission of
Jurists), Yap juga menjadi anggota Dewan Gereja se-Dunia
(World Council of Churches)."®

Sementara itu, di kalangan gereja Katolik, salah seorang
keturunan Cina yang tercatat aktif bergiat adalah PK. Ojong,
yang belakangan dikenal luas sebagai wartawan dan pendiri
harian Kompas. Sebagaimana dicatat Frans M. Parera, aktivi-
tas Ojong dalam kegiatan keagamaan ini sudah dimulai se-
jak masa pendudukan Jepang di Indonesia. Ketika para pas-
tor yang melayani umat di Paroki Mangga Besar ditawan
penjajah, OGjong adalah salah seorang pemuka umat dari

12. Lihat Leo Suryadinata, Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bou San sampai
Yap Thiam Hien (Jakarta: LP3ES, 1990), halaman 188.

13. Lihat Daniel 5. Lev, “Yap Thiam Hien: Utopisme dan Skeptisisme,” dalam
T. Mulya Lubis dan Aristides Katoppo (eds.), Yap Thiem Hien: Pejuang Hak
Asasi Manusia (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1990), halaman 29. Lihat
juga Suryadinata, Mencari Identitas Nasional, halaman 186-209.
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kalangan awam yang mengambil alih tugas pelayanan di
paroki. [a aktif memimpin ibadat di gereja, berkhotbah, dan
memimpin koor untuk menyemarakkan suasana ibadat.
Kegiatan ini masih terus dilanjutkannya setelah kemerde-
kaan. Ia, misalnya, pernah duduk sebagai anggota DPP Par-
tai Katolik di bawah pimpinan Frans Seda sebagai ketua
partai dan 1]. Kasimo sebagai Ketua Kehormatan partai.™
Akhirnya, organisasi keagamaan yang menampung ba-
nyak kegiatan keislaman keturunan Cina di Indonesia ada-
lah PITI, yang singkatan awalnya adalah Persatuan Islam
Tionghoa Indonesia. Setelah G30S PKI meletus, organisasi
yang semula bersifat eksklusif bagi kaum Muslim keturunan
Cina ini berubah menjadi organisasi keagamaan yang multi
etnis. Sejalan dengan itu, pada 1972, namanya pun berubah
menjadi Pembina Iman Tauhid Islam, yang disingkat men-
jadi PITI juga. Dua di antara tokohnya yang menonjol ada-
lah Haji Abdul Karim Oei,” salah seorang pemimpin Mu-
hammadiyah asal Sumatera, danYap A. Siong, seorang ang-
gota Persatuan Islam Tionghoa sebelum Perang Dunia Ke-
dua. Belakangan, tokoh generasi baru organisasi ini yang
menonjol adalah Junus Jahja (alias Lauwchuantho).'* Pada
1981, bersama kawan-kawannya, ia mendirikan Yayasan
Ukhuwah Islamiah dengan tujuan menyebarkan agama Is-
lam di kalangan keturunan Cina. Sasaran dakwah organi-
sasi ini bukan saja kalangan awarm, melainkan juga kalang-
an intelektual dan atasan. Memang, sebagaimana akan dike-
mukakan lebih jauh lagi di bawah, organisasi ini mencer-

14. Lihat biografinya dalam tulisan Frans M. Parera, “PK. Qjong: Intelektual
yang Menganut Sosialisme Fabian,” yang disisipkan dalam Suryadinata,
Mencari Identitas Nasional, halaman 137-172.

15. Untuk biografi singkatnya, juga hubungannya dengan PIT], lihat Suryadi-
nata, Mencari Identitas Nasional, halaman 173-185.

16. Untuk biografinya, lihat Bagian IIl buku Wahono (ed.), 70 Tahun Junus Jah-
j&, halaman 189-212.

119



Masyarakat Cina, Ketah Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

minkan keyakinan para pendukungnya, khususnya Junus
Jahja, bahwa salah satu cara yang paling efektif untuk mem-
percepat proses pembauran adalah dengan jalan Islamisasi.
Hal ini mengingat bahwa sebagian besar penduduk Indo-
nesia, yakni WNI keturunan priburni, beragama Islam. De-
ngan demikian, jika keturunan Cina di atas memeluk aga-
ma Islam, maka secara otomatis mereka berarti sudah ber-
baur dengan penduduk pribumi.

Dilihat dari segi pendapatan ekonomi, banyak di anta-
ra keturunan Cina di Indonesia yang kaya, bahkan sangat
kaya, dibandingkan dengan pada umumnya tingkat penda-
patan ekonomi penduduk keturunan pribumi. Namun
demikian, sebenarnya lebih banyak lagi di antara mereka
yang berada di bawah garis kemiskinan. Atau, setidak-
tidaknya, sebagai “minoritas perkotaan,” mereka pada um-
umnya tergolong ke dalam kelas menengah di Indonesia.

Sayangnya, lagi-lagi tidak ada data yang dapat menun-
jukkan sedikit-banyak persentase keturunan Cina yang ter-
masuk ke dalam kategori kaya (atau sangat kaya), mene-
ngah atau miskin secara ekonomi. Meskipun demikian,
dalam bidang usaha, seperti yang ditulis Leo Suryadinata,
“yang paling sukses adalah mereka yang masih belum ter-
baur, karena mereka masih memiliki etos imigran dan wira-
swasta, berbahasa Tionghoa, dan mampu menggunakan ja-
ringan perdagangan etnis yang umumnya di tangan orang
Tionghoa.”” Para pengusaha seperti Liem Sioe Liong, Moch-
tar Riady, Eka Tjipta Wijaya, Prajogo Pangestu, The Nin King,
Soehargo Gondokusumo, Teguh Sutantyo, dan Tan Siong
Kie adalah para pengusaha keturunan Cina yang termasuk
ke dalam kategori Cina totok. Sebagian besar di antara mere-
ka, tulis Adam Schwarz, “memperoleh pendidikan dalam
bahasa Cina dan masih merasa lebih nyaman berbicara

17. Suryadinata, “Masalah Tionghoa,” halaman 82. Lihat juga David C.L. Ch'ng,
Sukses Bisnis Cina Perantauan: Latar Belakang, Prakiek Bisnis dan Jaringan In-
fernasional, diterjerahkan dari bahasa Inggris oleh Stephen Suleeman (Jakar-
ta: Pustaka Utama Grafiti, 1995), terutama halaman 28-31.
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dalam bahasa Cina daripada dalam bahasa Indonesia.” 8

Keberhasilan mereka dalam dunia usaha, yang antara
lain sangat didukung oleh jaringan mereka dengan kalang-
an pengusaha Cina Perantauan lainnya seperti digambar-
kan dalam bab III di atas, inilah yang terutama menyebab-
kan mengapa beberapa di antara pengusaha keturunan Cina
di Indonesia bukan saja menjadi orang-orang terkaya di
Indonesia, melainkan juga di ASEAN. Tabel 4.2. di bawah
menunjukkan bahwa di antara 17 orang Indonesia yang
masuk ke dalam daftar 75 orang terkaya di ASEAN pada
tahun 1993, 12 di antaranya adalah para pengusaha Indone-
sia keturunan Cina. Bukan itu saja, tetapi bahkan juga dua
di antaranya, yakni Soedono Salim® dan Eka Tjipta Wid-
jaya, menduduki posisi pertama dan keempat.?

Tabel 4.2.
75 Pengusaha Terkaya ASEAN (1993)
Asal Jumiah Pengusaha
Negara Pengusaha Keturunan Cina
Brunei 1 1
Indonesia 17 12
Filipina 11 6
Malaysia 19 17
Singapura i2 12
Thailand 15 12
Jumlah 75 60

Sumber: Warta Ekonomi, 28 Februari 1994, sebagaimana dikutip dalam Alex-
ander Irwan, “Business Networks and the Regional Economy of East and South-
east Asia in the Late Twentieth Century,” Disertasi doktor pada State Universi-
ty of New York at Binghamton, 1995, halaman 108.

18. Schwarz, A Nation in Waiting, halaman 109.

15. Untuk sedikit gambaran mengenai biografi dan kekayaannya, lihat Schwarz,
A Nation in Waiting, halaman 109-115.

20. Daftar lengkap ke-105 orang terkaya ASEAN pada 199, juga ranking dan
asal-usul etnisnya, disajikan dalam Apendiks I buku ini.
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Selain itu, indikator lain dari kuatnya posisi ekonomi
beberapa pengusaha keturunan Cina di Indonesia adalah
kepemilikan atau kontrol mereka atas beberapa perusahaan
besar atau konglomerasi di negeri ini. Mereka memiliki atau
mengontrol sejumlah 163 (atau 81,5 persen) di antara 200
perusahaan atau konglomerasi terbesar yang ada di Indo-
nesia. Itu bukan saja berarti bahwa para pengusaha pribu-
mi hanya memiliki atau mengontrol 37 perusahaan besar
sisanya (atau 18,5 persennya), melainkan juga bahwa peru-
sahaan-perusahaan terakhir ini pada umumnya lebih kecil
dibandingkan dengan yang disebut pertama.

QOleh karena itulah, Data Consult, sebuah lembaga kon-
sultasi bisnis, dalam laporannya pada tahun 1989 menyata-
kan bahwa, “jika dibandingkan dengan berbagai kemajuan
yang dicapai oleh para pengusaha nonpribumi, maka ke-
suksesan para pengusaha pribumi tidak ada apa-apanya.”*
Tabel 4.2 di bawah menunjukkan bahwa, pada 1989, 11 dari
konglomerasi terbesar di Indonesia, dalam kategori keenam
dan ketujuh, dimiliki atau dikontrol oleh para pengusaha
keturunan Cina.

Pada pertengahan 1990-an, gambaran di atas mungkin
agak sedikit berubah dengan tumbuhnya secara cepat dua
konglomerasi baru di bawah kontrol dua pengusaha pribu-
mi, yakni Bambang Trihatmodjo (Bimantara) dan Hutomo
Mandala Putra (Humpus). Majalah Warta Ekonomi mema-
sukkan kedua nama pengusaha pribumi itu dalam daftar
75 orang terkaya ASEAN pada 1993, masing-masing di urut-
an 59 dan 56. Meskipun demikian, tetap saja sangat nyata
bahwa dominasi para pengusaha keturunan Cina di Indo-
nesia sangat kokoh.

21. Dikutip dalam Alexander Irwan, “Business Networks and the Regional
Economy of East and Southeast Asia in the Late Twentieth Century,” Diser-
tasi doktor pada State University of New York at Binghamton, 1995, hala-
man 109,
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Tabel 4.2.
Kepemilikan atau Kontrol atas
200 Konglomerasi di Indonesia (198%)

Kategori Turnover dalam Ranking Konglomerasi yang
Milyar rupiah konglomerasi  |dimiliki atau dikon-
trol oleh pribumi
No. % No. Yo
1. 40 - 150 119 (59.5) 2 (11,0)
2. 151- 300 34 (17.0) 10 5.0
3. 301-500 20 (10,0) 2 (1.0
4. 501 - 1.000 16 (8,5) 3 (15
5 1.001 - 2.000 9 4.0 0
6. Lebih dari 2.000 2 (L0) 0
Total 200 (100,0) 37 (18,5}

Sumber: Data Consult, sebagaimana diolah dan dimuat dalam Alexander Ir-
wan, “Business Networks and the Regional Economy of East and Southeast
Asia in the Late Twentieth Century,” Disertasi doktor pada State University of
New York at Binghamtor, 1995, halaman 110.

Laporan terakhir majalah Warta Ekonomi mengenai 105
orang terkaya ASEAN pada 1996, yang terbit pada 31 Maret
1997, memperlihatkan potret yang tidak jauh berbeda dari
potret yang sudah disajikan di atas. Dari 105 orang yang dise-
butkan, 27 orang di antaranya adalah warganegara Indone-
sia. Lainnya adalah warganegara Malaysia (19 orang), Thai-
land (22 orang), Filipina (16 orang), Singapura (10 orang),
dan Brunei (1 orang). Dari 27 orang yang berwarganegara
Indonesia di atas, enam di antaranya masuk ke dalam 20
besar terkaya, dan seluruhnya adalah para pengusaha ketu-
runan Cina. Mereka adalah: Soedono Salim (peringkat 2); Eka
Tjipta Widjaya (peringkat 5); Keluarga Wonowidjoyo (pe-
ringkat 10); Keluarga Sampoerna (peringkat 12); Keluarga
Hartono (peringkat 16); dan Prajogo Pangestu (peringkat 18).2

22. Lihat Warta Ekonomi, 31 Maret 1997. Daftar lengkap ke-200 orang Cina
terkaya Indonesia disajikan dalam Apendiks IL
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Upaya-upaya ke Arah Pembauran

Pada masa Orde Lama, di kalangan keturunan Cina se-
cara umum berkembang dua arus pemikiran utama yang
saling bertentangan mengenai pembauran pri-nonpri.® Arus
pemikiran pertama adalah paham “integrasi” yang intinya
mencita-citakan agar keturunan Cina di Indonesia diakui
sebagai salah satu suku bangsa, sebagaimana suku Jawa,
Sunda, Minangkabau, dan lainnya. Paham ini dianut dan
diperjuangkan oleh Baperki (Badan Permusyawaratan Ke-
warganegaraan Indonesia), yang didirikan pada 1954 dan
bergiat sebagai organisasi massa.

Oleh beberapa kalangan, paham ini dikritik karena be-
berapa kelemahan mendasar. Pertama, keturunan Cina di
Indonesia bukanlah suatu golongan yang homogen dengan
beberapa kesamaan adat istiadat seperti halnya suku-suku
bangsa yang membentuk “orang Indonesia.” Mereka ter-
pecah-pecah berdasarkan propinsi, kota, bahkan desa kela-
hirannya. Jadi ada keturunan Cina di Indonesia yang orang
Hakka, Fukien, Kanton, dan lain-lain. Kedua, letak geografis
kediaman mereka tersebar di seluruh Indonesia, sehingga
sangat sukar untuk memandang mereka sebagai salah satu
suku bangsa. Ketiga, mereka juga tidak homogen dilihat dari
segi kebudayaan. Dalam hal ini, seperti sudah disinggung
diatas, mereka secara garis besar terbagi atas keturunan Cina
peranakan dan totok. Kedua golongan ini berbeda dalam
hal sejauh mana masing-masing golongan masih memegang

eratadat istiadat Cina dan masih menggunakan bahasa Cina
sebagai bahasa komunikasi sehari-hari.

Sementara itu, arus pemikiran yang kedua adalah pa-

23. Lihat tulisan Charles A. Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in
Indonesia,” dalam J.A.C. Mackie (ed.), The Chinese in Indonesia: Five Essays
(Hong Kong, Singapore, Kuala Lumpur: Heinemann Educational Books
[Asia], 1976), halaman 19-75. Lihat juga Charles A. Coppel, Indonesian Chi-
nese in Crisis (Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1983).
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ham “asimilasi,” yang pada dasarnya menganjurkan agar
keturunan Cina di Indonesia membaur dan mencairkan diri
dengan masyarakat lokal. Paham ini dikembangkan dan
diperjuangkan oleh LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan
Bangsa), dan sekarang dilanjutkan oleh Bakom-PKB (Badan
Komunikasi Penghayatan Kesatuan Bangsa). Paham ini die-
jawantahkan dalam “Piagam Asimilasi,”* yang dicetuskan
dalam Seminar Kesadaran Nasional yang berlangsung pada
13-15 Januari 1961. Piagam ini antara lain mengatakan bah-
wa masuk dan diterimanya seorang keturunan Cina ke
dalam tubuh bangsa Indonesia harus sedemikian rupa
sehingga akhirnya golongannya dan ciri-ciri kecinaannya
yang khas hilang sama sekali. Demikianlah, menurut pa-
ham asimilasi ini, orang-orang keturunan Cina yang ting-
gal di Jawa, misalnya, harus meleburkan diri menjadi orang
Jawa. Demikian juga dengan orang-orang keturunan Cina
yang tinggal di tengah suku-suku lain di Indonesia. Ringkas-
nya, mereka harus melebur ke masyarakat lokal.

Oleh karena pertaliannya yang sangat erat dengan ger-
akan komunis di Indonesia beberapa tahun menjelang G305
PKI, Baperki turut hancur dengan ditumpasnya PKI. Banyak
tokoh-tokohnya yang ditangkap atau lari ke luar negeri.
Bersamaan dengan itu, paham integrasi pun tenggelam. Se-
jalan dengan itu, sejak bangkitnya pemerintah Orde Baru,
paham asimilasi mendapat kesempatan luas dan dukungan
kuat pemerintah untuk melebarkan sayapnya. Antara lain
berdasarkan atas saran-saran dari LPKB dan Bakom PKB,
pemerintah mengeluarkan serangkaian peraturan yang di-
maksudkan untuk menata sedemikian rupa agar proses
pembauran masyarakat keturunan Cina dengan masyarakat

24. Tentang “Piagam Asimilasi,” lihat catatan Junus Jahja, salah seorang yang
ikut menandatanganinya, dalam Wahono (ed.), 70 Tahun Junus Jahja, hala-
man 351-361.
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keturunan pribumi berjalan dengan lancar®

Di awal Orde Baru, persisnya pada 5 Juli 1966, MPRS
mengesahkan Resolusi No. III/Res/MPRS/1966 tentang
pembinaan kesatuan bangsa. Resolusi ini menyatakan la-
rangan terhadap perangkapan kewarganegaraan dan per-
lunya mempercepat proses integrasi melalui asimilasi war-
ganegara keturunan asing di Indonesia. Hal ini hendak di-
lakukan dengan menghapuskan secara tuntas segala ham-
batan yang mungkin dapat mengakibatkan hubungan yang
tidak harmonis antara WINI keturunan asing dan masyarakat
pribumi.

Untuk mencapai tujuan di atas, salah satu peraturan
penting yang dikeluarkan oleh pemerintah adalah keputus-
an Presidium Kabinet No. 127/U/Kep/12/1966 mengenai
pergantian nama. Melalui peraturan tersebut, pemerintah
menganjurkan agar keturunan etnis Cina bersedia meng-
ganti nama mereka dengan nama Indonesia. Melalui per-
aturan itu, pemerintah juga memutuskan agar prosedur
penggantian nama itu dipermudah. Pemerintah mengelu-
arkan anjuran itu dengan maksud agar nama-nama Cina,
yang tentu saja mengacu kepada identitas Cina dan menja-
di halangan psikologis tethadap proses pembauran, dapat
dihilangkan.?

Selanjutnya, pada 6 Desember 1967, dikeluarkan Instruk-
si Presiden No. 14/1967 yang mengatur agama, kepercayaan,
dan adat istiadat keturunan Cina. Dalam instruksi itu an-

25. Keterangan lebih jauh mengenai produk-produk hukum yang dikeluarkan
pemerintah Orde Baru seperti disebutkan di bawah ini disajikan dalam
Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, bab 5, 6, dan 7; Coppel, Indonesian
Chinese in Crisis, halaman 150-167; dan Jahja (ed.), Nonpri di Mata Pribumi,
di bawah bab “Kebijaksanaan Orde Baru,” halaman 39-41.

26. Paparan lebih jauh mengenai peraturan ini dan bagaimana reaksi kalangan
keturunan Cina terhadapnya, lihat Coppel, Indonesian Chinese in Crisis, hala-
man 110-112.
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tara lain dikemukakan, tanpa mengurangi kebebasan semua
WNI untuk melaksanakan ritus keagamaan sesuai dengan
kepercayaan dan keyakinannya masing-masing, tata cara
ibadat keturunan Cina harus dilakukan secara intern dan
dalam batas-batas keluarga keturunan etnis Cina saja. Hal
ini dilakukan pemerintah dengan maksud mengurangi ja-
rak antara keturunan etnis Cina dengan masyarakat pribu-
mi. Dengan adanya Instruksi Presiden ini, maka upacara
arak-arakan menggotong toapekong, perayaan Imlek (tahun
baru Cina), pertunjukan barongsay, dan pertunjukan sejenis
lainnya yang menunjukkan kebudayaan dan adat istiadat
Cina, harus dilakukan secara tertutup dan terbatas di
lingkungan keturunan Cina saja.

Kemudian, pada 10 April 1967, keluar Keputusan Presi-
den No. 240/1967 mengenai kebijaksanaan pokok yang
menyangkut WNI keturunan asing. Disebutkan bahwa
kedudukan mereka, hak dan kewajiban mereka, di depan
hukum sama dengan bangsa Indonesia lainnya. Selanjut-
nya disebutkan juga bahwa pembinaan mereka dijalankan
melalui proses asimilasi, terutama untuk mencegah terja-
dinya eksklusivisme berdasarkan perbedaan-perbedaan
rasial.

Sementara itu, sejalan dengan keinginan besar untuk
mencapai tujuan di atas, masalah pembauran selalu dima-
sukkan ke dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Dalam GBHN 1978 disebutkan, “Usaha-usaha pembauran
bangsa perlu ditingkatkan di segala bidang kehidupan
dalam rangka memperkokoh kesatuan dan persatuan bang-
sa.” Dalam susunan redaksi yang sama, GBHN 1983 dan
1988 secara tandas menegaskan, “Usaha-usaha pembauran
bangsa perlu dilanjutkan di segala bidang kehidupan, baik
di bidang ekonomi, sosial, dan budaya, dalam usaha mem-
perkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, serta memantap-
kan ketahanan nasional.”

Selain melalui usaha-usaha di atas, tujuan pembauran
juga diupayakan dengan cara-cara yang oleh A. Dahana
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disebut tidak biasa atau “inkonvensional.”¥ Yang dimak-
sudkan dengan cara ini adalah apa yang dirintis oleh Junus
Jahja dan kawan-kawannya lewat Yayasan Ukhuwah Islami-
ah seperti sudah sempat disinggung di atas. Sudah lama
Junus Jahja dikenal sebagai tokoh pembauran. Pada 1952,
dalam usianya yang ke-25 dan masih menjadi mahasiswa
di negeri Belanda, ia memprakarsai pembubaran perkum-
pulan etnis Cina Chung Hua Hui. Hal itu disebabkan karena
ia memandang bahwa perhimpunar berdasarkan etnis atau
ras tidak sesuai bagi para anggotanya yang sudah beralih
menjadi WNL Ia lalu menganjurkan agar mereka masuk
menjadi anggota Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) yang
pembentukannya turut ia prakarsai. Sekembalinya di Tanah
Air pada 1959, dengan alasan yang sama ia aktif menentang
keberadaan Baperki.

Salah satu dimensi baru dalam upaya-upaya pembaur-
an Junus Jahja terjadi pada 1979, ketika ia berpindah agama
dari Protestan ke Islam. Di kalangan para penganjur asimi-
lasi, ia menjadi orang pertama yang berpandangan bahwa
masuk Islam adalah cara terbaik untuk mempercepat pro-
ses pembauran. Sebagai alasannya, ia kerap mengemuka-
kan pepatah yang berbunyi: “When you are in Rome, do as the
Romans do!”® Mengingat sebagian besar penduduk Indone-
sia beragama Islam, ia berkeyakinan bahwa masalah pem-
baruan pri dan nonpri akan dengan sendirinya terselesai-
kan jika kelompok WNI keturunan Cina masuk Islam.

Untuk memperjuangkan pandangannya itu, ia aktif di
berbagai kegiatan Islam: dakwah, penerbitan, kerja sama
ekonomi dan sebagainya. la antara lain giat mengajak ka-
langan keturunan Cina untuk masuk Islam dan melakukan
kawin campur. Ia mendapat banyak dukungan para pe-

27. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman é4.

28. Lihat antara lain dalam Jahja, Islam di Mata WNI, halaman iii; dan Wahono
{ed.), 70 Tahun Junus Jahja, halaman 452
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mimpin Muslim.? Almarhum Buya Hamka, misalnya, me-
nyatakan, “Islam tidak membeda-bedakan asal-usul, ras
maupun keturunan seseorang. Kehidupan sehari-hari me-
nunjukkan bahwa orang-orang Indonesia keturunan Tiong-
hoa yang memeluk agama Islam diterima oleh rakyat de-
ngan baik sehingga terbaur dengan sendirinya secara tun-
tas.”30

“Masalah Cina”: Belum Tuntasnya Pembauran

Di atas tadi sudah dikemukakan secara cukup rinci ber-
bagai pemikiran dan kebijakan, baik yang dikemukakan
kalangan pemerintah maupun kalangan “swasta,” untuk
mempercepat pembauran antara WNI yang asli keturunan
pribumi dan yang keturunan Cina. Karena berbagai pemikir-
an dan kebijakan itu, juga usaha-usaha perealisasiannya,
banyak pengamat yang menyatakan bahwa proses pembaur-
an sudah berlangsung cukup baik.

Penilaian di atas juga didukung oleh beberapa studi
mendalam yang pernah dilakukan mengenai masalah ini.
Salah satunya adalah studi Stuart W. Grief, seorang pakar
dari Amerika Serikat, yang melakukan wawancara men-
dalam terhadap 25 orang responden dari berbagai lapisan
masyarakat keturunan etnis Cina di Indonesia. Salah satu
temuan penting studi itu adalah bahwa sikap-sikap keci-
naan telah banyak yang hilang. Semua responden yang di-
wawancarainya menyatakan bahwa ia adalah orang Indo-
nesia dari berbagai daerah. Sebagai dukungan terhadap
sikap itu, mereka juga menyatakan bahwa mereka bersedia
untuk meninggalkan kebudayaan Cina yang diwariskan
nenek-moyang mereka, sebagai “harga” atau pengorbanan

29. Lihat Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, halaman 212.

30. Hamka, “Pernyataan Majelis Ulama Indonesia,” dalam Jahja (ed.), Nonpri
di Mata Pribumi, halaman 121.
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yang harus mereka bayar untuk diterima sepenuhnya se-
bagai bagian dari warga negara Indonesia.

Sementara itu, penggantian nama dan berbagai peratur-
an serta perundangan yang menjamin persamaan hak dan
kewajiban semua warganegara Indonesia, termasuk yang
keturunan asing, dipandang Grief telah memacu proses
pembauran. Bahkan Grief berani mengemukakan penda-
pat bahwa, tidak berapa lama lagi, kita akan sulit membe-
dakan antara yang pri dan yang nonpri, kecuali yang ber-
sangkutan mengakui identitasnya sendiri.®

Perkembangan menggembirakan di atas, lanjut Grief,
sedikitnya sudah bisa dirasakan sejak 1985. Upaya-upaya
pembaruan bisa dikatakan maju pesat terutama di kubu
peranakan yang paling tua di Jawa. Secara cukup detail,
Grief memaparkan demikian:

Sekarang tidak banyak orang di bawah usia 40 yang bisa mem-
baca atau menulis huruf Cina, dan di Jawa terutama, bahasa Cina
dalam percakapan di rumah sudah lenyap dan digantikan dengan
bahasa Indonesia. Pada umumnya, terutama di kota-kota, orang-
orang Cina telah berbaur ke dalam masyarakat Indonesia modern
ketimbang menjadi salah satu suku bangsa. Bahkan seorang peng-
amat biasa pun akan dapat melihat, bahwa kerukunan yang sejati di
hampir semua lapisan antara pribumi dengan nonpribumi telah ter-
capai di atas dasar yang baik dan kuat. Meskipun angka-angka statis-
tik, yang selalu membuat frustrasi para periset, tidak ada untuk
membuktikannya, tampaknya jumlah perkawinan antara totok dan
peranakan makin meningkat. Perkawinan antara pribumi dengan
peranakan pun menunjukkan kecenderungan yang sama. Fenome-
na terakhir ini tidak diragukan lagi dimudahkan oleh langkah revolu-
sioner sebagian besar golongan muda Cina untuk meninggalkan
ajaran Kong Hu Cu (sebuah filsafat yang tidak didukung dan disah-
kan Orde Baru yang berorientasi pada agama) dan agama Budha
(salah satu dari lima agama yang disahkan oleh pemerintah), dan
masuk Kristen atau Katolik Roma, »

31. Lihat Stuart W. Grief, “WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, diterje-
mahkan dari bahasa Inggris oleh A. Dahana (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti,
1994), halaman 122-133.

32. Grief, “WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, halaman 23-24.
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Jika kita sekilas saja menengok berbagai bidang kehidup-
an sosial-kemasyarakatan di tanah air kita, memang tidak-
lah sulit bagi kita untuk menemukan tokoh-tokoh yang kita
banggakan, bahkan yang mengharumkan nama bangsa,
yang berasal dari keturunan Cina.

Dalam hal inj, fakta yang pasti tak terbantahkan adalah
apa yang sudah dicapai para atlet bulutangkis kita di dunia
internasional. Seperti diketahui mungkin oleh semua rakyat
Indonesia, banyak di antara para atlet itu yang berasal dari
keturunan Cina. Yang paling menonjol di antara mereka,
tidak diragukan lagi, adalah Sang Maestro Rudy Hartono,
yang menjuarai turnamen All England sebanyak sembilan
kali berturut-turut —sebuah rekor yang hingga kini be-
lum terpecahkan. Selain itu, juga dapat dicatat beberapa
nama lainnya: Kwik Kian Gie dan Jusuf Wanandi (politi-
si di PDI dan Golkar); Teguh Karya dan Nano Riantiarno
(Kesenian Teater); Abdul Hadi WM. (Penyair); Mely G. Tan,
Thee Kian Wie, Lie Tek Tjeng, Arief Budiman, Ariel Heryan-
to, Mari Pangestu (ilmuwan); almarhum Yap Thiam Hien
(advokat dan pejuang hak-hak asasi manusia); dan seterus-
nya.

Terlepas dari perkembangan yang menggembirakan
seperti disebutkan di atas, harus pula diakui dengan tu-
juan akhir pembauran pribumi dan non-pribumi masih
belum tercapai. Bahkan dapat dikatakan bahwa tujuan
pembauran total itu masih jauh dari tuntas. Dengan kata
lain, menjelang millenium ketiga yang beberapa tahun
lagi akan datang, bangsa Indonesia masih saja dihantui
oleh apa yang oleh para pakar disebut sebagai “Masalah
Cina.”

Oleh beberapa pemimpin pribumi, masalah ini sudah
seringkali dikemukakan. Sekadar menyebut satu contoh
yang bagus, karena cakupannya yang dapat disebut menye-
luruh, dalam sebuah makalah yang ditulis pada 1991, Sis-
wono Judo Husodo secara tegas mengemukakan pandang-
an dan penilaiannya mengenai belum selesainya persoalan
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pembauran di atas. Siswono, yang ketika itu adalah Men-
teri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia, men-
catat sembilan “dosa” WNI keturunan Cina yang telah ikut
mempersulit upaya-upaya pembauran. Mengutip dan
mengembangkan apa yang pernah disebutkan oleh Siswono,
kesembilan “dosa” itu mencakup persoalan-persoalan:

1. Masih banyak diantara WNI keturunan Cina yang ting-
gal secara eksklusif di wilayah mereka sendiri. Kenya-
taan ini pada gilirannya —meskipun mungkin tidak di-
maksudkan begitu— telah menciptakan kantong-kan-
tong yang terpisah dari penduduk Indonesia yang lain.

2. Dalam hal merekrut tenaga kerja, masih sering ditemui
bahwa sejumlah perusahaan yang dikelola oleh pe-
ngusaha-pengusaha keturunan Cina cenderung untuk
lebih memprioritaskan calon pekerja dari keturunan
Cina daripada calon-calon keturunan pribumi.

3. Dalam soal pemberian gaji, sejumlah perusahaan yang
dijalankan oleh para pengusaha Cina masih bersikap dis-
kriminatif. Halini dalam pengertian bahwa mereka cen-
derung untuk memberi gaji yang lebih besar kepada para
pekerja keturunan Cina dibandingkan pekerja-pekerja
pribumi.

4. Dalam hal hubungan usaha (bisnis) dan sikap terhadap
mitra kerja atau klien, masih sering ditemui adanya be-
berapa pihak yang dengan sengaja atau tidak cenderung
membeda-bedakan antara keturunan Cina dan ketu-
runan pribumi.

5. Dalam bertetangga, sebagian warga keturunan Cina
masih mempunyai kecenderungan untuk tidak menun-
jukkan solidaritas dan kebersamaan sosial dengan war-
ga pribumi.

6. Sebagian dari mereka masih belum bersedia untuk
mengembangkan rasa identitas nasional secara utuh.
Dalam hal inij, dapat dikatakan bahwa sebenarmnya rasa
identitas nasional sebagian dari mereka masih sangat
lemah. Untuk itu, masih sering ditemui adanya persep-
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si bahwa sebagian dari mereka cenderung untuk memper-
lakukan Indonesia tidak lebih dari sekadar tempat un-
tuk menetap dan mencari penghidupan (keuntungan).
Di antara mereka masih ada yang menggunakan bahasa
ibu (Cina) dalam percakapan sehari-hari. Demikian pula,
masih ada di antara mereka yang memegang erat adat-
istiadat dan tradisi nenek moyang mereka. Dalam kon-
teks itu, sangat disayangkan bahwa sebagian dari mere-
ka kurang atau tidak mengenal adat-istiadat Indonesia.
Yang lebih memprihatinkan adalah bahwa di antara
mereka ada yang tidak mau berusaha untuk meningkat-
kan kemampuan mereka dalam berbicara dengan meng-
gunakan bahasa Indonesia dengan baik.

Masih ada di antara mereka yang memandang status
kewarganegaraan Indonesia tidak lebih dari sekadar un-
tuk keperluan legalitas.

Masih ada di antara mereka yang merasa lebih unggul
dibandingkan dengan kelompok-kelompok {(etnis atau
ras) lain dalam masyarakat Indonesia.®

Bagaimana “daftar dosa,” yang disampaikan oleh figur

seperti Siswono, di atas harus dibaca?

Mely G. Tan, ilmuwan (sosiolog) keturunan Cina yang

bekerja di LIPI, mengajukan tiga hal yang harus diperhati-
kan dalam memahami “daftar dosa” di atas. Pertama, “daftar
dosa” itu dikemukakan oleh seseorang yang mempunyai
stature tertentu dalam konfigurasi elite politik nasional. Se-
perti telah disebutkan, Siswono pernah menjabat sebagai
Menteri Negara Perumahan Rakyat. Kini, Siswono adalah
Menteri Transmigrasi dan Perambahan Hutan. Meskipun

33. Dikutip dari artikel Mely G. Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia: Issues

and Implications,” dalam Leo Suryadinata (ed.), Southeast Asian Chinese:
The Socio-Cultural Dimension (Singapore: Times Academic Press, 1995), ha-
laman 16-17.
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pernyataan tersebut mungkin tidak dikemukakan dalam ka-
pasitasnya sebagai pejabat, akan tetapi karena stature yang
dimiliknya, pernyataan tersebut tentu memiliki kadar atau
makna politis. Apalagi jika dikaitkan dengan kenyataan
bahwa Siswono memang mempunyai perhatian besar dalam
masalah pembauran ini.*

Kedua, “daftar dosa” yang disebutkan di atas juga sudah
sering dikemukakan kalangan lain dalam membaca lang-
kah-langkah WNI keturunan Cina di Indonesia, khususnya
yang menyangkut kegiatan mereka di bidang dunia usaha
dan ekonomi. Kenyataan ini menunjukkan bahwa pada
dasarnya komunitas pribumi mempunyai pandangan yang
relatif baku atau konstan terhadap warga keturunan Cina.
Dengan kata lain, tidak banyak yang berubah dalam pan-
dangan sebagian besar masyarakat pribumi terhadap war-
ga keturunan Cina—khususnya yang berkaitan dengan pe-
rilaku ekonomi dan sosial-budaya mereka.

Ketiga, akan tetapi penting untuk dicatat bahwa “daftar
dosa” itu tidak dikemukakan dalam semangat yang me-
mukul-rata. Artinya, tidak ada nuansa generalisasi di dalam
pengungkapan “daftar dosa” tersebut. Penggunaan kata
“sebagian” atau “sementara” menunjukkan dengan tegas
bahwa tidak seluruh warga keturunan Cina bertingkah laku
tunggal atau homogin. Hal itu berarti ada segmen-segmen
komunitas warga keturunan Cina, baik dalam kapasitas
mereka sebagai aktor ekonomi atau sebagai warga negara
biasa, yang tidak terlibat dalam struktur “dosa” di atas.
Dengan begitu, maka Siswono terbebaskan dari kecende-
rungan untuk memberikan penilaian secara stereotipikal ter-
hadap warga negara Indonesia keturunan Cina* Seperti
akan menjadi lebih jelas lagi nanti, hal ini sangat penting,

34. Dalam hal ini, antara lain, Siswono pernah menulis buku Warga Baru.

35. Lihat Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia,” halaman 17.
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karena salah satu akar persoalan yang menghambat upaya-
upaya pembauran adalah seringnya pemberian judgment
yang bersifat stereotipikal kepada masing-masing kelom-
pok.

Namun demikian, ketidakpuasan terhadap hasil-hasil
pembauran yang selama ini sudah dijalankan juga dirasa-
kan oleh sebagian WNI keturunan Cina. Hanya saja, ke-
mungkinan besar karena posisi mereka sebagai kelompok
minoritas, perasaan tidak puas tersebut sering kali tidak
dinyatakan secara terbuka.

Dalam wawancara yang dilakukan Grief seperti sudah
disebutkan di atas, misalnya, masih muncul banyak keluh-
an tentang perilaku tidak adil terhadap WNI keturunan Cina.
Dengan kata lain, beberapa sumber yang diwawancarai
Grief merasakan bahwa, dalam menjalankan berbagai ke-
bijakan yang sudah digariskan pemerintah, terjadi banyak
inkonsistensi di lapangan. Beberapa di antara mereka mi-
salnya mengatakan, pemberian nomor khusus dan penan-
daan tertentu atas Kartu Tanda Penduduk (KTP) mereka
merupakan perlakuan yang diskriminatif atas dasar ras.

Dalam hal ini, tambah Grief, yang paling mencolok ada-
lah masalah kewarganegaraan bagi para keturunan Cina
yang masih merupakan warga negara asing (WNA). “Pem-
batalan Perjanjian Dwikewarganegaraan dengan RRC pada
bulan April 1969,” tulis Grief, “telah menyebabkan anak-
anak orang Cina WNA yang dulu memilih kewarganega-
raan Cina tak dapat melepaskan status mereka sebagai war-
ga negara Cina sesudah mereka dewasa. Padahal mereka
dilahirkan di Indonesia.”* Mengenai inkonsistensi kebijak-
an di lapangan, Grief menulis:

Alih-alih kata-kata indah yang ada dalam peraturan, proses
naturalisasi berjalan dengan sangat lambat dan mahal. Hal itu

36. Grief, “WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, halaman 29.
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menyebabkan terjadinya banyak kasus korupsi yang hanya meng-
untungkan golongan Cina kaya tapi merugikan orang-orang Cina
tak kaya atau malahan miskin, yang selama ini luput dari perhatian.
Pada 1979 proses naturalisasi mulai dijalankan dengan cepat. Wa-
laupun menyinggung perasaan banyak Cina yang sudah lama men-
jadi WNI, semua orang Cina diharuskan mengisi kuosioner yang
dibuat untuk menghilangkan segala kasus kewarganegaraan yang
tidak jelas. Menjelang tahun 1980, banyaknya Cina WNA sekitar satu
jutaorang, dan prosedur untuk naturalisasi disederhanakan tapi tetap
saja mahal dan berada di luar kemampaun banyak orang Cina un-
tuk membayarnya.¥’

Selain itu, sebagian dari responden yang diwawancarai
Grief, misalnya, menyatakan ketidakpuasannya terhadap
serangkaian pembatasan atas golongan etnis Cina untuk
memasuki universitas-universitas negeri. Grief menyabut-
kan bahwa, meskipun dalam teori WNI keturunan Cina
mempunyai hak yang sama dengan WNI lainnya, tapi pada
kenyataannya mereka diperlakukan secara diskriminatif
dalam konteks penerimaan mahasiswa di universitas-uni-
versitas negeri. “Kebanyakan universitas negeri membatasi
jumlah penerimaan mahasiswa Cina sampai 10 persen saja.
Malahan di daerah-daerah yang kuat pengaruh Islamnya,
dibatasi hanya sampai 5 persen,” tulisnya. Kecenderungan
ini telah menyebabkan timbulnya universitas-universitas
swasta, yang biasanya berafiliasi dengan gereja dan keuang-
annya dipikul oleh keluarga-keluarga Cina yang sebetul-
nya tidak semuanya mampu. Akibatnya, tambah Grief, ba-
nyak sekali keluarga Cina yang menderita.*

Sementara itu, beberapa kalangan WNI keturunan Cina
juga beranggapan bahwa kasus hubungan pri-nonpri dan

37. Grief, “WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, halaman 29. Lihat juga
sumbangan tulisan Christianto Wibisono, “Masalah ‘non-pribumi’ di In-
donesia,” dalam Wahono {ed.}, 70 Tahun Junus Jahja, halaman 65-80. Tera-
khir, kritik seperti ini juga dikemukakan oleh Juwono Sudarsono, Wakil
Gubernur Lemhanas. Lihat laporannya dalam Kompas, 25 Juli 1996.

3B. Grief, "WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, halaman 30-31.
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posisi nonpri di negeri ini, keadaan sekarang sebenarnya
tidak lebih baik dibandingkan dengan zaman Orde Lama.
Malah, beberapa pihak menyatakan, keadaannya bahkan
lebih buruk. Kritik terakhir ini merujuk kepada kenyataan
bahwa pada masa Orde Lama dulu ada beberapa menteri
yang keturunan Cina, sedangkan sekarang tidak ada. Para
menteri keturunan Cina itu misalnya adalah Oei Tjoe Tat,
Tan Kiem Liong, dan David Cheng pada Kabinet Dwikora,
dan Ong Eng Djie pada Kabinet Ali Sastroamidjojo.*

Selain itu, sebagaimana direkam pengamat yang juga
keturunan Cina, A. Dahana, beberapa kalangan WNI ketu-
runan Cina merasakan bahwa pengelompokan pri-nonpri
ini makin terasa dengan golongan keturunan Cina lebih
terkonsentrasi di bidang bisnis dan keturunan pribumi di
bidang birokrasi.®’ Ringkasnya, sebagaimana dikatakan oleh
Adam Schwarz, “[m]eskipun para keturunan Cina mem-
peroleh iklim ekonomi yang lebih kondusif dalam pemerin-
tahan Orde Baru di bawah Soeharto, tetapi secara politik
dan kultural mereka secara umum masih merupakan orang
asing (outsiders).”*

Perkembangan yang tampak belakangan ini tidak
banyak berkembang ke arah yang lebih baik. Tidak dapat
diragukan lagi, perkembangan yang paling tidak menggem-
birakan berlangsung pada bidang ekonomi. Hal ini disebab-
kan karena kelompok minoritas keturunan Cina, yang jum-
lahnya hanya 4-5 persen dari seluruh penduduk Indonesia
itu, menguasai 70 hingga 80 persen modal yang beredar di
Indonesia. Rasio yang sangat tidak proporsional antara jum-
lah penduduk komunitas keturunan Cina dan jumlah mo-

39. Lihat misalnya artikel Christianto Wibisono, “Terobosan Menteri Nonpri,”
Panji Masyarakat, 19 Mei 1997.

40. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 64.

41. Schwarz, A Nation in Waiting, halaman 106.

137



Masyarakat Cina, Ketahanan Nasional dan Integrasi Bangsa di Indonesia

dal yang mereka kuasai inilah yang mendorong banyak pi-
hak untuk melihat fenomena penguasaan kapital warga
keturunan Cina di Indonesia sebagai “ketidak-seimbangan
paling tinggi di Asia Tenggara.”®

Sayangnya, perkembangan sepanjang kurang lebih
sepuluh tahun terakhir ini tampaknya justru makin mem-
perkeruh persoalan di atas. Salah satu faktor yang ikut ber-
peran dalam hal ini adalah media massa, baik cetak mau-
pun elektronik. Meskipun tidak dimaksudkan demikian,
mereka sering dihadapkan pada situasi yang sulit dan
dilematis. Seringkali mereka dihadapkan pada pilihan-pi-
lihan sulit —antara tugas pemberitaan sebagai fungsi uta-
ma media massa dan kemungkinan dampak yang bakal tim-
bul dari hal-hal yang mereka beritakan, yang dalam banyak
kasus tidak disadari atau diketahui sebelumnya.

Harus diakui, wacana dan kegiatan ekonomi para kong-
lomerat, yang sebagian besar dari mereka berasal dari war-
ga keturunan Cina, mempunyai nilai jual jurnalistik yang
sangat tinggi. Lebih-lebih jika hal itu diletakkan dalam kon-
teks kenyataan empirik bahwa warga keturunan Cina men-
guasai, seperti telah disinggung di atas, kurang lebih 70 hing-
ga 80 persen modal yang beredar di tanah air. Dalam pers-
pektif jurnalistik, realitas seperti itu merupakan sesuatu yang
terlalu berharga untuk dilewatkan.

Tidak terlalu berlebihan kalau Mely G. Tan menulis,
“[jlika seseorang memperhatikan jejeran majalah yang di-
jual di pinggir-pinggir jalan dan di toko-toko buku di Jakar-
ta, [maka ia akan menemukan bahwa] tidak ada satu bulan
pun, bahkan tidak ada satu minggu pun, yang terlewatkan
tanpa beberapa pengusaha besar keturunan etnis Cina (atau

42. Lihat artikel John McBeth and Margot Cohen, “Tinderbox,” dalam Far East-
ern Economic Review, 9 Januari 1997, halaman 15. Penilaian itu mereka ru-
muskan sebagai “the highest imbalance in Southeast Asia.”
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yang dalam bahasa media di Indonesia disebut ‘konglo-
merat’) menghiasi sampul depan majalah-majalah ekonomi/
bisnis.” Tanpa disadari, apalagi dimaksudkan, pemberitaan-
pemberitaan seperti ini—yang terjuktaposisikan dengan situasi
umum ekonomi komunitas pribumi— telah ikut memper-
parah kecurigaan dan kecemburuan yang sudah ada.
Fenomena pemberitaan media di atas sudah mulai tam-
pak sejak pertengahan dekade 1980-an. Puncaknya mulai
terasa pada akhir dekade tersebut dan berlanjut hingga de-
wasa ini. Demikianlah, misalnya, Eksekutif, sebuah majalah
bulanan eksklusif dan mahal harganya, yang terutama me-
mang dimaksudkan untuk memotret dunia kalangan ek-
sekutif dan diperuntukkan bagi kelompok pembaca yang
sama, dalam sampul depannya edisi Mei 1989, memuat
gambar besar Eka Tjipta Widjaja, bos Sinar Mas Group.
Majalah lainnya, Warta Ekonomi, dalam sampul depan edisi-
nya Oktober 1989, memasang gambar lima pengusaha muda
pria dan wanita, dengan kutipan berbunyi “Generasi Ke-
dua.” Dari kelima pengusaha muda itu, tiga di antaranya
adaiah pengusaha muda keturunan Cina: James Ryadi (anak
Mochtar Ryadi), Anthony Salim (anak Liem Sioe Liong), dan
Indra Widjaja (anak Eka Tjipta Wijaja). Dua sisanya adalah
pengusaha perempuan keturunan pribumi, yaitu Shanti
Soedarpo (anak Soedarpo) dan Yanti Sukamdani (anak Su-
kamdani). Lalu, pada edisi Oktober 1989, majalah Swasem-
bada menulis laporan utama mengenai kecenderungan bis-
nis 1990-an. Sampul depannya memasang enam gambar pe-

43, Lihat Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia,” halaman 14. Seperti tampak
dalam contoh-contoh yang diberikan Mely G. Tan sendiri, yang sebagian-
nya juga akan dikemukakan di bawah, ekspose ini terbukti tidak hanya
dilakukan oleh majalah ekonomi/bisnis saja seperti yang dikemukakan-
nya dalam kutipan di atas, melainkan juga oleh majalah-majalah umum
seperti Tempo atau Editor.
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ngusaha, yang tiga di antaranya adalah pengusaha ketu-
runan Cina: Ciputra (Jaya), Teddy P Rachmat (Astra), dan
Sofyan Wanandi (Gemala). Tiga sisanya adalah Antony Brug-
mans (Unilever), Yamin Taher (National Gobel), dan Dicky
Iskandar Di Nata (Bank Duta).

Beberapa contoh dari majalah-majalah yang beredar
sejak 1990 hingga 1993, seperti yang pernah diteliti oleh Mely
G. Tan, memperlihatkan gambaran yang sama mengenai
kuatnya daya tarik berita dari kelompok pengusaha besar
yang kemudian dikenal luas dengan sebutan “konglomer-
at” itu. Misalnya, pada tahun 1990, Liem Sioe Liong sedi-
kitnya muncul dua kali sebagai tokoh untuk sampul depan
(Tempo, Maret 1990, dan Editor, 14 April 1990). Pada tahun
yang sama, majalah Infobank (edisi bulan Mei 1990) me-
masang gambar empat konglomerat besar keturunan Cina
dalam sampul depannya: Mochtar Ryadi, Edward Soerja-
djaja, Eka Tjipta Widjaja, dan Mu’min Ali. Pada 1991, Liem
Sioe Liong lagi-lagi muncul dalam sampul depan majalah
Editor edisi Agustus.

- Kemudian, masih dalam nafas yang sama, 1992 diwar-
nai oleh tampilnya dua wajah baru pengusaha besar ketu-
runan Cina yang segera mencuat dalam pemberitaan me-
dia massa nasional dan internasional karena sepak terjang
keduanya dalam dunia bisnis. Yang pertama adalah Prayogo
Pangestu (bos Barito Pasifik Timber, yang nama aslinya
Phang Djun Phen). Ia berturut-turut tampil dalam sampul
depan Editor (25 April), Prospek (15 Agustus), dan Tempo (12
Desember). Ia bahkan sempat tampil dalam sampul depan
majalah berbahasa Inggris yang terbit di Hong Kong, Far
Eastern Economic Review (12 Maret), dengan judul laporan
utama “Penguasa Hutan” (Lord of the Forest). Wajah baru lain-
nya adalah Tryono Gondokusumo, yang tampil dalam sam-

44. Lihat Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia,” halaman 14-15.
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pul depan salah satu edisi Warta Ekonomi dengan judul la-
poran “Taipan Baru.” Gambaran sejenis juga dapat ditemu-
kan dalam berbagai edisi majalah-majalah berita lainnya,
seperti Forum Keadilan dan Indonesian Business Weekly (salah
satu dari dua mingguan bisnis berbahasa Inggris yang ter-
bit di Jakarta).

Peliputan media massa sepanjang tahun 1993, khusus-
nya di bidang ekonomi dan bisnis, juga masih ditandai oleh
dominannya muka-muka pengusaha keturunan Cina di
sampul depan majalah. Tetapi ada dimensi baru dalam hal
ini. William Soerjadjaja menjadi “berita hangat” sepanjang
beberapa bulan sejak pertengahan 1992 hingga 1393. Kali
ini bukan karena kesuksesan bisnisnya, melainkan karena
kebangkrutan Bank Summa, sebuah bank swasta yang di-
pimpin oleh anaknya yang tertua, Edward Soerjadjaja.
Menghadapi kemelut ini, tanggungjawab sepenuhnya tam-
pak diambil alih oleh William, sedang Edward menghilang
dari arena. Dalam kulit muka majalah berita mingguan Tem-
po saja, William tampil tiga kali, yakni pada edisi 28 No-
vember 1992, 26 Desember 1992, dan 22 Mei 1993.

Bahwa beberapa pengusaha keturunan Cina itu kaya
raya, hal itu sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru. Teta-
pi, sebagaimana dikatakan Schwarz, yang benar-benar baru
adalah kenyataan bahwa kekayaan dan sosok pribadi mere-
ka, yang pada mulanya dan menurut tradisinya tampil low
profile itu, kini dipertontonkan di depan publik.* Hal itu
tidak bisa dielakkan. Dengan menjual saham mereka di
bursa efek, misalnya, para pengusaha itu harus memberi-
kan informasi selengkap-lengkapnya mengenai perusahaan
mereka kepada publik. Hal ini tidak terbayangkan sebe-
lumnya. Ringkasnya, sementara memang benar jika dikata-
kan bahwa perusahaan-perusahaan keturunan Cina sudah

45. Lihat Schwarz, A Nation in Waiting, halaman 99.
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lama kaya raya, tetapi kini kekayaan mereka dipertonton-
kan kepada siapa saja.

Pemberitaan-pemberitaan media massa di atas mau
tidak mau turut mempertegas jurang pemisah atau apa yang
di atas disebut sebagai ketakseimbangan ekonomi. Pada
akhirnya, hal itu ikut pula memancing rasa kecemburuan
sosial-ekonomi komunitas pribumi terhadap warga ketu-
runan Cina. Seperti dapat dilihat pada bab II yang lalu,
kecemburuan seperti ini sebenarnya bukanlah hal baru —
sejarahnya dapat ditelusuri hingga ke masa pertama kali
mereka datang ke bumi Nusantara. Tetapi kini, dengan keter-
libatan media massa, kekayaan dan sepak terjang para pe-
ngusaha keturunan Cina itu begitu mencolok, dan kecem-
buruan yang menyertainya juga begitu besar, seperti api
dalam sekam yang setiap saat mudah terbakar. Pemberitaan-
pemberitaan itu memperkuat opini publik untuk menen-
tang mereka, dan hal itu bisa terjadi setiap saat.

Kecemburuan di atas, dan kecurigaan yang menyertai-
nya mengenai tipisnya rasa nasionalisme para pengusaha
keturunan Cina itu, makin bertambah kental sehubungan
dengan meningkatnya hubungan dagang antara mereka
dengan kalangan pengusaha Cina di luar negeri, baik di
wilayah Cina perantauan maupun Cina daratan. Seperti
sudah dipaparkan pada bab III yang lalu, hubungan ini
makin lama makin erat, membentuk jaringan yang kokoh
sesama mereka. Di Indonesia sendiri, hal ini makin dimung-
kinkan karena, pada 1990 pemerintah memutuskan untuk
membuka kembali hubungan diplomatik dengan RRC se-
telah 23 tahun terputus.

Contoh terbaik dari kecurigaan dan kecemburuan di atas
sejauh ini mungkin adalah kontroversi yang berlangsung
menyusul didatangkannya 700 orang buruh dari RRC oleh
Sinar Mas Group, perusahaan swasta milik Eka Tjipta Wi-
djaja. Kisahnya bermula pada Agustus 1992, ketika per-
usahaan Indah Kiat Pulp & Paper, salah satu anak perusa-
haan Sinar Mas Group, membeli mesin dari RRC. Ke-700
orang buruh itu didatangkan untuk membangun pabrik
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yang menggunakan mesin bersangkutan.

Ketika rencana ini diberitakan media massa, protes ber-
munculan dari berbagai asosiasi buruh, kalangan parlemen,
pejabat negara, dan lainnya. Sinar Mas Group didesak un-
tuk memulangkan buruh-buruh RRC di atas, meskipun pe-
rusahaan ini sudah memperoleh izin dari beberapa kemen-
terian di Indonesia. Oleh Ginanjar Kartasasmita, perusahaan
itu diperingatkan untuk tidak menyalahgunakan dibuka-
nya kembali hubungan diplomatik antara Indonesia dan
RRC. “Saya tidak mau melihat hal seperti ini terjadi lagi
nanti,” katanya. Sementara itu, dalam salah satu tajuknya,
harian berbahasa Inggris Indonesian Observer menulis, “Me-
lihat situasi di atas, adalah fakta tak terbantahkan bahwa
kini telah berlangsung erosi nasionalisme dan patriotisme
di Indonesia.”*

Contoh kontroversi hangat lainnya adalah penilaian-
penilaian, baik yang terbuka maupun terpendam, yang
muncul setelah berlangsungnya Konvensi Para Pengusaha
Cina se-Dunia II di Hong Kong pada 22-24 November 1993.
Dalam kaitannya dengan peristiwa ini, majalah berita ming-
guan Tempo menurunkan laporan utama tentang kiprah
ekonomi konglomerat keturunan Cina di Cina daratan. La-
poran itu dikemas dengan judul “Mari Kembali ke Cina.”
Laporan yang sebanding dibuat oleh Warta Ekonomi. Dalam
konteks yang agak luas dan bersifat global, majalah yang
Khusus mengulas soal-soal ekonomi itu melaporkan jaring-
an usaha konglomerat Cina sedunia. Dengan judul yang
agak besar, “Jaringan Bisnis Taipan se-Dunia,” laporan itu
tentu mendatangkan respon-respon tertentu di kalangan
masyarakat luas, khususnya komunitas pribumi.¥’

46. Lihat Schwarz, A Nation in Waiting, halaman 130-131.
47. Lihat Tan, “The Ethnic Chinese in Indonesia,” halaman 20-21.
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Di tengah masih maraknya kesan atau persepsi banyak
pihak bahwa sebagian warga keturunan Cina kurang me-
miliki semangat nasionalisme yang kuat dan teguh, kon-
vensi penguasaha Cina di atas bukan hanya menimbulkan
kontroversi tetapi juga mengundang banyak pertanyaan.
Dalam konteks sejarah Nusantara, hal itu semakin meneguh-
kan kecurigaan-kecurigaan yang selama ini masih
berkembang. Peristiwa seperti itu layak dan patut untuk
dipublikasikan. Akan tetapi, seperti telah disinggugng, tak
dapat dipungkiri bahwa hal itu menebalkan rasa kecurigaan
yang masih ada pada sementara komunitas pribumi atau
pihak-pihak lainnya.

Di kalangan keturunan Cina sendiri, peristiwa di atas
mendapat reaksi yang beragam. Bos Gemala Group, Sofyan
Wanandi, kepada Tempo menyatakan, “Menanam modal di
RRC sebenarnya bukan soal. Sepanjang hanya menyangkut
bisnis dan perluasan pasar, tidak apa-apa. Tapi, kalau me-
ngumpulkan keturunan Cina untuk membangun negeri le-
luhur, itu apa-apa.” Ia juga menambahkan, “harus diingat,
kita ini dibesarkan di Indonesia. Jadi basis kita ini di sini,
bukan di RRC.” -

Pendapat ini didukung Kwik Kian Gie. Menurutnya, hal
itu merugikan usaha untuk mengintegrasikan para ketu-
runan Cina ke dalam masyarakat lokal. Karena itu, ia
menyuarakan kritik terhadap Lee Kuan Yew, Menteri Se-
nior Singapura, yang memprakarsai konvensi tersebut.
Menurutnya, langkah Lee untuk menggalang persatuan di
antara para pengusaha Cina perantauan itu adalah tindak-
an yang menginjak-nginjak kaum minoritas Melayu di ne-
gerinya sendiri dan menjadikan mereka sebagai wargane-
gara kelas dua.®

48. Untuk pendapat Sofyan Wanandi dan Kwik Kian Gie, lihat Tempo, 20 No-
vember 1993,
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Reaksi yang kurang-lebih sama juga dikemukakan oleh
Junus Jahja. Ia melihat pertemuan di atas sebagai hal yang
tidak menguntungkan untuk usaha-usaha pembauran yang
sedang terus diupayakan baik oleh pemerintah maupun
kalangan minoritas keturunan Cina sendiri. Dalam surat
terbukanya di harian Kompas, ia menyatakan bahwa kum-
pul-kumpul bersama atas dasar solidaritas etnis yang eks-
klusif di atas itu sangat merugikan usaha persatuan bangsa
yang sedang dibina.®

Pandangan agak lain dikemukakan oleh Alexander Ir-
wan, ilmuwan muda keturunan Cina yang ketika kontro-
versi ini mencuat sedang menyelesaikan disertasi doktor-
nya mengenai jaringan bisnis dan ekonomi regional di Asia
Timur dan Asia Tenggara. Dalam artikelnya di harian Kom-
pas, ia menilai peristiwa konvensi di atas sebagai persoalan
ekonomi semata. Menurutnya, pendapat Sofyan Wanandi
dan Kwik Kian Gie di atas adalah produk konstelasi ekonomi
dan politik di Indonesia. Ini dalam pengertian bahwa yang
sedemikian itu merupakan pendapat yang dilandasi oleh
kemungkinan meningkatnya sentimen anti-Cina dan
karenanya mengabaikan realitas munculnya kombinasi
ekonomi RRC dengan ekonomi kawasan Asia Timur dan
Asia Tenggara. Selanjutnya ia menyatakan, motivasi para
konglomerat etnis Cina yang berkumpul di atas bukanlah
untuk membangun tanah leluhur, melainkan untuk melu-
askan usaha dan mencari untung di luar negeri. Karena itu,
ia menyarankan agar perkembangan di atas tidak dimusuhi
atau dicurigai, melainkan ditarik manfaatnya sebanyak
mungkin untuk kepentingan nasional.”®

49. Untuk uraian yang lebih lengkap, lihat dalam Wahono {ed.), 70 Tahun [u-
nus fahja, halaman 266-281.

50. Lihat Alexander Irwan, “Bukan Masalah Nasionalisme,” Kompas, 29 No-
vember 1993.
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Pendapat senada juka dikemukakan oleh A. Dahana. Ia
menyebutkan empat faktor yang membuat tuduhan di atas,
yakni bahwa pertemuan di atas dimaksudkan untuk mem-
bangun negeri leluhur, tidak relevan. Pertama, para pen-
gusaha Indonesia yang menanamkan modal di RRC tidak
hanya yang berasal dari keturunan Cina, melainkan juga
dari kalangan pengusaha pribumi seperti Aburizal Bakrie.
Kedua, dana yang digunakan sebagai investasi di RRC
konon berasal dari pinjaman bank-bank di luar negeri yang
bunganya berada di bawah 5 persen, jauh di bawah suku
bunga di Indonesia. Dengan kata lain, investasi tersebut
tidak menyedot dana yang ada di dalam negeri. Ketiga,
tokoh-tokoh bisnis Cina di kawasan ini hendaknya tidak
dianggap sebagai orang Cina, melainkan para pengusaha
dari Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, atau lain-
nya. Sifat seorang pengusaha adalah mencari keuntungan
tanpa ingin melibatkan diri dengan masalah-masalah poli-
tik, ras, kebudayaan, dan faktor-faktor primordial lainnya.
Keempat, mereka berbondong-bondong menanamkan in-
vestasi ke Cina karena berbagai kemudahan yang disedia-
kan oleh pemerintah RRC dalam soal pajak, kepemilikan
alat-alat produksi dan tanah, pengambilan keuntungan, dan
lain sebagainya.*

Terlepas dari perdebatan mengenai apakah konvensi di
atas didorong oleh motif untuk membangun negeri leluhur
atau semata-mata untuk mencari untung, dampak ekspose-
nya oleh media massa terhadap usaha-usaha pembauran di
Indonesia sama saja. Peristiwa di atas hanya menambah
kecurigaan dan kecemburuan terhadap para pengusaha
keturunan Cina yang selalu dipandang dengan sikap-sikap
stereotipikal: bahwa kesadaran nasionalisme mereka tipis,
bahwa mereka maunya hanya mencari untung dan “num-

51. Dahana, “Masalah Cina Perantauan,” halaman 58.
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pang” kewarganegaraan di Indonesia; bahwa masih terus
berorientasi ke negeri leluhur, dan sebutan-sebutan negatif
lainnya. Sikap-sikap stereotipikal itu cenderung memandang
para keturunan Cina di Indonesia sebagai sebuah kelom-
pok minoritas yang homogen. Tidak peduli apakah seorang
keturunan Cina itu kaya atau miskin, punya rasa nasionalis-
me tinggi atau rendah, penilaian stereotipikal itu tetap me-
nempel kepada mereka.

Ketika persoalan di atas masih hangat dibicarakan dan
diperdebatkan di kalangan publik tanah air, pada 1 Febru-
ari 1994, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh kasus pem-
bobolan Bapindo (Bank Pembangunan Indonesia) oleh Edi
Tanzil, seorang pengusaha keturunan Cina. Apa yang di-
lakukan oleh Edi Tanzil itu melibatkan jumlah dana yang
sangat besar, Rp. 1,3 trilyun. Pembobolan itu dimungkin-
kan, antara lain, karena adanya kongkalikong atau kolusi an-
tara pengusaha Cina ini dengan beberapa oknum petinggi
bank. Kasus ini menjadi contoh mutakhir dari apa yang pada
bab II di atas disebut sebagai “fenomena cukong” dalam
kehidupan ekonomi di Indonesia.® Kasus ini tentu saja
memperkeruh perasaan anti-Cina yang sudah lama terta-
nam di kalangan masyarakat pribumi. Hal itu bertambah
parah lagi ketika belakangan diketahui bahwa, setelah di-
adili dan dipenjarakan, Edi Tanzil berhasil menyogok be-
berapa sipir penjara untuk dapat melarikan diri. Sampai
sekarang, ia tidak diketahui di mana berada.

Kasus-kasus di atas jelas mempersulit upaya-upaya
untuk menuntaskan pembauran —tidak saja di bidang
ekonomi, tetapi juga dalam hal sosial-budaya dan politik.
Kasus-kasus di atas tidak hanya berdimensi ekonomi. Lebih
dalam dari itu, kasus-kasus tersebut, dalam pandangan ba-

52. Lihat detailnya dalam Nasyith Majidi, Megaskandal: Drama Pembobolan dan
Kolusi Bapindo (Bandung: Mizan, 1994).
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nyak pihak, mengekspresikan karekteristik (sebagian) ko-
munitas Cina. Lebih parah lagi, karena kasus-kasus di atas
lebih kental warna ekonominya, fenomena-fenomena seperti
itu potensial untuk berperan sebagai kendala dalam proses
pembauran. Bahkan, menyadari arti penting dimensi
ekonomi dalam kehidupan manusia, kasus-kasus tersebut
justru berfungsi destruktif dalam seluruh proses pembaur-
an. Sebagaimana telah dibicarakan dalam bab-bab terdahu-
lu, meruncinganya hubungan warga keturunan Cina dengan
masyarakat pribumi dalam banyak hal lebih disebabkan oleh
persoalan-persoalan (kesenjangan, kecemburuan sosial)
yang bersifat ekonomis. Wilayah persoalan ini, meskipun
bukan satu-satunya, mudah menyulut emosi massa untuk
kemudian menyebabkan bentrokan-bentrokan fisik. Jika hal
demikian yang terjadi, maka mudah ditebak bahwa, adalah
warga keturunan Cina yang biasanya menjadi sasaran ke-
marahan.

Kecenderungan seperti inilah yang dapat disaksikan
dalam sejumlah kerusuhan rasial yang melibatkan warga
keturunan Cina. Contoh paling akhir yang dapat disebut
adalah kasus kerusuhan di Tasikmalaya pada akhir 1996 lalu.
Kerusuhan yang dipicu oleh arogansi oknum polisi terhadap
beberapa pengajar sebuah lembaga pendidikan tradisional
keagaman itu melebar-—baik dalam hal isu maupun lokasi-
nya, sehingga menimbulkan korban (jiwa dan material) yang
sangat besar Dalam konteks studi ini, makna paling signifi-
kan dari melebarnya kasus Tasikmalaya ini adalah, seperti
dilaporkan banyak media massa, munculnya sikap dan pe-
rilaku anti-Cina.

Tentu saja banyak faktor yang harus dicari untuk men-
jelaskan terjadinya kerusuhan di atas. Dugaan bahwa ter-
dapat pihak ketiga yang “memancing di air keruh” juga
tidak boleh disepelekan. Bahkan, indikasi ke arah itu sa-
ngatlah kuat. Tetapi, yang perlu digarisbawahi dalam hal
ini adalah, pihak ketiga itu akan sulit “bermain” kalau me-
mang tidak ada rumput kering yang siap-sedia untuk di-
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bakar. Rumput kering itu, sebagaimana dikatakan banyak
pihak, tidak diragukan lagi, adalah kesenjangan ekonomi.

Jika kita menengok berbagai insiden kerusuhan anti-
Cina yang sudah berlangsung selama Orde Baru, sepertijuga
sudah disebut pada bab I lalu, kita bisa menemukan berba-
gai preseden dari apa yang disebutkan di atas. Ketika me-
ngomentari berbagai insiden anti-Cina yang terjadi pada
1980 di Ujung Pandang, Semarang dan Solo, Grief menulis:
“Bahkan barangkali insiden-insiden itu bukan merupakan
gejala anti-Cina, tapi lebih merupakan letupan periodis ‘si
miskin’ melawan ‘si kaya.” Orang Cina tentu saja lambang
‘si kaya’ itu.”*

Butir pemikiran di atas hanya menegaskan pandangan
yang sudah lama dikemukakan, bahwa kunci pembaruan
adalah kuatnya posisi ekonomi masyarakat pribumi. Pan-
dangan itu tampak benar dalam pemikiran salah seorang
tokoh pembauran yang berasal dari keturunan Cina—Junus
Jahja. “Memang,” katanya, seperti telah dikutip di awal bab
ini, “jika pribumi ekonominya kuat, otomatis nonpri mau
berbaur. Dan bagi pribumi yang ekonominya kuat dan mera-
sa ‘tuan rumah di negeri sendiri,” tidak ada masalah sama
sekali. Tapi, selama mereka belum merasa menjadi ‘tuan di
rumah sendiri,” masalah yang dihadapi sulit dipecahkan.”

Sebab-sebab Belum Tuntasnya Pembauran

Kini ada pertanyaan mengapa upaya-upaya pembaur-
an belum juga mendatangkan hasil yang optimal? Sudah
banyak pakar yang mencoba memberi pandangan mengenai
sebab-sebab alotnya proses pembauran ini. Berikut dipa-
parkan pandangan-pandangan yang menonjol.

Penyebab atau faktor yang pertama, yang sering kali
dikemukakan para pakar, adalah faktor historis, khusus-

53. Grief, “WNI": Problematik Orang Indonesia Asal Cina, halaman 26.
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nya politik pemerintah Hindia Belanda terhadap rakyat In-
donesia. Dalam hal ini, pemerintah Hindia Belanda meng-
kategorikan penduduk Hindia Belanda (kini Indonesia) ke
dalam tiga kelompok golongan: pertama, orang-orang Ero-
pa sebagai golongan yang kedudukannya paling tinggi;
kedua, apa yang disebut golongan Timur asing (Vieemde
Osterlingen), yang terdiri dari orang-orang Cina, India, dan
Arab, yang menduduki posisi sosial kedua tertinggi; dan
ketiga, golongan pribumi yang menduduki posisi sosial ter-
bawah.*

Ketiga golongan ini hidup secara terpisah dalam kan-
tong-kantong dan lingkungannya masing-masing. Jarang
sekali terjadi interaksi di antara mereka. Bahkan, sistem
hukum yang dikenakan kepada mereka juga berbeda. Keti-
ka kemerdekaan berhasil direbut bangsa Indonesia, golong-
an kedua di atas, karena selamanya hidup dalam kantong
lingkungan mereka sendiri, tidak dengan sendirinya diteri-
ma di lingkungan baru, setelah hak-hak dan kedudukan is-
timewa yang mereka dapatkan selama masa penjajahan
lenyap dengan hengkangnya pemerintah kolonial Hindia
Belanda.

Ketika terjadi perubahan sosial besar-besaran akibat
berdirinya negara Indonesia, berlangsung reaksi yang ber-
beda di kalangan golongan kedua di atas. Karena jumlah
mereka relatif kecil, orang-orang keturunan India, Arab, dan
minoritas lainnya tidak mengalami goncangan yang berar-
ti. Tetapi, bagi orang-orang keturunan Cina, hal itu meru-
pakan perubahan sosial yang besar yang akibat-akibat psi-
kologisnya masih tetap terasa sampai satu generasi berikut-
nya. Hal ini juga turut dirasakan oleh kalangan Cina per-
anakan, yang sebenarnya sudah tinggal di Indonesia sela-

54. Lihat, misalnya, Coppel, “Patterns of Chinese Political Activity in Indone-
sia,” halaman 22-38.
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